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ABSTRAK

Islamisme, Kapitalisasi Ruang Kota, dan Gerakan PolitikMasyarakat
Urban: Aliansi Ekonomi-Politik PKS, Kristen, danTionghoa di
Salatiga

Disertasi ini mengkaji hubungan Islamisme dan urbanisme.
Dengan menggunakan pendekatan teori-teori gerakan sosial, studi
perkotaan dan metode etnografi sebagai teknik penelitian, disertasi
ini fokus meneliti kehadiran gerakan-gerakan Islamis kontemporer,
yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam mengikuti sistem
demokrasi dalam satu negara, tepatnya di Indonesia. Secara spesifik,
kajian ini akan lebih fokus meneliti strategi yang dipakai PKS dalam
mengikuti kontestasi politik lokal dan peran kader-kader PKS dalam
perkembangan kota.

Penelitian ini menemukan beberapa hal.Pertama, PKS ialah
Gerakan Islam transnasional di Indonesia dan juga jejaring
penyebaran Wahabi di Indonesi, melakukan aliansi dengan
masyarakat Kristen dan Tionghoa meskipun keduanya dianggap
“musuh” secara ideologi.Alasan-alasan yang lebih realistis dibalik
aliansi adalah karena PKS mengalami masalah keuangan, sumber
daya manusia dan sempitnya basis masyarakat politik ketika terlibat
dalam politik lokal maupun dalam upaya-upaya melaksanaan
aktivisme Islamis secara lebih luas dan masif.Fakta di lapangan
menunjukkan tidak ada korelasi dari aliansi antara kaum Islamis,
Kristen dan Tionghoa dengan pergeseran ideologi gerakan-gerakan
Islamis dari Islamisme ke Pos-islamisme. Kedua, maksud-maksud
terjadinya aliansi bersama PKS, Kristen dan Tionghoa cenderung
sebagai strategi aliansi ekonomi-politik untuk memperbaiki tingkat
kesejahteraan hidup kader PKS, untuk menjaga keberlangsungan
hidup partai, dan membagi-bagi fungsi kawasan kota dengan
pendekatan politis, teknis maupun birokratis. Ketiga, masalah urban
Islamis, Kristen dan “Cina” Salatiga sejak 1999 hingga 2018 belum
terselesaikan secara tuntas hingga sekarang sangat menentukan
stategi aliansi ekonomi-politik.

Disertasi ini, memberikan beberapa kontribusi teoritik,
setidaknya sebagai kerangka kerja analisis.Pertama, teori kawasan
urban dan gerakan politik masyarakat urban Indonesia berkontribusi
dalam pengembangan teori gerakan sosial ataupun studi perkotaan.
Kedua, teori turnamen politik lokal di Indonesia. berkontribusi dalam
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pengembangan teori gerakan politik urban dan teori politik lokal di
Indonesia. Ketiga, teori kapitalisasi ruang berkontribusi dalam
pengembangan studi perkotaan.

Kata kunci: Islamisme, Urbanisme, Kawasan Urban, Gerakan
Politik Masyarakat Urban, Kapitalisasi Ruang Kota,
Aliansi Ekonomi-Politik, Partai Keadilan Sejahtera,
Kristen, Tionghoa, Salatiga.
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Abstract

Islamism, City-Space Capitalization, and Political Movements of
Urban Society: An Economic-Politic Alliance of PKS,
Christian, and Chinese in Salatiga

This dissertation studies the relationship between Islamism and
urbanization. Using social movement, urban study and ethnographic
method approaches, the dissertation focuses on the presence of
contemporary Islam movements, i.e. ProsperousJustice Party (Partai
Keadilan Sejahtera=PKS), in a democracy system in a country,
particularly Indonesia. It focuses more specifically on the strategies
the party uses in the local political contest and its cadre’s roles in the
development of a city.

The study uncovers some points. First, PKS is a transnational
Islam movement in Indonesia and a Wahabi network in Indonesia. It
also performs an alliance with two cosidered opposing ideology
communities, Christian and Chinese. Some realistic arguments
behind this conduct are that PKS undergoes a financial and human
resource shortage, and possesses narrow political base in the society
which hinders its maneuver when involved in local politics and in
Islamic activities in a broader sense. In reality, there is no evidence
that shows a relation between the Muslims, Christians and Chinese
alliance and the shift of Islamic movement ideology nor the shift
from Islamism to Post-Islamism. Second, the alliance is meant to
improve the welfare of PKS’ cadres, to keep the party’s survival, and
to divide up the functions of city by political, technical and
bureaucratic approaches. Third, Muslims, Christians, and Chinese
urban problem in Salatiga has not been solved entirely since 1999
which determines the strategy of economic-politic alliance.

The dissertation gives some theoritic contributions as analysis
framework. First, theory of urban area and Indonesian urban political
movement contributes to developing social movement theory and
urban study. Second, theory of local political tournaments in
Indonesia contributes to developing the theory of urban politic
movement and the theory of local politics in Indonesia. Third, theory
of city space capitalization contributes to developing urban study.

Key words: Islamism, urbanism, urban area, urban community
political movement,  capitalization of urban space,
alliance of economic-politic, Prosperous Justice
Party, Christians, Chinese, Salatiga.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 158/1987 dan
0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

l_Al\ll{:éf Nama | Huruf Latin Keterangan
| Alif d”a%ﬁzkan Tidak dilambangkan
< Ba’ b be
= Ta’ t te
& Sa’ $ es (dengan titik atas)
z Jim | je
c Ha’ h ha (dengan titik bawah)
e Kha’ kh ka dan ha
> Dal d de
5 Zal Z zet (dengan titik atas)
J R r er
B 7’ z zet
o Sin S es
S Sy sy es dan ye
o Sad s es (dengan titik bawah)
o2 Dad d de (dengan titik bawah)
L T2’ t te (dengan titik bawah)
L za’ z zet (dengan titik bawah)
¢ ‘Ain ‘ Apostrof terbalik
¢ Ghain gh ge
< Fa’ f ef
3 Qaf q qi
4 Kaf k ka
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l:\l:,gkj)f Nama | Huruf Latin Keterangan
J Lam | el
¢ Mim m em
o Nin n en
3 Waw w we
» Ha’ h ha
s Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya’ y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab Ditulis
530z 31 muddah muta ‘ddidah
e e o) rajul mutafannin muta ‘ayyin

C. Vokal Pendek

Harakah | Ditulis | Kata Arab Ditulis
Fathah a By 2 e man nasar wa gatal
Kasrah i i e oS kamm min fi’ah
Dammah u by iy e | sudus wa khumus wa sulus

D. Vokal Panjang

Harakah | Ditulis | Kata Arab Ditulis
Fathah a Ol G, A fattah razzaq mannan
Kasrah 1 by s miskin wa faqir

Dammah a Ty ds dukhul wa khurij
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E. Huruf Diftong

Kasus Ditulis | Kata Arab | Ditulis
Fathah bertemu waw mati aw 2503 maulid
Fathah bertemu ya’ mati ai P muhaimin

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab Ditulis
ol a’antum
AU o] u ‘iddat li al-kafirin
f5s A la’in syakartum
o)) wle) i‘anah at-talibin

G. Huruf Ta’ Marbitah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab Ditulis
alypr B zaujah jazilah
5302 1 jizyah muhaddadah
Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang
sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat,
dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab

Ditulis

&rsﬁ' RS

takmilah al-majmii ‘

42| 59D

halawah al-mahabbah
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2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakah (fatkah, kasrah,
atau dammah), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal

yang relevan.

Kata Arab Ditulis
adll 515 zakatu al-figri
sl 52> ) ila hadrati al-mustafa
sladall 3 jalalata al- ‘ulama’

1. Bila diikuti huruf gamariyyah:

H. Kata Sandang alif dan lam atau “al-”

Kata Arab Ditulis
bl ex bahs al-masa’il
Sl Jguast) al-mabhsiil li al-Ghazalt

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan
huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan

huruf “I” (el)-nya.

Kata Arab Ditulis

ol e i ‘anah ar-talibin
e al ) ar-risalah li asy-Syafi v
cadll o, ds syazarat az-zahab
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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah
Subhanahu wa ta’ala yang berkat rahmat, taufig, hidayah dan
inayah-Nya, dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul
“ISLAMISME, KAPITALISASI RUANG KOTA, DAN
GERAKAN POLITIK MASYARAKAT URBAN: Aliansi Ekonomi-
Politik PKS, Kristen dan Tionghoa di Salatiga”, sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Doktor Studi Islam pada Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga,
sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai kepada akhir zaman,
terlebih lagi kepada juruselamat pribadi saya dalam iman Kristen
yaitu Tuhan Yesus Kristus.

Pertanyaan akademik pada mulanya yang melahirkan
disertasi ini ialah bagaimana mungkin, dan bagaimana caranya
jika mungkin, anak-anak muda terdidik dan tampak kesalehan
sosialnya namun mereka baru belajar politik dan demokrasi Islam
dan Indonesia, yangmana mereka dari kelompok pengajian Islam
yang pada perjalanan selanjutnya mendirikan partai politik PKS
dan mengusung misi “Memperjuangkan Masyarakat Madani dan
Sejahtera” sebagai platform gerakan Islamis, padahal keadaan
keuangan mereka “pas-pasan.” Itulah yang membimbing
penelitian ini, ditambah pula dukungan dari banyak pihak hingga
pada akirnya selesai dan tertuang dalam disertasi ini.

Untuk mengerjakan riset lapangan sejak September 2012-
Mei 2018, saya mulai mengumpulkan data dari pinggir kota
Salatiga ke pusat, dan dari orang-orang di luar PKS, Kristen dan
Tionghoa dengan tiga tahap. Pertama, September 2012-Desember
2014, saya melakukan observasi dan mewawancarai orang-orang
yang tidak ada hubungan dengan tiga unit sosial itu dan tidak
mengetahui masalah riset ini secara sporadis. Cara ini untuk
mengidentifikasi relasi sosial dan politik masyarakat kota
Salatiga, ataupun memetakan situasi dan perkembangan kota
Salatiga secara akurat. Ini dilakukan untuk mengumpulkan data
awal untuk mengantisipasi bila data dari para pelaku terkesan
subjektif. Ini sekaligus sebagai bahan triangulasi data, sumber dan
waktu untuk mensilangkan data dari tiga unit analisis penelitian
ini. Kedua, Januari 2015-Desember 2016, saya mewawancarai

XX



orang yang mengetahui dan terlibat langsung dalam masalah
penelitian sambil melakukan tahap petama. Ketiga, Januari 2017-
Mei 2018, sembari meneruskan tahap satu dan dua atau koreksi
ujian pendahuluan dan tertutup disertasi, saya melakukan silang
data untuk menemukan data lapangan yang lebih objektif.
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ini.

Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D., selaku
Promotor |, yang banyak memberikan spirit, arahan, bimbingan
yang sangat berharga buat penulis, Bapak Dr. Muhammad
Wildan, MA., selaku Promotor Il, yang memberikan arahan,
bimbingan dan saran demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.
Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA., Ahmad Norma
Permata, MA., Ph.D., dan Prof. Dr. H. Irwan Abdullah, selaku
Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan perbaikan
demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.

Seluruh sumber data penelitian baik yang ada di Kota Salatiga,
Jawa Tengah dan lainnya yang sangat membantu objektivitas
dan validitas disertasi ini yang tidak mungkin bisa disebutkan di
sini.

Anggota keluarga kami, yakni, pertama Mbah dan Eyang
Sugeng di Bayeman, Magelang, Bapak Nuryanto, Ibu Ratna
yang membantu doa dan dana studi sejak 2009 hingga 2018.
Kedua, istriku Rio D. Tambunan dan ketiga anak kami
Maverick El Radith Tambunan, Indie Borulopian Gurzi
Tambunan, Poda Triyono Gurzi Tambunan, terima kasih atas

XXi



dukungan yang telah diberikan. Ketiga, seluruh keluarga besar
Gurzi yang tersebar di Amerika Serikat dan keluarga mertua di
California Amerika Serikat yaitu James Anthony Gurzi, Marcie
Gurzi ata bantuannya membelikan banyak buku untuk
mendukung studi dan mengirimkan ke Indonesia. Keempat,
seluruh keluarga besar dari bapak kandung yakni Tambunan dan
dan ibu kandung yakni Gultom atas doa dan dukungan morilnya.
Teman-teman kuliah Program Doktor Prodi Studi Islam
angkatan 2009 kelas A: Dr. Emawati, Dr. Rina Rehayati, Dr.
Masmin, Pak Hasyimi Tanjung, Bang Japarudin, Mas Haqqul
Yaqin, Mas Mansur, Mas Yusron, dan Mbak Ning maupun kelas
B lainnya.

Semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan Allah
SWT senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayang dan ampunan-
Nya kepada para insan yang telah memberikan bantuan kepada
penulis dalam proses penulisan disertasi ini.

Amien ya rabbul ‘alamin, TuhanYesus Kristus memberkati kita
semua.

Salatiga, Agustus 2018
BIGNY

Elia Tambunan, S.Th., M.Pd

xXii



Halaman Judul............cooii i
Pengesahan ReKLOr ..........cooiiiriii i ii
YUAISTUM. .ttt iii
DEWAN PENQUJT ...ttt iv
Pernyataan keaslian dan bebas Plagiarisme............c.c.cccccee.e. v
Pengesahan Promotor ..........cocveieeiieeiie e vi
NOTA DINGAS ..ot vii
ADSTFAK .o xii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin ...........ccccoooviiiiiiiicnene XVi
Kata PENgantar ..o XX
Daftar ISH.....eeiiieiie e podlll
Daftar Tabel ... XXVi
Daftar Gambar.........ccooiiiiieii e XXVili
BAB | : PENDAHULUAN ......ccooiiiiiiiiiee e 1
A. Latar Belakang..........cccoceiiiiiiiniiiiicce 1
B. Rumusan Masalah............cccccooiiiiiiiiiiee 15
C. Tujuan dan Kegunaan...........ccceeeerveenerniieennennn 15
D. Kajian PUStaKa ..........ccoioviiiieiiiiiieiieieecie e 18
E. Landasan TeOr .......cccoeervuveiiniiiienie e 21
1. Islamisme di Dunia Kontemporer .................. 21
2. Teori Gerakan Sosial dalam Kajian Islamisme 36
3. Studi Perkotaan dalam Kajian Islamisme...... 45
4. Islamisme dan Urbanisme dalam Studi Islam. 52
F. Metodologi Penelitian ...............ccccccooviiinnnnn. 55
G. Sistematika Penulisan............cccociiriiniinnnnn 61
BAB Il : URBANISASI DAN KAPITALISASI ........cccceeeeee 63
A. Sejarah Pembagian Wilayah Salatiga.................. 66
B. Kristen Salatiga dalam Perkembangan Kota ....... 71
C. Islam Salatiga dalam Perkembangan Kota........... 91
D. Tionghoa Salatiga dalam Perkembangan Kota.... 103
1. Tionghoa Memonopoli Bisnis Properti .......... 110
2. Lokalisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota.......... 113
3. Bisnis Retail Toko Swalayan Modem............. 118
4. Jejaring Kekerabatan dalam Sistem
KapitaliSme .......ccoveiiiiiiiieee e 124

DAFTAR ISI

xxiii



BAB Il :

BAB IV :

BAB V

MOBILISASI GERAKAN POLITIK
MASYARAKAT URBAN.......ccoceiiiieiieiesienieeins
A. Kehadiran Kaum Islamis di Kota..............cccccu..
1. Anak-anak Genealogis Islamis Salatiga .........
2. NU dan Muhammadiyah dalam PKS .............
B. Pileg DPRD Kota Salatiga 1999-2014................
C. Pilkada Salatiga 2011-2016 dan 2017-2022........
D. Mobilisasi Kapital untuk Pilkada..............c.........
E. Kaum Islamis Membagi-bagi Fungsi
Ruang Kota.........ccocoviiiiiiiieee e
1. Membagi Fungsi Ruang Kota dengan
Pendekatan POItIS .........ccccccoveviiiiiiee e,
2. Membagi Fungsi Ruang Kota dengan
Pendekatan Teknis...........ccccoviiiiiiieiiiine
3. Membagi Fungsi Ruang Kota dengan
Pendekatan Birokratis............ccccocceviieinnnnnne

ALIANSI EKONOMI-POLITIK ISLAMIS,
KRISTEN DAN TIONGHOA DALAM
POLITIK LOKAL. ...cooiiiiieieiie e
A. Masalah Islamis, Kristen dan Tionghoa
di INAONESIA. ..ot
1. PKS Mendadak NU, Kembali
Muhammadiyah.........cccociiiiiiiniee
2. Masalah Kristen di Indonesia........cc..ccccoueeneee.
3. Masalah Tionghoa di Indonesia......................
B. Strategi Aliansi Islamis, Kristen dan Tionghoa...
1. Kristen sebagai Jejaring Perantara .................
2. Tionghoa sebagai Jejaring Perantara..............
3. Kontrak Politik Membuka Peluang Ekonomi-
POIIEIK .
C. Kaum Islamis Membingkai Ekonomi Islam........
1. Keadaan Ekonomi Kaum Islamis...................
2. Membingkai Filantropis Islam.......................
D. Kristen dan Tionghoa Mengkapitalisasi
Ruang Kota.........ccveeeiiieiiiiiiieiiieeeee,

SPENUTUP s

AL KeSimpulan ...
B. Saran: Implikasi Praktis dan Rekomendasi

XXiv



Penelitian Lanjutan ..........cccccoooieieieniie e,
C. Kontribusi TOM .....cucevveiiiiiiieiie e

DAFTAR PUSTAKA . ...
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

XXV



Tabel 11.1
Tabel 11.2
Tabel 11.3
Tabel I1.4
Tabel 11.5
Tabel I11.1
Tabel I11.2
Tabel I11.3
Tabel I11.4
Tabel I11.5
Tabel I11.6
Tabel I11.7
Tabel I11.8
Tabel I11.9
Tabel 111.10
Tabel 111.11
Tabel 111.12
Tabel 111.13
Tabel 111.14

DAFTAR TABEL

Statistik Persebaran Penduduk Salatiga, 71

Pondok Pesantren di Kecamatan Tingkir Salatiga,
100

Data Industri Kota Salatiga 2015, 118
Indomaret di Kota Salatiga hingga Juli 2017, 121

Alfa Mart di Kota Salatiga hingga Juli 2017, 122

Angka Partisipasi Masyarakat Pemilih Kota Salatiga
2011, 132

Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Kota Salatiga
2004-2017, 132

Daftar Riwayat Hidup Muh Haris, 137

Profil Tokoh Awal Gerakan Islamis Salatiga, 138
Pondok Pesantren Kota Salatiga Jejaring PKS, 142
Sumber Dana NU Dikuasai PKS Kota Salatiga, 143
Daftar Caleg PKS DPRD Salatiga 1999, 150
Perolehan Suara Kecamatan Salatiga 1999, 151

Daftar Caleg Nonkader PKS pada Pemilu 2014 Kota
Salatiga, 155

Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga 2006,
160

Data Paslon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga
2011-2016, 161

Data Paslon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga
2017-2022, 161

Program Kampanye Yaris Pilkada Salatiga 2017, 174
Pembagian Fungsi Ruang Kota Salatiga, 175

XXVi



Tabel 111.15

Tabel 1V.1

Tabel 1.2

Tabel 1V.3

Tabel 1V.4

Investasi dan Nilai Produksi per Kecamatan 2012-
2014, 178

Pelarangan Ibadah dan Budaya Tionghoa Salatiga,
219

Kontrak Politik Pasangan Yaris di Pilkada Salatiga
2011-2016, 225

Nama Tim Kampanye Pemenangan Yaris, 235

Pendeta-Pendeta/Gereja Salatiga Penerima Dana, 256

XXVii



DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Islamisme dan Urbanisme dalam Studi Islam, 53

Gambar 1.1 Tugu Jam Tamansari Bundaran Salatiga Dibangun
Damatex, 104

Gambar IV.1 Rumah Dinas Walikota Salatiga Terhubung dengan
Hotel Wahid, 280

Xxviii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disertasi ini mengkaji hubungan Islamisme dan urbanisme.
Dengan menggunakan pendekatan teori-teori gerakan sosial, studi
perkotaan dan metode etnografi sebagai teknik penelitian, disertasi
ini fokus meneliti kehadiran gerakan-gerakan Islamis kontemporer,
yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam mengikuti sistem
demokrasi dalam satu negara, tepatnya di Indonesia. Secara spesifik,
kajian ini akan lebih fokus meneliti strategi yang dipakai PKS dalam
mengikuti kontestasi politik lokal dan peranyang dilakukan oleh
kader-kader PKS dalam perkembangan kota. PKS dipilih karena
didasarkan dua hal. Pertama, dahulu PKS dikenal sebagai gerakan
sosial-agama tarbiyah yang ada hubungan dengan Ikhwanul
Muslimin Mesir menyebar ke Indonesia berubah menjadi partai
politik, kader PKS umumnya berasal dari lapisan sosial masyarakat
urban. Kedua, walaupun sebagai partai pendatang baru dalam dunia
politik Indonesia yang mengusung Islam sebagai ideologi, PKS
sukses meraih suara elektoral baik itu dalam Pemilihan Umum
Legislatif (Pileg) nasional dan local maupun dalam Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada). Uniknya, PKS cenderung memiliki lokasi lumbung
suara elektoral dikawasan urban Indonesia.

Dalam Pemilu 2004, PKS sukses meraih 8.325.020 atau
7,34% suara nasional, naik sangat signifikan dibandingkan Pemilu
1999 ketika masih bernama Partai Keadilan (PK) dengan 1.436.565
atau 1,36% suara. Namun kemudian, dalam Pemilu 2009 jumlah
suara PKS turun menjadi 8.206.955 walaupun persentasinya naik
7,88%. Karena beberapa kader melakukan korupsi, pornografi dan
asusila, suara PKS dalam Pemilu 2014 turun menjadi 6,79%. Namun
unik, PKS justru memperoleh kenaikan jumlah suara nasional
menjadi 8.480.104. Keberhasilan PKS meraih suara Pemilu berimpak
kepada kenaikan perolehan kursi di DPR. Jika pada Pemilu 1999 PK
memperoleh 7 atau 1,5%; kursi maka dalam Pemilu 2004 PKS
memperoleh kenaikan menjadi 45 atau 8,18% kursi. Dalam Pemilu
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2009 PKS kembali memperoleh kenaikan menjadi 57 atau 10,18%
kursi. Kasus korupsi, pornografi dan asusila yang dilakukan kader
berpengaruh buruk terhadap turunnya raihan kursi DPR pada Pemilu
2014. PKS meraih 40 kursi atau 7,1%."

Kesuksesan PKS meraih suara elektoral berdampak positif
kepada Pilkada serentak. Dalam Pilkada tahap pertama 9 Desember
2015 di 9 provinsi dan 260 Kabupaten/Kota, PKS mendukung dan
mengusung pasangan calon (Paslon) Kepala Daerah di 173 Pilkada.
Paslon yang didukung PKS dalam tahap pertama menang di 88 atau
sekitar 50,9% Pilkada. Itu melampaui rata-rata keberhasilan partai-
partai lain yang rata-rata mencapai kemenangan di bawah 50%.
Dalam Pilkada tahap kedua 15 Februari 2017, PKS mengikuti
Pilkada di 95 daerah dari 101 Pilkada, baik tingkat provinsi,
kabupaten maupun kota. Dari 95 Paslon yang diusung dan didukung,
PKS memenangkan 52 atau sekitar 54,74% Pilkada. Dalam Pilkada
tersebut kader PKS mengikuti 15 Pilkada dari total 52 Pilkada. Saat
itu, kader PKS memenangkan 6 Pilkada,yakni Aceh Tamiang,
Pekanbaru, Payakumbuh, Salatiga, Takalar, dan Kendari. Sementara
Paslon yang diusung PKS menang di 33 Pilkada, dan yang didukung
PKS menang di 13 Pilkada.”

Satu sisi, uraian statistik kemenangan PKS itu memperlihatkan
luasnya tugas, hak dan kewenangan kader PKS ketika terpilih
menjadi anggota Legistif ataupun Eksekutif secara nasional maupun
lokal untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
daerah, seperti yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Bab | Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat
2 misalnya, terutama setelah berlakunya otonomi daerah di Indonesia
sejak tahun 1999.2 Sisi lain, kesuksesan PKS meraih suara elektoral

'PKS ‘Baru’ Targetkan Elektabilitas di Atas 10 Persen, http:/pks.id/content/
pks-baru-targetkan-elektabilitas-di-atas-10-persen, Dipublikasi 12 Augustus 2015,
Diakses 20 April 2017.

2\/ersi Real Count, PKS Menangi 54 Persen Pilkada Serentak 2017, dalam
http://pks.id/content/versi-real-count-pks-menangi-54-persen-pilkada-serentak-
2017, Dipublikasi 20 Februari 2017, Diakses 20 April 2017.

*Evaluasi atas pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlaku sejak
tahun 1999 atas perintah UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan



dalam sistem demokrasi menimbulkan perdebatan akademik yang
belum tuntas khususnya mengenai strategi yang dipakai.

Sekaitan dengan kesuksesan itu, banyak orang yang terlalu
menekankan faktor internal PKS. Misalnya agenda meyakini
kesuksesan itu karena kemampuan PKS menyesuaikan diri sebagai
satu ciri penting dalam membangunan kelembagaan partai Islamis.*la
mirip dengan Firman, menurutnya satu-satunya partai berbasis Islam
besar yang tidak mengalami perpecahan internal adalah PKS. Sejauh
ini, PKS mampu mengelola perbedaan internalnya dan berhasil
mengonsolidasi  kelembagaan partai dan  mempertahankan
soliditasnya.” Sedangkan, Fealy melihat sukses PKS karena proses
kaderisasinya terlembaga dengan baik dalam membangun kader
militan.® Romli melihat kesuksesan itu tidak terlepas dari soliditas
internal partai. PKS melakukan kaderisasi yang kuat dan berjenjang,
sehingga soliditas internal mereka begitu kuat. Meskipun ada
serangan dari luar justru itu memperkuat soliditas di internal mereka
sehingga tidak terjadi perpecahan.” Sementara itu, Paige melihat
sukses itu karena PKS menerapkan sistem institusionalisasi partai
yang relatif bagus dibandingkan yang lain.® Lalu, Devi melihat
sukses itu hasil dari upaya PKS mengembangkan keterbukaan

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah, Lihat, Tim LIPI, Membangun Format Baru Otonomi
Daerah (Jakarta: LIPI Press, 2006).

‘Burhan Djabir Magenda, “Prolog,” dalam Anis Matta, Momentum
Kebangkitan: Enam Orasi dan Tiga Narasi Presiden PKS H.M. Anis Matta, LC,
Tahun 2013 (Jakarta: YLIPP Kerjasama dengan Bidang Arsip dan Sejarah
Sekretariat Jendral DPP PK Sejahtera, 2013), viii, X.

*Firman Noor, Institutionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A
Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post-Soeharto Era (1998-
2008), Doctoral Thesis, University of Exeter 23 March 2012.

®Greg Fealy, “Militant Java-based Islamist Movements,” dalam Andrew T.H.
Tan (ed.), A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia
(Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2007), 63-76.

"Lili Romli, “Peta Kekuatan Partai Politik Hasil Pemilu 2014,” dalam Luky
Sandra Amalia (ed.), Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: AnalisisHasil dan Proses
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan P2P-LIPI Jakarta, 2016), 165.

®Paige Johnson Tan, “Explaining Party System Institutionalization in
Indonesia,” dalam Allen Hicken, Erik Martinez Kuhonta (eds.), Party System
Institutionalization in Asia: Democracies, Autocracies, and the Shadows of the Past
(New York: Cambridge University Press, 2015), 236-259.



dengan bangsa Indonesia yang majemuk di tengah adanya faktor
volatilitas elektoral partai Islam, maksudnya fenomena naik-turunnya
suara partai Islam dalam setiap Pemilu.’

Berbeda dari nama-nama yang telah disebutkan di atas, bagi
kader-kader PKS, misalnya Jasiman, Dewan Syariah Wilayah 2014-
2019 dan Cahyadi, kesuksesan elektoral PKS justru dimaknai sebagai
momentum tercapainya visi gerakan kebangkitan Islamdalam rangka
untuk mempersiapkan kaum Islamis menjadi pemimpin negara dan
pemerintah demi tegaknya daulah dan khilafah Islamiyah,”® sama
seperti yang dilihat oleh Tifatul.* Sedangkan Hidayat memposisikan
PKS dan diri mereka sebagai bagian dari gerakan Islamis dunia
dalam program mihwar daulah, maksudnya gerakan dakwah Islamis
telah memasuki wilayah negara dan pemerintah dalam sistem
demokrasi di Indonesia.** Untuk melaksanakan program itu, menurut
Jasiman, dibutuhkan pemimpin publik dari PKS. Meskipun
demokrasi sejatinya memang bukan sistem yang berasal dari Islam,
akan tetapi pada kenyataannya sistem inilah yang menghegemoni di

Devi Darmawan, “Volatilitas Elektoral Partai Keadilan Sejahtera (PKS),”
dalam Moch. Nurhasim (ed.), Masa Depan Partai Islam di Indonesia (Jakarta: LIPI
Jakarta Kerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2016), 223.

%Jasiman, Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah (Solo: Era Adicitra Intermedia,
2017), 28-31; Cahyadi, Takariawan, Menyongsong Mihwar Daulah (Surakarta: Era
Adicitra Intermedia, 2010), vi-viii, 100-126. Cahyadi pernah menjadi aktivis UKKI
Jama’ah Shalahuddin UGM dan juga Keluarga Alumni Jama’ah Shalahuddin
UGM; lkut Pendidikan Kepemimpinan Nasional DPP PKS tahun 2008; Penulis,
dan Senior Editor PT Era Adicitra Intermedia Surakarta.

“Menurut Tifatul, satu hal yang harus dipahami bahwa misi khilafah tidak
serta merta memberangus keberadaan non-Muslim. Karena sistem khilafah juga
memiliki instrumen toleransi kepada penganut agama lain. la merujuk kepada kisah
khilafah di Spanyol, dimana kaum Muslim, Nasrani dan Yahudi hidup
berdampingan. Meskipun semua tunduk kepada kekuasaan Islam namun Islam
menerapkan sistem yang adil kepada semua. Sebagai gerakan Islam dan partai
politik modern, PKS akan menjadi semakin perkasa jika ia mengandung filosofi
yang tangguh serta mafahim dan doktrin yang kokoh, visi jelas dan misi sebagai
khilafah yang juga jelas sehingga siapapun yang berada di dalamnya akan tetap
istigomah. Mereka harus sadar dan paham untuk memperjuangkan Islam dengan
segala resikonya. Usamah Hisyam, Sepanjang Jalan Dakwah Tifatul Sembiring,
cet.ke-3 (Jakarta: Dharmapena Citra Media, 2012), 267-268.

“Umar Hidayat, Rijalud Daulah: Sosok Kader Mihwar Daulah (Solo: Era
Adicitra Intermedia, 2010), 1-2.



seluruh dunia, karena itu kader PKS dituntut untuk memberikan
respon terhadapnya agar demokrasi sesuai dengan tujuan Islam.*®

Penting diketahui bahwa kebangkitan Islamis di Indonesia bagi
PKS ialah aspek penting untuk mencapai tujuan global. Hal itu
penting bagi mereka karena secara subjektif, seperti pernyataan
Dzakirin Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS 2010-2015, PKS
adalah gerakan-gerakan Islam yang tidak terpisahkan dari gerakan
serupa di dunia Islam yang kemudian berubah menjadi partai politik
namun bercita rasa lokal.** Hilmi meyakini bahwa keikutsertaan PKS
dalam sistem demokrasi merupakan strategi besar gerakan politik
Islamis untuk memimpin negara yang dilakukan dengan cara
mobilitas vertikal. Maksudnya mempersiapkan kader-kader untuk
memasuki lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan
memanfaatkan sistem demokrasi dan berjuang untuk menjadikan
negara sebagai payung dakwah politik.®> Anis mengatakan PKS
menjadikan negara sebagai alat perlindungan dan jaminan hukum
untuk menggapai kekuasaan politik.!® Tampaknya, kader-kader PKS
melihat kemenangan elektoral sebagai momentum untuk memenuhi
ambisi kebangkitan Islam kembali dalam rangka memegang
kepemimpinan dunia yang pernah dicita-citakan oleh para
ideolognya.’

Berbeda dengan para analis, peneliti dan kader-kader PKS di
atas, disertasi ini, berdasarkan penelusuran yang dilakukan,
menemukan masalah yang kritis di internal PKS, terutama masalah
finansial dan sumberdaya manusia ketika berpartisipasi dalam sistem

BJasiman, Rijalud Daulah: Mempersiapkan Pejabat Publik yang Merakyat
(Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), 15.

“Ahmad Dzakirin, Tarbiyah Siyasah: Menuju Kematangan Politik Aktivis
Dakwah (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 112.

Hilmi Aminuddin, Bekal untuk Kader Dakwah (Jakarta: Bidang Arsip dan
Sejarah Sekretariat Jenderal DPP PK Sejahtera), 146, 169.

®Anis Matta, Spiritualitas Kader (Jakarta: Bidang Arsip dan Sejarah
Sekretariat Jenderal DPP PK Sejahtera, 2014), 90, 109, 112, 116, 146; Umar
Hidayat, Merindukan Jalan Dakwah (Y ogyakarta: Darul Uswah, 2011), 2.

Sayid Qutb, Petunjuk Jalan, terj. A. Rahman Zainuddin, cet.ke-2 (Jakarta:
Media Da’wah, 1982), 1-10; Ronnie Azoulay, The Power of Ideas: The Influence of
Hasan Al-Banna and Sayyid Qutb on the Muslim Brotherhood Organization, Polish
National Science Centre, Vol.1, 12 Dec 2015, 171-182.



demokrasi Indonesia khususnya kontestasi politik lokal. Misalnya,
Sapto mengatakan problem kemandirian ekonomi di kalangan kaum
Islamis global masih menjadi persoalan besar.’® Dalam salah satu
tausiah, Hilmi mengatakan sebagai pemimpin pergerakan Islam ia
meminta modal dari Timur Tengah karena tuntutan pembiayaan
dakwah semakin besar padahal ekonomi dakwah jamaah sangat
kurang. Pertumbuhan ekonomi internal PKS di liga dan halagah
untuk kebutuhan dakwah tidak bisa diandalkan.'® Sama dengannya,
Hidayat dan Zulkieflimansyah juga menjelaskan bahwa kondisi
finansial PKS menunjukkan tantangan yang besar karena umumnya
PKS didukung anak muda yang tidak memiliki sumber-sumber
finansial yang cukup.?

Masih dalam konteks permasalah keuangan, sesuai dengan
temuan Tempo, PKS pernah meminta dukungan dana 1 miliar
kepada keluarga Suharto untuk membiayai iklan kampanye partai
politik PKS pada Pileg 2009 yang akan ditayangkan di televisi
nasional 9-11 November 2008.%* Tifatul mengakui PKS juga pernah
mengajukan proposal dana kepada bisnis keluarga Suharto yang lain,
yakni PT Bimantara Group milik Bambang Trihatmodjo anak ketiga
Suharto, lewat Yusuf Asy’ari Direktur Keuangan Bimantara. Saat itu,
Yusuf ialah anggota pengajian kaum elite yang diselenggarakan
Hilmi di rumah Hartono Mardjono tokoh awal gerakan tarbiyah.
Dana itu, sesuai pengakuan Tifatul, dibutuhkan untuk pengembangan
tarbiyah maupun dakwah ke Sumatera dan kota-kota di luar Jawa

18Sapto Waluyo, “Kata Pengantar,” dalam Ahmad Dzakirin, Kebangkitan Pos-
Islamisme (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012), xvii.

“Hilmi Aminuddin, Menghilangkan Trauma Persepsi (Jakarta: Bidang Arsip
dan Sejarah Sekretariat Jenderal DPP PK Sejahtera), 191-195.

“*Hidayat Nurwahid, Zulkieflimansyah, The Justice Party and Democracy: A
Journey of a Thousand Miles Starts with a Single Step, Asia Program Special
Report, No. 110, April 2003, 20-24.

*'Dalam iklan, oleh Ipang Wahid putra dari Salahuddin Wahid Tokoh NU,
pemimpin Pondok Pesantren Tebuireng Rembang, Soeharto dimasukkan dalam
urutan 8 (sesuai dengan nomor urut PKS Pemilu 2009), “Pahlawan dan Guru
Bangsa,” bersama Soekarno, Hatta, Ahmad Dahlan, Hasyim Ansy’ari, Natsir, Agus
Salim, dan lainnya ditayangkan televisi. WMU, Agus Supriyanto, Akbar Tri
Kurniawan, Awan Ridha, Iklan Partai: Manuver Politik Faksi Sejahtera, Tempo,
Edisi 24-30 November 2008, 32.
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lainnya dengan cara mengirim ustad binaan mereka.”? Anehnya,
KAMMI, satu wadah organisasi mahasiswa Islam yangmana
sebagian besar hasil dari gerakan tarbiyah yang didanai oleh Suharto
kemudian hari kader inti PKS sebagian besar lahir darinya, ikut
menjadi motor gerakan mahasiswa untuk menumbangkan rezim
Suharto pada 20 Mei 1998.2 Masih terkait dengan masalah uang,
Yusuf Supendi mengakui kepada Tempo, di awal pendirian Partai
Keadilan (PK), mereka dibantu oleh tokoh Ikhwanul Muslimin Mesir
dan dana bantuan lain dari Timur Tengah. Demikian juga, ketika PK
ikut Pemilu tahun 1999 banyak disokong dari Timur Tengah secara
pendanaan bahkan lebih dari 90%.2*

Dari penjelasan kader lain juga terlihat bahwa PKS mengalami
masalah sumberdaya manusia, misalnya Fahri.la dengan lantang
menyatakan, “saya menyedihkan (maksudnya ia merasa sedih) ada
partai kader yang tidak berani mencalonkan kadernya karena tidak
ada satupun yang berani tunjuk tangan dan mengatakan saya bisa
membiayai ini (maksudnya menanggung dana politik) dan terpaksa
mencari-cari orang lain. Dan orang yang dicari-cari itu pasti orang
bonafit yang dianggap punya uang.”?®> Sama dengan Fahri, Sitaresmi
dalam temuan disertasi tahun 2016 di Ul Jakarta menyatakan sistem
rekrutmen dan kaderisasi yang ada di PKS saat ini tidak bisa bersifat
masif dan malah cenderung stagnan karena sangat terbatas.”® Dalam
situasi finansial dan sumber daya manusia yang pelik seperti itu, PKS

bid., Usamah, Sepanjang, 69.

“Mahfudz Sidiq melihat gerakan mahasiwa itu sebagai peran dan tanggung
jawab social-politik KAMMI terhadap masa depan bangsa dan Negara Indonesia.
Mahfudz Sidiq, “Sekapur Sirih,” dalam Mahfudz Sidiq, KAMMI dan Pergulatan
Reformasi (Solo: Era Intermedia, 2003), 7.

*Pendiri Akui PKS Memang Ikhwanul Muslimin dalam https:/nasional.
tempo.co/read/460337/pendiri-akui-pks-memang-ikhwanul-muslimin,  dipublikasi
10 Februari 2013, diakses 12 April 2014.

®Fahri Hamzah, Mahar Politik: La Nyala vs Prabowo, Indonesia Lawyer
Club, TVOne, Selasa, 16 Januari 2018: 22.05, Wib.

%Sjtaresmi S. Soekanto, Strategi Pemenangan Pemilu AKP di Turki dan PKS
di Indonesia Studi Perbandingan (Jakarta: Ul Press, 2016), 254-255. la adalah Staf
Departemen Dakwah DPP Partai Keadilan 1998-2000. Staf Departemen Kaderisasi
DPP PKS 2000-2005. Staf Departemen Diklat DPP PKS 2005-2010. Wakil Sekjen
Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS 2010-sekarang.
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memasuki wilayah politik untuk perluasan wilayah dakwah demi
untuk mensejahterakan rakyat.?’” Kader PKS justru ditutut harus
piawai untuk memberikan solusi bagi masalah ekonomi Indonesia.
Mereka menyadari untuk mensejahterakan masyarakat tidak cukup
hanya bicara moral.?

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, disertasi ini
memiliki argumentasi bahwa kemenangan elektoral yang diraih
gerakan-gerakan Islamis, yakni PKS,dalam sistem demokrasi
Indonesia tidak terlepas dari kontribusi pihak eksternal, bukan karena
faktor internal semata. Logikanya ialah jika gerakan-gerakan Islamis
memang bermasalah dalam hal ekonomi dan sumberdaya manusia
ketika mengikuti sistem demokrasi tetapi mampu memenangkan
kontestasi politik lokal adalah fakta. Maka, bagaimana mungkin
orang bermasalah dan lemah secara finasial dan sumber daya
manusia memenangkan kompetisi tanpa bantuan pihak lain. Dengan
demikian ada alasan yang sangat kuat untuk mengkaji lebih dalam
lagi seberapa besar faktor luar terhadap kemenangan itu. Kajian ini
akan mengkritisi bukan temuan para analis dan peneliti sebelumnya
yang terlalu menekankan faktor internal gerakan-gerakan Islamis
dalam mencapai kemenangan suara elektoral.

Disertasi ini hendak menampilkan sejumlah temuan empiris
yang menarik dan uniktentang kontribusi faktor luar terhadap
kemenangan elektoral yang diraih gerakan-gerakan Islamis, yakni
PKS, dalam sistem demokrasi Indonesia dari kota Salatiga Jawa
Tengah. Disana, dalam situasi mengalami masalah ekonomi dan
sumberdaya internal, PKS mampu menggapai kemenangan suara
elektoraltetapi karena membangun aliansi bersama dengan
masyarakat di luar masyarakat Islamis, yakni masyarakat Kristen dan
Tionghoa Salatiga sejak Pileg 1999, 2004, 2009, dan 2014 dan

“Abu Ridho, Negara & Cita-cita Politik (Bandung: Syaamil, 2004); Saat
Dakwah Memasuki Wilayah Politik (Bandung: Syaamil, 2003); Amal Siyasi
Gerakan Politik dalam Dakwah (Bandung: Syaamil, 2004); Islam dan Politik:
Mungkinkah Bersatu? (Bandung: Syaamil, 2004).

partai Keadilan Sejahtera Sekretariat Jenderal Bidang Arsip dan Sejarah,
Mereka bicara PKS: Telaah Objektif Perjalanan Dakwah Politik PKS (Bandung:
Fitrah Rabbani, 2007), 114.
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Pilkada periode 2011-2017 maupun 2017-2022. Terkait dengan
fenomena aliansi bersama itu, ada yang mengatakan, misalnya
Sitaresmi, PKS melakukan kerjasama dengan siapapun bukanlah
fenomena pertama kali terjadi. la menganggap itu sebagai
manifestasi keterbukaan ideologi PKS. Misalnya PKS terbuka
terhadap non kader dan non Islam dalam Pileg dan Pilkada di
Indonesia bagian tengah dan timur antara lain, Bali, Nusa Tenggara
Timur, Kalimantan Timur, Maluku dan Papua.?® Alih-alih aliansi
dilihat sebagai tanda-tanda lemahnya internal PKS, misalnya karena
jumlah kader PKS disana sangat minim khususnya wilayah dakwah
dimana populasi masyarakat Islam sedikit, justru Sitaresmi
membangun alasan bahwa sudah sejak Pemilu 2004 aplikasi ideologi
Islamisme PKS telah berubah menjadi Pos-islamisme, apalagi setelah
PKS dideklarasikan sebagai partai terbuka dalam Mukernas PKS
Bali tahun 2008.%° Sama seperti Sitaresmi, peneliti PKS yaitu Fealy,
Bubalo dan Mason juga mengatakan ada pergeseran ideologi dari
Islamisme ke Pos-islamisme. Menurut mereka, kaum Islamis seperti
PKS Indonesia, Ikhwanul Muslimin Mesir dan Adalet ve Kalkinma
Partisi (AKP) Turki sedang bergiat menjadi partai Islamis
demokrat.®! Fealy bahkan meyakini ada karakteristik kaum Islamis
terbaru yang muncul dalam mengusung akivisme Islam seperti
dipelihatkan oleh partai AKP Turki, partai Keadilan dan
Pembangunan Maroko, Ikhwanul Muslimin Mesir yangsemakin
moderat dan bersedia membuka diri terhadap partai lain.*
Perdebatan mengenai pergeseran Islamisme ke Pos-islamisme
di dalam PKS belum terlalu jelas.Alasannya karena Bubalo dan
Fealy pernah juga mengatakan bahwa pengaruh Ikhwanul Muslimim
Mesir terhadap PKS mendorong munculnya pandangan-pandangan
anti-Semitik. PKS berpandangan konspiratif terkait sikap anti-Barat

#|bid., Sitaresmi, Strategi, 37-52.

“lbid., 215-221.

%Greg Fealy, Anthony Bubalo, Whit Mason, PKS dan Kembarannya, Bergiat
Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki, terj. Syamsul Rizal(Jakarta;
Komunitas Bambu, 2012), vii-Xii.

%Greg Fealy, “Foreword,” dalam Bernhard Platzdasch, Islamism in
Indonesia: Politics in the Emerging Democracy (Singapore: ISEAS, 2009), xi.
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karena terpengaruh oleh pemikiran dari tokoh-tokoh ekstrim Timur
Tengah.* Demikian pun Barton, ia masih mengelompokkan PKS
sebagai partai Islamis radikal di Indonesia bersama PBB, meskipun
ia kemudian mengatakan sebagian dari pemimpin PKS sekarang
mundur dari posisi radikal itu.®* Disertasi ini tidak menutup mata
terhadap perdebatan yang ada itu. Penting dipahami, bahwa terma
Pos-islamisme yang digagas Bayat sejak tahun 1996 itu ialah tentang
dua hal. Pertama, seperti yang semula digunakan, Pos-islamisme
hanya berkaitan dengan realitas Republik Islam Iran, dan tidak pada
setting dan masyarakat Islam lainnya, sehingga terma itu masih
sebatas pergeseran paradigma ataupun kategori di dalam komunitas
ilmiah dalam rangka untuk memahami fenomena Islamisme bukan
realitas dari Islamisme yang mereka teliti itu sendiri.*® Kedua,
adanya peningkatan pengakuan yang berkembang di dalam
komunitas ilmiah bahwa Islamisme sedang mengalami transformasi,
sehingga oleh Bayat disebut sebagai Pos-islamisme yang
merepresentasikan suatu kondisi dan proyek yang masih terus
berlangsung.®® Oleh karena itu, kajian disertasi ini akan lebih khusus
mengarah kepada masalah dana maupun sumberdaya manusia
gerakan-gerakan Islamis secara global, yang diwakili oleh PKS di
Indonesia, ketika telah sampai di dalam lingkup birokrasi negara.
Masalah-masalah itulah yang belum banyak diteliti. Padahal, hasil
kajian terhadap hal-hal itu akan bisa semakin memperjelas substansi
perdebatan mengenai pergeseran ideologi tersebut. Artinya, ada
alasan kuat untuk mengkaji lebih dalam seberapa besar kontribusi
pihak asing dalam perkembangan Islamisme kontemporer.*’

%Anthony Bubalo, Greg Fealy, Joining the Caravan?: The Middle East,
Islamism, and Indonesia (Alexandria: Lowi Institute, 2005), viii.

¥Greg Barton, “Indonesia,” dalam Barry Rubin (ed.), Guide to Islamist
Movements (New York: M.E. Sharpe, Inc., 2010),135, 146.

®Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-
Islamist Turn (Stanford, California: Stanford University Press, 2007), 10-14.

% Asef Bayat, “Post-Islamism at Large,” dalam Asef Bayat (ed.), Post-
Islamism: The Many Faces of Political Islam (New York: Oxford University Press,
2013), 3-34.

¥|stilah kontemporer dalam disertasi dimaksudkan hanya untuk menekankan
kurun waktu kemunculan dan perkembangan gerakan-gerakan Islamis di Indonesia
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Pengertian-pengertian kunci dalam disertasi merujuk kepada
dokumen primer. Dalam disertasi ini kapitalisasi merujuk kepada
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No.
01/KM/.12/2001 yang diartikan sebagai transformasi aset agar
diperoleh nilai tambah dan nilai tukar dengan tujuan mengakumulasi
keuntungan. Sedangkan pengertian ruang dirujuk kepada Peraturan
Walikota Salatiga H. Totok Mintarto No. 15 Tahun 2006 Tanggal 5
Mei 2006 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota
Salatiga dalam Bab | Pasal 1 Ayat 5, yakni daratan, lautan, dan
udara sebagai tempat manusia dan mahluk lainnya hidup untuk
melakukan berbagai kegiatan guna memelihara kelangsungan hidup.
Sedangkan Islamisme diartikan sebagai visi kaum Islamis yang
meyakini Islam sebagai ideologi politik®® dan bagi PKS berpolitik
ialah ibadah.® Lalu, urbanisme diartikan sebagai pandangan hidup
masyarakat urban,”® yang mana secara akademik, urbanisme ialah
studi tentang bagaimana manusia kota hidup bersama dan
berinteraksi dalam banyak bentuk dan caranya sendiri.** Kemudian,
politik lokal diartikan kegiatan-kegiatan politik untuk melaksanakan
kedaulatan rakyat secara langsung dan demokratis di propinsi,

yang berubah format menjadi partai politik sejak era Reformasi di mulai. Studi
yang menggambarkan realitas gerakan-gerakan Islam kontemporer di Indonesia,
Lihat, Abdul Aziz, Imam Tholkah, Soetarman (eds.), Gerakan Islam Kontemporer
di Indonesia, cet.ke-3 (Yogyakarta: Diva Press, 2006); Sedangkan studi mengenai
gerakan Islam non mainstream, seperti wahabisme dan purifikasi di pedesaan Jawa
serta Majlis Tafsir Al-Quran relasinya dengan kebangkitan Islam politik di
Indonesia, Lihat, Bilveer Singh, Zuly Qodir, Gerakan Islam Non Mainstream dan
Kebangkitan Islam Politik di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¥Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Memperjuangkan
Masyarakat Madani Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform
Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera (Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat Partai
Keadilan Sejahtera, 2008), 69-76.

*Tifatul Sembiring, “Pengantar Presiden Partai Keadilan Sejahtera,” dalam
Dedi Hariadi, Topik Mulyana, Nurhasan Zaidi (eds.), Sikap Kami: Kumpulan Sikap
Dakwah Politik PK dan PKS Periode 1998-2005 (Bandung: Harakatuna Publishing,
2007), xvii.

“Louis Wirth, Urban as a Way of Life (New York: Ardent Media
Incorporated, 1991), 83; On Cities and Social Life (Chicago: University of Chicago
Press, 1964), 60.

“'David Rudlin, Rob Thomson, Sarah Jarvis, Urbanism (London and New
York: Routledge, 2016), 2.
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kabupaten dan kota untuk Pemilihan Kepala Daerah Gubernur,
Bupati dan Walikota dengan merujuk kepada UU No. 10 Tahun 2016
dan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung Serentak Bab
I, Pasal 1 ayat 1.

Perlu disampaikan, kajian tentang hubungan Islamisme dengan
urbanisme dilihat dalam situasi adanya upaya negara lewat
Pemerintah Kota dan Aparatur Sipil Negara untuk menata kawasan
kota yang ternyata dalam prosesnya tidak terpisahkan dari dinamika
politik lokal. Untuk kajian itu, disertasi ini menggunakan teori
gerakan sosial dengan paradigma networking dan studi perkotaan
secara sintesis. Alasannya ialah untuk mengerti fenomena perkotaan
secara utuh penting dilakukan analisis secara terpadu. Apa yang
terjadi dalam dinamika pertumbuhan kota, menurut Ronan, terlalu
beragam sebagai lapangan studi jika hanya didekati dengan satu
perspektif.*> Masalah ekonomi kota tidak bisa dipahami di luar
konteks politik sama halnya politik kota juga tidak bisa dipahami
tanpa latar belakang ekonominya. Dalam kajian urban selalu ada
pertalian politik dengan situasi ekonomi suatu kawasan.*® Disamping
itu, dalam kontestasi politik kota, demi keberlangsungan hidup
masyarakat urban, menurut Nicholas, bergantung kepada
kemampuan memainkan materi dan ideologi.** Dalam pengertian
lain, dalam politik masyarakat urban, kebutuhan hidup di kota
merupakan sesuatu yang vital untuk diperebutkan. Dalam konteks
itu, disamping saling berhadap-hadapan, unit-unit sosial kota bisa
juga memilih bekerjasama agar memperoleh kesempatan politik yang
lebih luas.”

Subjek penelitian disertasi ini adalah PKS Kota Salatiga,
masyarakat Kristen dan Tionghoa. Disini, PKS dikategorikan sebagai

“Ronan Paddison, “Preface,” dalam Ronan Paddison (ed.), Handbook of
Urban Studies (London: SAGE Publications Ltd., 2001), x.

“Kenneth Newton, “Preface,” dalam Kenneth Newton (ed.), Urban Political
Economy (London: Blommsbury Publishing Plc, 2013), v.

“Nicholas K. Blomley, Unsettling the City: Urban Land and the Politics of
Property (London and New York: 2004), 29-30.

“*Manuel Castells, The Rise of the Network Society: The Information Age:
Economy, Society, and Culture (New Jersey: John Wiley & Sons, 2011), 99.
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kaum Islamis karena beberapa kader mengakuinya. Misalnya, Taufik
Ramlan Widjaya Kepala Deputy Hubungan Luar Negeri PKS, ketika
diwawancarai stasiun televisi Turki A9 Televizyonu, menyebut PKS
sebagai kaum Islamis. Hidayat Nur Wahid juga menyebut demikian
dalam Public Lecture Lee Kwan Yew School of Public Policy
National University of Singapore, Selasa 9 September 2008.*° PKS
sebagai subjek kajian akan dilihat dalam kategori kaum Islamis
secara longgar, sebab kenyataan di lapangan menunjukkan ada
kelompok-kelompok Islamis di Salatiga yang menyalurkan
aspirasinya bahkan bekerjasama dengan PKS, demikian halnya
jejaring luar negeri. Tetapi agar tercapai keutuhan analisis maka
kurun waktu pembahasan akan juga terkait dengan Pileg 1999, 2004
dan 2009. Unit-unit analisis dalam kajian ini adalahkaum Islamis,
Kristen dan Tionghoa. Ketiganya dilihat sebagai masyarakat di
dalam unit-unit sosial yang lebih mikro agar diperoleh hasil kajian
yang lebih mendalam. Pada umumnya, peneliti gerakan sosial lebih
fokus untuk meneliti unit-unit sosial masyarakat secara mendalam
bukan untuk memahami masyarakat secara makro seperti pendekatan
sosiologi.*’

Kajian mengenai perkembangan kota sangat penting dilakukan
karena Indonesia sedang menghadapi ledakan perkotaan dan
urbanisasi akibat mobilitas penduduk yang tidak terencana.*® Dengan

“°Lihat, Deputy Head of Foreign Relation Division Prosperous Justice Party,
https://www.youtube.com/watch?v=g3bosY48LLM, Dipublikasi 17 April 2017,
Diakses 16 Desember 2017; Hidayat Nur Wahid, “The Future Of Political Islam In
Indonesia  And Its Contribution To  Regional  Stability,” dalam
https://www.youtube.com/watch?v=uc3v8XS-ZzA, Dipublikasi 5 Februari 2009,
Diakses 17 Februari 2014.

“Bert Klandermans, Suzanne Staggenborg, “Introduction,” dalam Bert
Klandermans, Suzanne Staggenborg (eds.), Methods of Social Movement Research:
Social Movement, Protest, and Contention, Vol. 16 (Minneapolis and London:
University of Minnesota Press, 2002), xv.

“Data www.bps.go.id pada 18 Februari 2014 terlihat persentase penduduk
perkotaan tahun 2010-2035 mengalami peningkatan. Misalnya tahun 2010: 49,8%,
tahun 2015: 53,3%. Diperkirakan akan terus mengalami peningkatan pada tahun
2020: 56,7%, tahun 2025: 60,0%, tahun 2030: 63,4%, dan tahun 2035: 66,6%.
Sementara laju pertumbuhan penduduk terbilang cepat. Tahun 2000-2010 sebesar
1.49% dan tahun 2010-2016 sebesar 1,36%; Budi Santoso, Urban 2050
(Yogyakarta: Calpulis, 2017), 74.
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mengambil kota Salatiga kota kecil®® sebagai lokus kajian, peran
disertasi ini menjadi penting, dimana sepuluh tahun terakhir
pemerintah provinsi, kabupaten dan kota Jawa Tengah diarahkan
kepada pembangunan inklusif.>® Segaris dengan maksud pemerintah
itu, Salatiga akan dilihat sebagai representasi kota-kota di Jawa
Tengah dan Indonesia, dimana tahun 2015 Salatiga meraih peringkat
keempat sebagai kota cerdas dari Indeks Kota Cerdas Indonesia
(IKCI) pada kategori jumlah penduduk sampai dengan 200.000 jiwa
setelah Magelang, Madiun, Bontang dan Mojokerto, diantara 35
Kabupaten/kota di Jawa Tengah.*'Lalu, sejak 2011 Salatiga
mengalami perubahan sosial yang cepatdampak dari proyek
modernisasi kota yang dikembangkan Walikota Yulianto SE, MM
bersama Wakil Walikota Muh Haris, S.Si, M.Si salah satu deklarator
PKS menjadikan Salatiga sebagai kota pusat pendidikan,
perdagangan dan jasa.>?

“*Beberapa kategori kota yakni kota megapolitan penduduknya lebih dari 1
juta jiwa, kota besar antara 500-1 juta jiwa, kota sedang antara 100-500 juta jiwa
dan kota kecil antara 50-100 ribu jiwa. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia
tahun 2010, penduduk Salatiga sebanyak 170.332 jiwa. Achmad Nurmandi,
Mana!emen Perkotaan, cet.ke-4 (Yogyakarta: JKSG UMY, 2014), 31.

®Maksudnya penerapan konsep pembangunan yang bertumpu pada aspek
ekonomi dengan melatakkan manusia sebagai subjek pembangunan dan merupakan
jawaban untuk mengurangi terjadinya eksklusi sosial akibat salah urus
pembangunan dengan cara mengikutsertakan warga kota untuk berpartisipasi dalam
proses pembangunan kota. Pendekatannya dilakukan bersifat nonsektoral dan
ekonomi, mekanisme pembangunan memberi budget secara sektoral (ekonomi,
kesehatan, pendidikan) bersifat holistik. Lihat, Henny Warsilah, “Kata Pengantar,”
dalam Henny Warsilah (ed.), Pembangunan Inklusif dan Kebijakan Sosial di Kota
Solo Jawa Tengah (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), Xiv-v.

*penyusunan IKCI 2015 diluncurkan pada 24 Maret 2015 kerjasama PT
Perusahaan Gas Negara (persero) Thk (PGN), Harian Kompas dan ITB Bogor
dilatarbelakangi  fenomena banyaknya penduduk perkotaan dan diikuti
bertambahnya permasalahan. Kondisi itu pada akhirnya memunculkan tantangan
pengelolaan Kkota dengan cerdas dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup
penduduknya. Lihat, “Inilah Kota Cerdas Indonesia 2015,” Kompas Regional,
Sabtu, 15 Agustus 2015, 8.

**Trifungsi Kota Salatiga ini dikembangkan secara cepat dengan alasan untuk
mendongkrak berbagai kekayaan dan potensi masyarakat luas demi mewujudkan
Salatiga sejahtera, mandiri, dan bermartabat (SMART).Yuliyanto, SE, MM,
Sambutan Walikota Salatiga, dalam Selayang Pandang Salatiga, Booklet,
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B. Rumusan Masalah

Pertanyaan-pertanyaaan dalam rumusan masalah ialah mengapa
PKS melakukan aliansi bersama masyarakat Kristen dan Tionghoa
Salatiga? Kedua, untuk maksud-maksud apa aliansi itu dilakukan?
Ketiga, seperti apa konteks dan kultur masyarakat urban di kota
Salatiga yang menyebabkan ataupun memfasilitasi terjadinya aliansi
itu? Bagaimana pula dampak aliansi itu terhadap perkembangan
Islamisme dan perkembangan kota Salatiga?

C. Tujuan dan Kegunaan

Disertasi ini bertujuan untuk menyingkap seperti apa dan dimana
relasi antara gerakan-gerakan Islamis dengan urbanisasi, apa saja
alasan-alasan realistis dibalik strategi gerakan-gerakan Islamisketika
bersedia bekerjasama dengan masyarakat urban lain di luarnya di
arena politik lokal. Dari sini nanti akan tersingkap maksud-maksud
kehadiran gerakan-gerakan Islamis di kota-kota di Indonesia.Apa
peran-peran yang diambil oleh kaum Islamis bersama dengan
gerakan politik masyarakat urban lain serta dampaknya terhadap
perkembangan kota. Dengan kata lain, kajian ini akan berguna untuk
memahami bagaimana dampak kehadiran Islamisme terhadap politik
lokal dan perkembangan kota di Indonesia.Kajian terhadap hal-hal
seperti itu penting dilakukan mengingat penjelasan dari sejumlah ahli
yang ada sebelumnya. Pertama,ahli kajian gerakan sosial Islam yang
sering dijadikan rujukan utama oleh sarjana terkait,misalnya
Schwedler mengatakan masih ada ruang kosong dalam Kkajian
terhadap kelompok-kelompok Islamis bersekutu dengan elit-elit lokal
non-Islamis untuk memperluas basis dukungan karena masih kurang
dipelajari dan kurang memiliki basis teoritis.>®* Wictorowicz bahkan
mengatakan, fenomena gerakan-gerakan Islamis yang terjadi di dunia

Pemerintah Kota Salatiga, Diterbitkan oleh Bagian Humas Setda Kota Salatiga,
Tahun Anggaran 2012, Desember 2012, iv.

SJillian Schwedler, “The Islah Party in Yemen: Political Opportnities and
Coalition Building in Transition Polity,” dalam Quintan Wiktorowicz (ed.), Islamic
Activism: A Social Movement Theory Approach (Bloomintong, Indiana: Indiana
University Press, 2004), 205.
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Islam masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam teori gerakan
sosial.**

Apabila hasil kajian para ahli kajian gerakan sosial Islam,
seperti  Wictorowicz dan kolega misalnya, diperhatikan lebih
seksama, mereka memang telah membawa masuk aktivisme Islam
dari Timur Tengah sebagai subjek kajian baru dalam teori gerakan
sosial.>® Kurzman dan kolegabahkan telah meneliti bagaimana
gerakan-gerakan Islam disana memiliki otentisitas dengan
modernitas.® Hanya sajakajian yang mereka lakukan belum
memberikan perhatian terhadap gerakan politik masyarakat urban di
kawasan urban Indonesia. Memang, Julie telah memasukkan
Indonesia sebagai wilayah kajian terhadap strategi mobilisasi
gerakan-gerakan Islamis dengan membandingkannya dengan Turki
dan Malaysia. Namun disertasinya diarahkan untuk mengkaji
kehadiran negara di sejumlah negeri Muslim untuk memberikan
layanan sosial korelatif dengan patron mobilisasi damai gerakan-dari
gerakan Islamis yang ada.’” Oleh karena itu, hasil kajian disertasi ini
akan berguna untuk mengisi kekosongan teoritis di bidang yang telah
disebutkan itu, yang pada akhirnya lewat studi Salatiga studi Islam
mampu memperluas wilayah Kkajian terhadap gerakan politik
masyarakat urban dan memberikan andil keilmuan terhadap upaya
negara dalam rangka untuk modernisasi kawasan urban di Indonesia.

Kedua, sejauh ini kajian mengenai politik lokal di Indonesia
pasca-Suharto yang dilakukan oleh ahli politik lokal di Indonesia,
khususnya pada masa desentralisasi sistem pemerintahan Indonesia,
memang belum pernah meneliti dampak politik lokal yang mereka
teliti terhadap perkembangan kota. Jika hasil kerja mereka

*Quintan Wictorowicz, “Introduction: Islamic Activism and  Social
Movement Theory,” dalam Quintan Wictorowicz (ed.), Islamic Activism: A Social
Movement Theory Approach (Bloomington& Indianapolis: Indiana University
Press, 2004), 4.

*|bid.

%Charles Kurzman, Modernist Islam, 1840-1940: A Sourcebook (New York:
Oxford University Press, 2002).

*Julie Chernov Hwang, Peaceful Islamist Mobilization in the Muslim World
(New York: Palgrave Macmillan, 2009).
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diperhatikan lebih seksama, peran-peran ekonomi-politik dari
masyarakat Islam, Kristen dan Tionghoa dalam politik lokal dan
dampaknya terhadap modernisasi kota di Indonesia belum menjadi
perhatian. Misalnya penelitian politik lokal yang banyak dilakukan
oleh Nordholt dan Klinken® maupun oleh Aspinall dan Fealy,®
ataupun juga oleh Aspinall dan Mietzner® hadir dalam rangka untuk
memastikan apakah lembaga-lembaga kunci demokrasi Indonesia
benar-benar berfungsi. Kajian-kajian yang mengambil perhelatan
politik lokal di sejumlah daerah di Indonesia itu hadir untuk menilai
apakah gambaran besar dari demokrasi lokal lewat sistem politik
Indonesia dan interaksinya dengan masyarakat berjalan sesuai
dengan defenisi demokrasi global Barat.

Ketiga, para ahli studi perkotaan sejak masa kolonial hingga
memasuki tahun 2000-an bahkan sampai saat ini sedang gencar
untuk melakukan studi eksplorasi pengetahuan tentang perkotaan di
Indonesia, sehingga studi kota-kota di Indonesia mengalami
eksplorasi yang luar biasa. Meskipun harus diakui bahwa pendekatan
yang mereka lakukan, seperti Colombijn, Basundoro dan kolega,®
maupun Nas dan kolega® masih secara khusus dalam pendekatan
sejarah kota. Hasil penelitian dari Shogo sebatas memberikan
gambaran yang jelas tentang sebab dan akibat urbanisasi khususnya
pada mobilitas tenaga kerja.®® Kajian yang dilakukan oleh Evers dan

%Henk Schulte Nordholt, Gerry van Klinken (eds.), Renegotiating
Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia (Leiden: KITLV Press,
2007).

Edward  Aspinall, Greg Fealy, Local Power and Politics in
Indonesia: Decentralisation & Democratization (Singapore: ISEAS Publishing,
2003).

®Edward Aspinall, Marcus Mietzner (eds.), Problems of Democratisation in
Indonesia: Elections, Institutions and Society (Singapore: ISEAS Publishing, 2010).

®'Purnawan Basundoro, “Epilog Dari Realitas Kota menjadi Realitas
Pengetahuan: Sebuah Catatan Histografis,” dalam Freek Colombijn, dkk (eds.),
Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit
Ombak, 2015), 561-589.

%2Peter J.M. Nas (ed.), The Indonesia Town Revisited (Munster, Germany: Lit
Verlag and ISEAS Singapore, 2002).

®Shogo Koyano (ed.), Pengkajian tentang Urbanisasi di Asia Tenggara
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996)
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Korff pun lebih banyak tentang berbagai bentuk urbanisme,
kreativitas sosial, simbolisme budaya, struktur politik dan keagamaan
ruang kota di Thailand, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Philippina
dan Singapura.* Kajian tentang kapitalisasi ruang kota belum
dilakukan. Karena itu, disertasi ini hadir untuk memberikan
kontribusi bagi pengembangan teori-teori Islamisme, politik lokal
dan studi perkotaan di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Pasca 11 September 2001, kajian mengenai Islamisme banyak
menyedot perhatian sejumlah peneliti di dunia termasuk juga yang
memilih PKS seperti sebagai kajian. Karena itu, Chusnul Mar’iyah,
seorang pakar politik Indonesia di Departemen Ilmu Politik
Universitas Indonesia Jakarta, mengatakan bahwa studi PKS sudah
berada di titik jenuh.® Studi PKS mengalami titik jenuh karena para
peneliti terdahulu lebih banyak melakukannya dengan pendekatan
studi ilmu politik. Namun, peneliti gerakan-gerakan Islamis dengan
PKS sebagai subjek studi lewat pendekatan teori gerakan sosial
dipadu dengan studi perkotaan, boleh dikatakan saya termasuk
perintis. Berikut akan ditunjukkan hasil penelitian terdahulu tentang
PKSdengan teori gerakan sosial.

Burhanuddin Muhtadi pernah meneliti PKS pendekatan teori
gerakan sosial, tetapi tidak secara khusus meneliti aliansi PKSdengan
masyarakat kota di luarnya. Meski demikian, ia bisa menjadi
referensi utama ketika ingin mengenal model-model aktivisme
Islamis. Seperti kata pengantar Fealy dalam buku tersebut,
Burhanuddin menyumbang kajian intelektualitas berharga tentang
PKS dan Islamisme. Fealy sendiri menyebutkan PKS adalah subjek
kajian yang tepat untuk dilihat dengan teori gerakan sosial karena
PKS bukan sekedar sebagai partai politik tetapi juga menampilkan

%Hans-Dieter Evers, Ridiger Korff, Southeast Asian Urbanism: The Meaning
and Power of Social Space (Munster, Hamburg, and London: LIT Verlag, 2003).

®Chusnul Mar’iyah, “Kata Pengantar: Strategi Pemenangan Pemilu PKS di
Indonesia dan AKP Turki: Studi Perbandingan,” dalam Sitaresmi S. Soekanto,
Strategi Pemenangan Pemilu AKP di Turki dan PKS di Indonesia Studi
Perbandingan (Jakarta: Ul Press, 2016), xiv.
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diri sebagai gerakan sosial-keagamaan.®® Burhanuddin menggunakan
teori gerakan sosial yakni kesempatan politik, struktur mobilisasi,
mobilisasi sumberdaya, proses pembingkaian dipadu dengan analisis
peristiwa protest-even untuk memahami aksi-aksi kolektif Islamis
PKS.®” la fokus membahas bagaimana PKS mengorganisasi diri,
memobilisasi aktivisme Islamis untuk memenangkan suara elektoral
dengan cara aksi-aksi kolektif. Studi itu selain berguna untuk melihat
ke dalam diri PKS saja.

Penelitian lain terhadap PKS pernah dilakukan Damanik,
Furkon, Imdadun® dan Miichi.®® Mereka lebih banyak meneliti
sejarah panjang pergulatan sosial, politik dan ideologinya secara
internal mulai dari bentuk gerakan dakwah hingga partai politik.
Ahmad-Norma Permana juga pernah meneliti PKS. la menemukan
PKS mengalami dilema demokrasi. Maksudnya, PKS menghadapi
pilihan dilematis antara menjadi partai Islamis yang ingin
mempertahankan ideologi dengan perilaku politik ketat atau terbuka
terhadap dukungan eksternal PKS.” la menunjukkan pilihan PKS
menjadi partai Islamis terbuka menimbulkan banyak tudingan hanya
agar eksis dan stabil dalam demokrasi atau trik politik saja untuk
menutupi agenda Islamis.”* Sementara Alinurdin saat meneliti PKS

®Greg Fealy, “Kata Pengantar,” dalam Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS
Suara dan Syariah, terj. Saidiman Ahmad(Jakarta: KPG, 2012), xvii.

Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS Suara dan Syariah, terj. Saidiman
Ahmad (Jakarta: KPG, 2012),20-23, 253-262.

%Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun
Gerakan Tarbiyah di Indonesia (Jakarta: Teraju, 2002); Aay Muhamad Furkon,
Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim
Indonesia Kontemporer (Jakarta: Teraju, 2004); M. Imdadun Rahmat, ldeologi
Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen (Yogyakarta: LKis, 2008).

®Ken Miichi, “Penetration of “Moderate” Islamism in Contemporary
Indonesia” dalam Masatoshi Kisaichi (ed.), Popular Movements and
Democratization in the Islamic World (London: Routledge, 2006), 126-142.

"*Ahmad-Norma Permana, “Islamist Party and Democratic Participation:
Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia 1998-2006,” Dissertation, Inaugural-
Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultat der
Westfalischen Wilhelms-Universitat zu Munster(Westf), Munster, 2008, 6.

"Ahmad-Norma Permana, “Ideology, Institutions, Political Actions:
Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia,” ASIEN 109, October 2008, 22-23.
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menjelaskan PKS masih tetap berjuang untuk menerapkan agenda
Islamisme.”

Sedangkan disertasi Sitaresmi mengatakan pola pergerakan
PKS belakangan ini khususnya strategi memenangkan Pemilu. PKS
menggunakan strategi vernacular politics, yakni metode mobilisasi
yang didasari oleh jejaring personal yang longgar dan bekerjasama
dengan organisasi-organisasi baik lokal, nasional serta kekuatan
politik nasional untuk memenangkan Pemilu.”® Sementara Syahrul
menemukan bahwa PKS hanya memanfaatkan demokrasi sebagai
strategi untuk mencapai tujuan ideologi. Strategi yang sama juga
dilakukan kaum Islamis lain misalnya Al Ikhwanul Muslimin Mesir
dan AKP Turki. Gerakan-gerakan Islamis ini pada awalnya bergerak
non demokratis namun kemudian berubah menjadi partai politik
yang berpartisipasi dalam sistem demokratis.” Di Salatiga Hendrik
meneliti PKS untuk keperluan skripsi. la hanya meneliti tentang
proses kaderisasi kepemimpinan politik PKS di Kecamatan TingKkir
Salatiga 1999.”

Setelah membaca hasilnya dengan seksama, karena para
peneliti terdahulu lebih banyak menekankan faktor internal PKS
justru semakin terbaca kelemahan-kelemahan internalnya. Banyak
diantara mereka yang melihat sisi kelebihan internal PKS dalam
meraih kekuasaan. Mereka belum meneliti faktor bantuan luar
terhadap eksistensi PKS, khususnya faktor ekonomi dan sumberdaya
manusia yang diperoleh karena andil dari Kristen dan Tionghoa
ketika berlaga di politik lokal. Peneliti sebelumnya tampaknya belum
memperhatikan bahwa kemenangan suara elektoral di Indonesia

Ahmad Ali Nurdin, “Islamic Political Parties and Democracy: A
Comparative Study of PKS in Indonesia and PAS in Malaysia (1998-2005),”
Disertasi, Doctor of Philosophy Southeast Asian Studies Program National
University of Singapura, 2009, 255.

“Ibid., Sitaresmi, Strategi, 6-8.

"Syahrul Hidayat, Managing Moderation: The AKP in Turkey and the PKS in
Indonesia, Disertation, Doctor of Philosophy in Arab and Islamic Studies The
University of Exeter, UK, January 2012.

™Hendrik L. Sigara, Kaderisasi Kepemimpinan Politik di dalam Tubuh Partai
Keadilan Sejahtera (Studi Kasus Kecamatan Tingkir Salatiga), Skripsi, Universitas
Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2009.
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prosesnya dimulai dari memenangkan kota dengan segala sumber-
sumber ekonomi dan manusia di dalamnya yang sangat berguna
dalam mengikuti sistem demokrasi lokal. Sejumlah peneliti
sebelumnya lebih banyak tentang proses yang dilalui PKS dalam
mencapai kekuasaan. Mereka belum meneliti peran-peran PKS,
khususnya dalam hal tugas, hak dan kewenangan kader PKS untuk
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah, setelah
berada di dalam sistem demokrasi Indonesia.

E. Landasan Teori

Landasan teori disertasi ini melihat Islamisme merupakan
kategori paradigmatik untuk memahami suatu fenomena pertautan
antara Islam dengan politik oleh gerakan politik Islamis di
masyarakat urban Indonesia. Fenomena ini pada awalnya muncul di
kalangan Muslim garis keras, militan, eksklusif dan dogmatis di
negara-negara Timur Tengah. Namun dalam perkembangannya di
dunia kontemporer, tepatnya di Indonesia pasca-Orde Baru, mereka
justru berpartisipasi dalam demokrasi dan sistem politik modern
meskipun itu dianggap tidak Islami sebelumnya. Mereka
membingkai Islamisme dalam berbagai aktivisme Islam untuk
kepentingan tertentu sehingga terlihat sudah berubah menjadi
demokrat. Pada saat kemunculan mereka di panggung demokrasi
bersamaan pula dengan fenomena dimana masyarakat urban kelas
menengah sedang terlibat dalam kompetisi perebutan ruang di
tengah-tengah derasnya pembangunan dan pertumbuhan kota yang
menjadi tren sejak abad ke-20."

1. Islamisme di Dunia Kontemporer
Islamisme memiliki unsur urbanitas karena secara
kontemporer fenomena yang terjadi di dunia Islam ini mulai

"®Tahun 2006 UN-Habitat, satu badan PBB yang mengurusi program
pemukiman penduduk dunia, menyatakan Cities-Magnets of Hope, kota menjadi
magnet harapan yang menyebabkan urbanisasi di negara-negara berkembang
disebabkan oleh faktor ekonomi. Kota telah menjanjikan kesempatan ekonomi dan
perubahan hidup yang lebih baik. Lihat, Roman Rollnick, Cities: Magnets of Hope,
UN-Habitat, Vol.12.No.3, September 2006, 4-6.
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disemai dan berkembang luas di kawasan urban. Namun defenisi
dan istilah Islamisme muncul ataupun digunakan oleh Barat.
Dalam perkembangannya,Islamisme masih  multi  tafsir.”’
Misalnya, Fuller memakai Islam politik dan Islamisme secara
bersamaan untuk menunjuk aktor atau sekelompok Muslim, biasa
disebut kaum Islamis yang meyakini Islam lebih sekedar sistem
keyakinan tetapi juga ideologi negara dan pandangan hidup
masyarakat yang dimplementasikan dalam beragam modus
operandi.”® Sedangkan Ayubi menggunakan istilah Islam politik
untuk menunjukkan bagaimana kaum Islamis mengintegralkan
Islam dan politik ke dalam banyak taktik dan strategi, yang
membentang mulai dari penegasan batas-batas identitas diri
hingga upaya mengambil alih kekuasaan negara dengan jalan
bersimbah darah yang dianggap sebagai jihad untuk membangun
kembali masyarakat atas dasar prinsip-prinsip Islam.” Bubalo,
Fealy dan Mason menggunakan istilah Islamisme dengan empat
sifat utama. Pertama, ia mengusung kebangkitan Islam sebagai
basis reformasi masyarakat. Kedua, konsisten dengan ini, ia
memahami Islam sebagai ideologi. Ketiga, tujuannya ialah
mendirikan sistem Islami atau negara Islam. Keempat, ciri dari
negara atau sistem Islam tersebut ialah penerapan syariah atau
secara sederhananya paling tidak dirujuk sebagai hukum Islam.®
Islamisme ataupun Islam politik, seperti kata Roy, ialah
gerakan-gerakan Islamis kontemporer oleh kelompok-kelompok
aktivis Islamis yang melihat Islam sebagai ideologi politik sama
nilainya seperti ibadah dalam agama. Gerakan-gerakan ini muncul
untuk menantang tradisi dan rezim Islam tertentu yang mana

Tstilah ini berhubungan dengan struggle of power. Lihat, Frank Peter, Rafael
Ortega, “Preface” dalam Frank Peter, Rafael Ortega (eds.), Islamic Movements of
Europe: (London: I.B. Tauris & Co., Ltd, 20), xv.

"®Graham E. Fuller, The Future of Political Islam (New York: Palgrave
Macmillan, 2004), xi.

"Nazih Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World
(London: Routledge, 1991).

8 Anthony Bubalo, Greg Fealy, Whit Mason, Zealous Democrats: Islamism &
Democracy in Egypt, Indonesia & Turkey (Double Bay New South Wales,
Australia: First Published for Lowy Institute for International Policy, 2008), 8-11.
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fenomenanya terjadi di dunia Islam Timur Tengah maupun
Barat.®* Sedangkan menurut Tibi, Islamisme hanyalah ideologi
totaliarian milik pergerakan Islamis sendiri bukan milik seluruh
Muslim. Sebagai ideologi, ia tidak ada hubungan sama sekali
dengan agama, iman, keyakinan Islam dan sistem nilai
masyarakat Islam tetapi Islam hanya dipolitisasi oleh penganutnya
untuk membentuk tatanan Islam.%? Islamisme hanyalah
demokratisasi Islam yang dijadikan sebagai janji-janji.t®
Perubahan ideologi jihadis teror kepada pembentukan institusi
Islamis seperti organisasi sosial ataupun partai politik hanya akal-
akalan agar kaum Islamis memiliki instrumen untuk berpartisipasi
di dalam sistem demokrasi.®*

Karena itu,Islamisme perlu dilihat dari aspek historis.
Ideolog Islamisme, mulai dari Al-Banna, Al-Maududi hingga
Qutb, memiliki garis linier pemikiran tentang Islamisme. Bagi Al-
Banna, Islamisme ialah jihad wajib di jalan Allah untuk membela
dan meninggikan agama dan hukum Allah terlebih jika ada
serangan musuh di wilayah kaum mukmin. Sedangkan menurut
Maududi tujuan Islamisme ialah revolusi dunia secara total
dengan cara merobohkan tatanan peraturan yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip Islam dan mendirikan pemerintahan yang
menegakkan kaidah-kaidah Islam yang meliputi seluruh penjuru
bumi.Sedangkan menurut Qutb Islamisme harus ditopang oleh
harakah islamiyah kemudian dimobilisasi untuk mendirikan
negara Islam dan menegakkan kembali kekhalifahan secara
bertahap demi terwujudnya kerajaan Allah di bumi.®®

80liver Roy, The Failure of Political Islam, translated by Carol Volk
(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1994), vii.

¥Bassam Tibi, Islamism and Islam (Connecticut: Yale University Press,
2012), 1-30, 31-53.

®Bassam Tibi, The Sharia State: Arab Spring and Democratization (London
and New York: Routledge, 2013), 1-25; 112-163.

#Bassam Tibi, Political Islam, World Politics and Europe: From Jihadist to
Institutional Islamism (London and New York: Routledge, 2014), 235-287.

%Abul A’la al-Maududi, Imam Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Penggetar
Iman di Medan Jihad, terj. Mahmud H. Muchtarom (Yogyakarta: Darul Uswah,
2009), 7-76, 77-134.
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Semua keyakinan dari para ideolog kaum Islamis, menurut
Qardhawi, didasarkan pada pemahaman bahwa hanya negara
Islam dengan segala sistem islami dan syariat Islam yang paling
tepat untuk seluruh manusia di dunia.®® Untuk mencapainya,
menurut Yakan, fikrah islamiyah mewajibkan internasionalisasi
Islam untuk menghadapi berbagai ancaman global terhadap
perjuangan daulah islamiyah.®” Dari Hawwa kita mengetahui
bahwa sistem islami sengaja dimunculkan untuk tujuan rukun
baiat, yakni kesetiaan terhadap organisasi dan pergerakan dakwah
dipundak da’i dan da’iah Islamis sebagai mujahid gerakan-
gerakan Isalam.®® Selanjutnya, Shalah menjelaskan, kaum Islamis
memutuskan untuk membentuk struktur pergerakan yang pada
hakikatnya sebagai aktivitas pergerakan untuk memobilisasi
semangat pembaruan atau tuntutan reformasi islamis total dengan
cara membentuk harakah islamiyah yang wajib menegakkan
hukum Islam dan menegakkan kembali kekhalifahan Islam.®

Proses Islamisme menjadi ideologi harakah islamiyah
bermula dari pikiran Islam yang dieksploitasi oleh Al-Banna
pendiri Ikhwanul Muslimin Mesir.*® Gerakan yang sama digagas
oleh Al-Maududi pendiri Jama’at al-Islami Pakistan.”" Keduanya
menterjemahkan Islam sebagai sistem politik menjadi tandingan
terhadap hegemoni Barat maupun rezimdi kawasan Islam. Mereka
membingkai visi berislam dan berpolitik secara baru dalam satu
paket dengan mencari akar historis dan dalil teologis pada
doktrin-doktrin purifikasi Salafisme dimana jauh sebelumnya

8y usuf Qardhawi, Masyarakat Berbasis Syariat Islam 2, terj. Abdus Salam

Masykur (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2003), 9.

¥Fathi Yakan, Membentuk Fikrah dan Visi Gerakan Islam, terj. Ade Khalifah

(Jakarta: Robbani Press, 2001), 146-158.

%Sa’id Hawwa, Fi Afaqi At-Ta ali, terj. Abu Ridho, Wahid Ahmadi, cet.ke-9

(Solo: Era Adicitra Intermedia, 2017), 241-243.

#Shalah Qazan, Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan, terj.

Khazin Abu Fakih, cet. ke-2 (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2001), 35-37, 116.

“R.P. Mitchell, The Society of Muslim Brothers (Oxford, UK: Oxford

University Press, 1969.

Seyyed Vali Reza Nasr, The Vanguard of the Islamic Revolution (London:
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telah digaungkan oleh ‘Al-Wahhab di Saudi Arabia, kini ideologi
itu dikenal sebagai wahabisme, serta modernisme Islam yang
telah digagas Al-Afgani dan Rashid Rida. Gagasan pembaru awal
Islam itu direkayasa ulang oleh kaum Islamis yang berdampak
kepada lahirnya tandingan atau sentimen anti Barat sekaligus
modus operandi untuk melahirkan cita-cita kebangkitan kembali
Islam dalam berbagai tafsir dan aksi.*?

Dilihat dari persebaran Islamisme, ia merupakan bingkai
gerakan politik yang dibibitkan dan diinisiasi oleh kepentingan
sekelompok tokoh Islam di kawasan urban Islam. Ini terlihat dari
gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang dibentuk Al-Banna
1928-1938 karena melihat sumber daya alam Mesir dieksploitasi
oleh transkorporasi raksasa milik aliansi kaum kapitalis bersama
jaringan bisnis lokal yang tersebar disana menyebabkan
kemiskinan ekonomi nasional. la menyerukan internasionalisasi
Islam untuk menggalang persaudaraan gerakan politik dunia
Islam.® Gerakan Islamis yang sama Jama’at al-Islami 1941 di
Pakistan digagas Al-Maududi. Organisasi gerakan politik kaum
urban Muslim ini menggelombang oleh kepiawaian Qutb
mengokohkan fondasi Islamisme dalam buku “Ma’alim fi’l-
Tarig.” Buku ini kemudian diyakini sebagai petunjuk gerakan
Islamis di kawasan urban Mesir, Suriah, Sudan, Yordania, Kuwait
dan negara-negara teluk hingga seluruh dunia.®* Berangkat dari
bingkai ukhuwah Islamiyah, menurut AKif, Mursyid ‘Am
Ikhwanul Muslimin, Al-Banna menyerukan bangsa-bangsa Islam
di Indonesia, Pakistan, India, Yaman, Syiria, Libia, Maroko, Arab

%Albert Hourani, Arabic Thought in Liberal Age, 1798-1939 (Cambridge:

Cambridge University Press, 1983); John Obert Voll, Islam: Continuity and Change
in the Modern World, second edition (Syracuse: Syracuse University Press, 1994).

%Hasan, Al-Banna, Majmu’atu Rasail 1, terj. Anis Matta, Rofi’ Munawar,

Wahid Ahmadi, Jasiman, Yunan Abduh, cet.ke-2 (Solo: Era Adicitra Intermedia,
2012), 66-73; Majmu’atu Rasail 2, terj. Anis Matta, Rofi’ Munawar, Wahid
Ahmadi, Jasiman, Yunan Abduh, cet.ke-3 (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013),
140, 562-592.

%Sayyid Qutb, Milestones (Chicago, IL: Kazi Publications, 1981).
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dan Sudan untuk bersatu dan saling membantu tercapainya
kemerdekaan dan kebangkitan.*

Dalam perkembangan selanjutnya, Ikhwanul al-Muslimin
melahirkan sejumlah gerakan Islamis baru termasuk Hizb ut-
Tahrir, Jihad Islam, Jama’ah Islamiyah, Jama’at al-Takfir di kota-
kota Islam. la juga menginspirasi sepakterjang Islamis kota lain
seperti Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, FIS-Front
Islamique du Salut di Aljazair dan Hizb ut-Tahrir yang didirikan
oleh Al-Nabhani di Palestina 1953.% Ikhwanul Muslimin dalam
sejarah panjangnya memiliki nama berbeda di masing-masing
negara. Di Sudan bernama Jamaah Islamiyah, di al-Jazair
bernama FIS, di Palestina bernama HAMAS dan di Indonesia
menjadi PKS dan Mursyidul Ammnya di Mesir secara resmi
menerima negara demokrasi dan negara nasional, tetapi
penerimaan tersebut sebagai sarana mendirikan negara Islam.%’
Ustad Abdul Somad bahkan menyatakan, satu-satunya partai
politik Islam Ikhwanul Muslimin Mesir di Indonesia ialah PKS
untuk memperjuangkan Islam lewat partai politik.**Daulay,
sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dalam
disertasinya di UGM Yogyakarta menulis PKS sebagai wadah
perjuangan politik formal kelompok-kelompok Islamis beraliran
gerakan  Salafi-Wahabi-lkhwanul ~ Muslimin  yang ingin
memperjuangkan kebangkitan Islam dengan memasuki politik.*°

Sebagai gerakan politik, Islamisme memiliki mekanisme
untuk rekayasa diri agar sesuai dengan konteks masyarakat urban.
Jika mengikuti pernyataan Nasaruddin Umar, ciri khas utamanya

%Al-Ustadz Muhammad Mahdi Akif, “Pengantar Yang Mulia Mursyid ‘Am
Ikhwanul Muslimin,” dalam Ibid.,Hasan, Al-Banna, Majmu’atu Rasail 1,Vii.

%Shiraz Marez, Salafi-Jihadism: The History of an Idea (London: Penguin
Books, 2017).

*Imam Ghazali Said, Ideologi Kaum Fundamentalis: Pengaruh Pemikiran
Politik al-Maududi terhadap Gerakan Jama'ah Islamiyah Trans Pakistan-
Mesir (Surabaya: Diantama, 2003), ix.

%Abdul Somad, PKS Partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia, Tanya Jawab
Ustad Abdul Somad, diposting 1 Oktober 2017, diakses 16 Oktober 2017.

“Richard M. Daulay, Agama & Politik di Indonesia: Umat Kristen di Tengah
Kebangkitan Islam (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2015), 151-215.
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ialah merupakan gerakan yang aktifitasnya melampaui sekat-sekat
teritorial negara-bangsa, sehingga dinamai gerakan Islam
transnasional.’® Gerakan-gerakan ini lebih membayangkan dan
mempertautkan identitas kelompok dan komunitas politiknya
secara lintas negara daripada nasional.’® Untuk memperkuat
legitimasi gerakan politik dan menarik simpati dari kaum urban di
jazirah Islam yang mengalami tirani imperialis di tanah sendiri,
menurut Al-Hudhaibi, Mursyid ‘Am Al-lkhwan Al-Muslimun,
Al-Banna tidak membedakan akidah, syariat, ibadah dan politik
sebagai perangkat pendukung perjuangan melalui konstitusi. 2
Islamisme berdifusi hingga ke Indonesia menyasar kaum
muda di kota-kota Indonesia yang tengah mengalami Islamisasi
secara baru. Kaum ini merupakan target termudah untuk digaet
dan dibingkai secara ideologis. Bibit genealogis kelompok Islamis
lahir dan bertumbuh bermula dari diundangnya ‘Abd al-Rahman
al-Baghdadi seorang aktivisme Islamis Australia untuk mengajar
di LIPIA oleh undangan Abdullah Nuh dan menebar ideologi
Islamis lewat ceramah-ceramah seperti di pesantren Al-Ghazali
Bogor. Seperti gerakan bawah tanah ciri khas Ikhwan al-
Muslimin  di  selurun daerah operasinya, Al-Baghdadi
mempropagandakan gerakan ini dengan cara rekrutmen sistem sel
bersifat rahasia dalam kesempatannya di Indonesia, khususnya
Jawa Barat dan seputarnya.’® Gerakan inilah yang dikenal dengan
aktivisme kampus dalam naungan Lembaga Dakwah Kampus.

"“Nasaruddin Umar, “Prolog,” dalam Ahmad Syafi’i Mufid (ed.),
Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia (Jakarta: Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), xi.

“peter G. Mandaville, Transnational Muslim Politics: Reimagining the
Umma (London and New York: Routledge, 2001), 2.

Syaikh MuhammadAl-Mau’un Al-Hudhaibi, “Kata Pengantar,” dalam
Jum’ah Amin Abdul Aziz, Tarikh Al-lkhwan Al-Muslimun 3, terj. Syafrudin Edi
Wibowo (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2007), xi.

%Syamsu Rizal, “Jaringan Hizbut Tahrir di Kota Makassar Sulawesi
Selatan,” dalam Ahmad Syafi’i Mufid (ed.), Perkembangan Paham Keagamaan
Transnasional di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama RI, 2011), 18.
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Aktivisme Islam seperti itu terus bergulir sejak 1980-an hingga
meledak dalam momentum yang tepat, Orde Baru runtuh.%*
Islamisme hadir di Indonesia dengan memilih kota sebagai
wilayah  pergerakan  dengan  “mengkapitalisasi”  atau
memanfaatkan jejaring Islam Indonesia yang sudah tersedia.
Pilihan kota bermula dari kekosongan gerakan pemuda dan
mahasiswa Islam di kampus-kampus seiring makin kencangnya
tekanan rezim Orde Baru dan pemberlakuan azas tunggal
Pancasila kepada seluruh gerakan dan partai Islam. Bahkan,
keberadaan organisasi Islam seperti Pelajar Islam Indonesia
sempat dibubarkan, Himpunan Mahasiswa Islam diintimidasi,
bahkan tokoh-tokoh mahasiswa dipenjara seperti Toni Ardi,
Salman Hafidz dan lainnya. Menurut Tifatul, kondisi
ketidakpuasan masyarakat Islam di Indonesia ini membantu
memunculkan gerakan Islam dalam wujud jamaah tarbiyah yang
dirintis Hilmi Aminuddin.'®® Rintisan itu bermula ketika tahun
1979 Hilmi kembali ke tanah air setelah menyelesaikan
pendidikan di Madinah. Putera salah seorang tokoh gerakan
Negara Islam Indonesia (NII) Danu Muhammad Hasan ini
menemui rekan-rekan lama di Keluarga Besar Pelajar Islam
Indonesia (KBPII) untuk memperkenalkan gerakan tarbiyah
melalui berbagai diskusi. Gerakan tarbiyah, menurutnya, harus
dimulai dari pusat kota-kota besar karena kader umat Islam ada di
pusat kota.'°® Sembari terus bergerak di bawah tanah, tarbiyah
menemukan momentum politik yang tepat. Perubahan situasi
sosial politik yang terjadi di Indonesia setelah krisis moneter
pertengahan tahun 1997 yang berkembang menjadi Kkrisis
ekonomi  sebagai momentum awal perubahan gerakan
tarbiyah menjadi gerakan politik dalam wadah Partai Keadilan
(PK). Pendirian PK merupakan respon konkret para aktivis

“Edward Aspinall, “Indonesia: Moral Force Polirtics and Struggle againts

Authoritarianism,” dalam Meredith Leigh Weiss, Edward Aspinall (eds.), Student
Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness (London and Minneapolish:
University of Minnesota Press, 2012), 153-180.

%bid., Usamah, Sepanjang, 81, 269, 291.
bid., 33-35.
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dakwah kampus terhadap demokrastisasi di Indonesia pasca
jatuhnya Soeharto.®’

PK memutuskan untuk bermutasi menjadi PKS, selain
sebagai kelanjutan gerakan dakwah yang diusung Dewan Dakwah
Islamiyah Indonesia yang dibentuk M. Natsir dan partai Masyumi,
juga  merupakan  gerakan-gerakan Islamisdi  Indonesia
kepanjangan tangan lkhwanul Muslimin di Kairo Mesir.*®
Menurut Martin van Bruinessen, PKS merupakan formalisasi
jaringan gerakan-gerakan Islam lain di Indonesia, antar lain
Hizbut Tahrir dan gerakan Salafi dalam satu paket gerakan
tarbiyah. Ketiga gerakan Islam ini telah hadir dengan cara yang
beda menjadi kompetiror utama bagi Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah atas kendali terhadap basis massa, masjid,
sekolah dan bidang amalah sosial Islam lainya milik kedua
organisasi Islam Indonesia ini. Perbedaan utama ketiga gerakan
ini dari semua gerakan dan organisasi Islam sebelumnya adalah
karakter mereka yang lintas negara. Meskipun PKS telah
menentukan sikap sendiri atas strategi gerakan-gerakan
Islamisnya dari otoritas yang berbasis di Timur Tengah, tetapi
masih berkomunikasi dengan Ikhwanul Muslimin Mesir dan
cabangnya di negara lain secara teratur.'®

Dalam perkembangannya PKS menjadi partai politik
Islamis modern dengan prinsip partai adalah jamaah, jamaah
adalah partai. PKS selain partai politik namun tetap
mempertahankan dan menampilkan aksi-aksinya sebagai gerakan
sosial menghindari taktik bumi hangus sebagai cara penyelesaian

Edison Muclih M, Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde

Baru (Jakarta: LIPI, 2007), 53.
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problem yang dihadapi masyarakat.**® Terkait perubahan gerakan
Tifatul membeberkan, Hilmi memiliki argumentasi mengapa
gerakan tarbiyah berubah menjadi gerakan politik. Menurutnya,
pemahaman Islam yang integral tidak memilah-milah antara
politik, dakwabh, ibadah, ekonomi dan budaya. Semuanya bersatu,
sehingga politik praktis bagi para aktivis tarbiyah bukan sesuatu
yang ganjil melainkan sudah merupakan bagian integral dari satu
kesatuan Islam dan politik."* Dimata Ridho, kehadiran partai
politik Islamis untuk merespon krisis keadaan dan posisi kaum
Islamis di dunia. Lembaga daulah Islamiyah diperlukan secara
integral dan komprehensif sehingga Islam menjadi sistem nilai
mengatur kehidupan bukan simbol atau ritual peribadatan.**?
Perkembangan Islamisme di Indonesia tidak lepas dari
keterlibatan jejaring generasi Muslim lain di Indonesia yang
sudah tersedia di kota-kota Indonesia dan jejaring Timur Tengah.
Supendi pernah mengungkapkan ke publik bahwa PK atau PKS
ialah wujud penampilan diri dari Jamaah Ikhwanul Muslimin
Cabang Indonesia melaksanakan manhajlkhwanul Muslimin
dalam bingkai gerakan Islam Internasional. PKS berpusat di
Kairo, Mesir namun di Indonesia tampil mengakomodasi unsur-
unsur lokal yang dianggap relevan. Bahkan, Nizham Asasi,
maksudnya konstitusi pendirian PKS ialah jamaah Ikhwanul
Muslimin di Indonesia, dan tokoh-tokoh awal pendiri PKS
merupakan aktivis Ikhwanul Muslimin di Indonesia.***Supendi
mengatakan awal pendirian partai itu pada Juli 1998 dibantu oleh
banyak tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur
Tengah. Tokoh-tokoh awal pendiri PKS merupakan aktivis

"'Nur Murmahmudi Ismail, “Pidato Politik Presiden PK pada Peresmian

DPW Jawa Tengah” dalam Sekretariat Jenderal DPP PKS Bidang Arsip dan
Sejarah, Sikap Kami: Kumpulan Sikap Dakwah Politik PK & PKS Periode 1998-
2005 (Bandung: Harakatuna Publishing, 2007), 7.
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Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Gerakan tarbiyah sendiri
awalnya digagas sejumlah mahasiswa Indonesia yang kuliah di
Madinah, Arab Saudi, termasuk Supendi dan Hilmi. Hilmi
mengenal Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi dan mendirikan
gerakan ini di Indonesia sepulang ke Tanah Air. Yusuf juga
mengaku bagian dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan
Hilmi. Gerakan ini terdiri dari lima elemen penting. Pertama,
Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia tokoh utamanya
Mohammad Natsir. Kedua, aktivis Lembaga Dakwah Kampus
dan Rohani Islam. Ketiga, alumnus perguruan tinggi, khususnya
perguruan tinggi Timur Tengah. Keempat, aktivis ormas Islam.
Kelima, dai lulusan pesantren,***

Perkembangan Islamisme di Indonesia semakin cepat oleh
kedatangan pengajar Islam, biasa disebut muwajjih, arus Timur
Tengah. Mereka ialah ahli yang telah memiliki kemampuan
pengetahuan dalam satu keilmuan Islam, memiliki kualifikasi
ustadz, dan murabbi. Misalnya Abdullah Baharnus dalam bidang
tarikh dakwah, Salim Segaf Al Djufrie bidan figih Islam dan
Hidayat Nur Wahid bidang agidah. Ketiganya lulusan Madinah.
Mereka inilah bibit genealogis Islam transnasional yang dalam
perkembangan selanjutnya berfungsi efektif sebagai operator
jejaring dan sumber daya gerakan Islamis di Indonesia. Surahman
Hidayat bidang figih al Islam, dan Satori pada bidang lain.
Gerakan Islamis semakin luas ditambah Abdul Syakur bidang
sirah nabawiyah, Rahmat Abdullah bidang figi dakwah, Hasyib
Hasan bidang agidah, Sadeli Abdul Karim bidang sirah
nabawiyah, Yusuf Supendi bidang al-Qur’an, Mutta’aminul Ulla
bidang wa’yu siyasi, Abdul Muis bidang hadits, Abu Ridho
bidang tarbiyah awlad, Yoyoh Yusroh dan Rohana di bidang
fighun nisaa. Sedangkan Hilmi Aminuddin sendiri sebagai sumber
materi pengendalian dakwah. Dari generasi awal inilah lahir bibit

“pengantar Penerbit: Yusuf Supendi Penjaga Nurani dari Gang Sempit,”
dalam Yusuf Supendi, Replik Pengadian Yusuf Supendi Menggugat Elite PKS
(Jakarta: Penerbit Mushaf, 2012), ix-xv. Di kalangan aktivis PKS, Supendi adalah
nama besar salah satu generasi pertama gerakan Tarbiyah PKS dan deklarator PKS.
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genealogis harakah islamiyah di Indonesia hingga kemudian
melahirkan generasi Islamis Indonesia lokal baru seperti Tifatul
Sembiring terus membangun dan memperluas jejaring. Dibantu
modal dari para donatur anak ideologi Islamis baru ini ditugaskan
ke kota-kota Indonesia seperti di pondok pesantren, sekolah
umum, universitas Islam dan umum,**

Gerakan-gerakan Islamis tidak pernah sirna tetapi justru
membentuk jejaring baru seiring dengan kemajuan teknologi
transportasi,  komunikasi ~ dan  informasi.'*®  Dalam
perkembangannya di Indonesia pada masa reformasi, jejaring
Islamis transnasional semakin memperjuangkan masyarakat
sejahtera Madani sebagai falsafah dasar perjuangan dan platform
kebijakan pembangunan yang ditawarkan, bahkan hingga
melakukan infiltrasi ke dalam sesama gerakan Islam lain di
Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah.**” Menurut Sitaresmi,
itu sengaja dilakukan kader-kadernya menjadi titik ungkit untuk
memajukan dan membesarkan dakwah versi mereka.**® Dari sudut
yang berbeda, Hilmi menyebut jamaah PKS dibangun dengan
darah ribuan kader serta jutaan pendukung komponen bangsa.**°

Islamisme kontemporer memberikan perhatian kepada
konteks dan kultur masyarakat lokal. Menurut Fealy ada
karakteristik kaum Islamis terbaru yang muncul dalam
mengusung akivisme Islam. Ini dipelihatkan oleh AKP Turki,
Partai Keadilan dan Pembangunan Maroko maupun Ikhwanul

Ibid, Usamah, Sepanjang, 67-74.
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Muslimin Mesir yang semakin moderat dan bersedia membuka
diri.*® Hal yang sama di Indonesia juga diikuti oleh partai Islamis
PPP, PKS dan PBB. Keterbukaan itu dipilih sebagai strategi untuk
mendukung agenda reformasi politik juga untuk memaksimalkan
perolehan suara agar bisa bertahan dalam dinamika politik
nasional.*** Namun karena kaum Islamis menyadari setiap daerah
memiliki karakter yang berbeda metodologi gerakan juga perlu
disesuaikan selama itu tidak bertentangan dengan manhaj
gerakan.'? Perbedaan karakter setiap daerah tersebut, agar
harakah Islamiyah tetap berjalan, diperlukan strategi
penstrukturan kader tarbiyah sehingga dapat mengendalikan basis
sosial dan mengarahkan masyarakat kepada Islam.'?®
Penstrukturan itu, dilihat dari penuturan Anis Matta ketika
menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKS dan Wakil Ketua
DPR RI Periode 2009-2014, dilakukan dengan begitu banyak
penyesuaian-penyesuai  keorganisasian. Ada migrasi besar-
besaran dari pimpinan partai ke lembaga legislatif di tingkat pusat
dan daerah. Hal ini menimbulkan distribusi sumberdaya nanusia
secara internal maupun eksternal. “Proses adaptasi itu sebenarnya
belum sepenuhnya selesai ketika PKS sudah harus merencanakan
kemenangan baru pada Pemilu 2009 yang lalu. Ada jarak antara
ideologi dan kapasitas, dan itu pasti akan menjadi sumber masalah
jangka panjang dalam proses pertubuhan kami sebagai partai
politik,” kata Anis.*** Strategi apapun diterapkan ke dalam sistem
administrasi, pemerintahan, organisasi dan perkumpulan-

Ibid., Fealy, “Foreword,” xi.
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Democracy (Singapore: ISEAS, 2009), 216-217.
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perkumpulan dalam sistem demokrasi di masing-masing untuk
mencapai tujuan.'?®

Untuk berkembang sesuai konteks dan kultur lokal, oleh
sebagian peneliti dan pengamat, strategi kontekstualisasi dan
kulturasi ini dilihat sebagai bukti adanya pergeseran yang cukup
konsisten di dalam strategi gerakan politik Islamis. Bubalo, Fealy
dan Mason adalah ahli yang meyakini konsistensi pergeseran
ideologi Islamisme. Pertama, dari mengupayakan negara syariah
ke penerapan nilai-nilai syariah. Kedua, Dari perjuangan untuk
menerapkan sistem pemerintahan Islam ke pemerintahan yang
baik. Ketiga, dari berdakwah untuk menyampaikan secara lisan
pesan-pesan moral Islamis ke publik menjadi pembawa atau
pelaku pesan moral tersebut. Keempat, terjadi peningkatan
anggota gerakan sosial politik Islamis yang lebih berama dan
makin membesar. Kelima, terjadi regenerasi bagi aktivis-aktivis
Islamis muda yang tampil ke publik. Keenam, semakin
menampilkan gerakan sosial politik Islamis yang lebih moderat.*®

Strategi gerakan-gerakan Islamis dikenal berubah-ubah
sesuai konteks dan kultur lokal kawasan operasi. Meskipun
demikian, ada tren yang semakin terlihat dari gerakan-gerakan
Islamis global secara perlahan menerima dan berkompetisi dalam
demokrasi di negara masing-masing bersama dengan fenomena
demokratisasi global.>” Bahkan, sejak Arab spring, gerakan-
gerakan Islam terbentang mulai dari Turki, Iran, Pakistan,
Senegal, Tunisia, Mesir, hingga ke Indonesia meskipun masuk ke
dalam sistem politik walaupun belum berhasil melahirkan
stabilitas demokrasi.*?® Partai-partai Islamis di Turki tahun 1990-
an hingga Arab Spring tidak lagi mengutamakan pesan-pesan
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Masturi Irham, cet.ke-2 (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2016), 36.

'%Ibid., Anthony Bubalo, Greg Fealy, Whit Mason, Zealous, iv-vi.

2"Mirjam Kunkler, Religion-State Relations and Democracy in Egypt and
Tunisia: Models from the Democratizing Muslim World-and their Limits, Swiss
Political Science Review, Vol.18, Issue 1, March 2012, 114-119.

%john L. Esposito, Tamara Sonn, John Obert Voll, Islam and Democracy
After the Arab Spring (New York: Oxford University Press, 2016), 1-3.
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Islamisme namun sudah ada peralihan kepada mobilisasi aliansi
unit-unit masyarakat yang beragam bergabung ke dalam proses
politik nasional.*®

Fenomena keterbukaan dan perubahan sebagai tanda
dimana kaum Islamis awalnya kelompok sosial berubah menjadi
partai politik bernuansa demokrat.**® Dilihat dari perjalanan
gerakan-gerakan Islam selanjutnya, PKS mendeklarasikan diri
sebagai partai Islamis terbuka dalam Munas Denpasar Bali 2008
sebagai proses adapatasi masa transisi demokrasi di Indonesia.
Berdasarkan penuturan Anis, pilihan terbuka dilakukan
menghadapi Pemilu 2009 untuk melakukan lompatan besar kedua
setelah 2004. Ide keterbukaan itu terasa terlalu ekspansif dan
agresif untuk kesiapan mental dan kapasitas internal PKS untuk
membukukan kemenangan besar. Terlalu ekspansif, terlalu
agresif, terlalu cepat. ltulah masalahnya.’® la juga mengatakan,
strategi pergerakan Islamisme mulai sintas dengan konstelasi dan
dinamika politik domestik.** Prayitno melihat strategi ini dipilih
dengan cita-cita untuk melakukan praktek politik moral Islam
dalam mencapai misi partai di medan dakwah untuk
memperjuangkan aspirasi masyarakat.*** Akan tetapi, maksud dan
dampak dari strategi Islamis inklusif terhadap politik lokal
maupun modernisasi kota di dunia Islam masih perlu diteliti.
Dalam harakah islamiyah, misalnyamanhaj Ikhwanul Muslimin

2Jenny B. White, Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular
Politics (Seattle and London: University of Washington Press, 2002), 272.

Francois Burgat, Face to Face with Political Islam (London: I.B. Tauris &
Co Ltd, 2003), 123.

Ibid. Anis Matta, Tantangan PKS, xxiv.

2Anis Matta, “Bayanat tentang Poros Tengah dalam Sorotan” dalam
Sekretariat Jendral DPP PKS Bidang Arsip dan Sejarah, Sikap Kami: Kumpulan
Sikap Dakwah Politik PK & PKS Periode 1998-2005 (Bandung: Harakatuna
Publishing, 2007), 139.

"¥lrwan Prayitno, “Penutupan Acara Silaturahim dan Pelatihan Nasional
Anggota Legislatif Partai Keadilan” dalam Sekretariat Jenderal DPP PKS Bidang
Arsip dan Sejarah, Sikap Kami: Kumpulan Sikap Dakwah Politik PK & PKS
Periode 1998-2005 (Bandung: Harakatuna Publishing, 2007), 243.
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dikenal konsep permanen dan fleksibel.*** Lagipula dalam
Islamisme juga dikenal prinsip loyalitas dan anti loyalitas dalam
Islam. Konsep dan prinsip ini dipegang teguh untuk menunjukkan
loyalitas kepada agidah dan manhaj Islamis dan strategi untuk
menjalankan loyalitas yang berubah-ubah sesuai kebutuhan.®
Sebagai bahan perbandingan, kenyataan di lapangan
menunjukkah bahwa materi tarbiyah tentang negara Islam, sistem
Islam, khilafah masih diajarkan di dalam liga mingguan PKS.
“Dalam pertemuan rutin, kita masih diajari materi negara, sistem
Islam dan khilafah untuk mempersiapkan kader dan jamaah
tarbiyah ketika kekuatan Islamis sudah bersatu di dunia,”**® kata
Tri.

2. Teori Gerakan Sosial dalam Kajian Islamisme

Fenomena Islamisme bisa dianalisis dengan pendekatan
teori-teori gerakan sosial paradigma networking. Paradigma ini
mengandaikan bahwa bekerjasama dengan siapapun dan
kapanpun bisa terjadi dalam suatu peristiwa.”*’ Berjejaring ialah
satu bentuk taktik. Tujuan jejaring ialah kepentingan bukan
kerjasama dan bukan pula wujudnya. Anggota jaringan saling
berinteraksi ialah sumber daya yang sangat bermanfaat bagi
strategi gerakan sosial. Aksi-aksi kolektif oleh jejaring cenderung

*Tsawabit adalah fondasi ideologi harakah Islamis yang tidak bisa ditakwil

atau diganti karena faktor tempat, masa ataupun seseorang.Mutaghayyirat ialah
persoalan strategi bersifat keluwesan dan kesesuaian waktu dan tempat dengan tetap
menjaga hakikat tsawabit. Jum’ah Amin Abdul Aziz, Ats-Tsawabit Wal-
Mutaghayyirat, terj. Hamim Tohari, Farid Dhafir, Asep Sobari, cet. ke-6 (Jakarta:
Al-T’tishom, 2017), 45-55.

Muhammad bin Sa’id Al-Qahthani, Al-Wala’ wal Bara’, terj. Salafuddin
Abu Sayid, cet.ke-3 (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), viii-xii.

°Tri Untoro, Wawancara di Kator Penerbit Era Adicitra Intermedia Solo. JI.
Brigjen Slamet Riyadi No. 485 H, Panjang Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah,
Jumat, 13 Oktober 2017: 10.28 Wib. la manajer di Penerbit Era Adictra Intermedia
Solo. Ini adalah milik Abdul Kharis kader PKS anggota DPR RI dari Dapil Solo
sekarang.

“'David F. Gordon, The Role of the Local Social Context in Social
Movement Accomodation: A Case Study of Two Jesus People Groups, Journal for
the Scientific Study of Religion, VVol. 23. No. 4, (Dec.1984), 381-395.
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hanya demi kepentingan kontemporer.*® Bahkan, oleh golongan
tertentu ruang-ruang dalam kawasan urban dimana gerakan sosial
terjadi dan kaum urban itu sendiri dianggap sebagai infrastruktur
untuk mengejar keuntungan kapital.*** Menurut Porta dan Diani,
seseorang dan kelompok bersedia berjejaring dan terlibat di dalam
gerakan sosial dipengaruhi oleh alasan-alasan personal dan
kontekstual yang mendorongnya untuk memperoleh sesuatu,
khususunya terkait ekonomi dan politik.4°

Gerakan sosial secara umum didefiniskan sebagai upaya-
upaya kongkrit dan spesifik yang terorganisasi dalam ragam
bentuk jejaring apakah itu longgar atau ketat namun terencana
dari suatu masyarakat tertentu dengan tidak terlalu mengutamakan
atau mempersoalkan kedekatan hubungan antar sesama anggota
agar memperoleh tujuan-tujuannya.’** Gerakan sosial sebagai
jaringan terdiri atas interaksi informal antara individu, kelompok
dan atau organisasi yang berbeda yang terlibat dalam konflik
politik atau budaya, atas dasar kesamaan identitas kolektif.**?
Konsep gerakan sosial digunakan sebagai payung istilah untuk
menyebut koalisi atau aliansi kelompok pada berbagai tingkat
institusi yang masing-masing bertujuan untuk mengatasi masalah
bersama serta imbalan atau hasil yang didapat. Anggota aliansi
dalam gerakan sosial bukan saja hanya sebagai infrastruktur
gerekan tetapi dimanfaatkan sebagai strategi gerakan sosial.*®
Gerakan sosial bisa meliputi partai-partai politik dan kelompok-

®Henry A. Landsberger, Rural Protest: Peasant Movements and Social
Chage (New York: Macmillan, 1974), 25-30.

9Matthew Edel, J. Rothenberg, Readings in Urban Economics (New York:
Macmillan Publishers, 1972), ii; Matthew Edel, Urban and Regional Economics:
Marxist Perspectives (London: Routledge, 2001), 43.

“’Donatella della Porta, Mario Diani, Social Movements: An Introduction,
second edition (Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd, 2006), 114-134.

“Albion W. Small, The Meaning of the Social Movement, American Journal
of Sociology, Vol. 3, No. 3, Nov. 1997, 340-354.

“2Mario Diani, The Concept of Social Movement, The Sociological Review,
Vol 40, Issue 1, 1992, 1-25.

“3Will Hathaway, David S. Meyer, Competition and Cooperation in Social
Movement Coalitions: Lobbying for Peace in the 1980s, Berkeley Journal of
Sociology, Vol. 38, 1994, 157-183.
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kelompok yang bermain dibelakang sebagai penekan, penumpang
bebas atau gerakan tidak terorganisasi dan juga kelompok-
kelompok keagamaan yang lebih informal.*** Ini memperlihatkan,
teori ini cukup tajam untuk membedakan gerakan sosial dari
konsep terkait seperti kelompok kepentingan, partai politik,
kegiatan protes dan koalisi, juga cukup tajam untuk
mengidentifikasi area khusus kajian penelitian gerakan sosial.
Gerakan sosial muncul dari latar konteks dan kultur dalam satu
kawasan dan situasi tertentu. Disana isu-isu terkait dibingkai oleh
organisasi gerakan sosial untuk mencapai tujuan. Dengan
demikian, gerakan sosial lebih merupakan reaksi kolektif atas
ketidakpuasan yang dialami masyarakat. Reaksi dimobilisasi demi
kepentingan agen dan aktor, strategi dipilih cenderung
dipengaruhi oleh kompetisi inter organisasi.'*

Teori gerakan sosial yang dimanfaatkan sebagai alat
analisis fenomena Islamisme kontemporer itu dimotori oleh
Bayat. Tahun 1996, ia mulai merintis kajian gerakan-gerakan
Islam fenomena kecocokan Islam dan demokrasi. Dengan kasus
revolusi Iran, ia menguraikan bagaimana perjuangan sosial
organisasi mahasiswa, pemuda dan kelompok wanita, kaum
intelektual, dan gerakan sosial lainnya dapat menjadikan Islam
demokratisdi kawasan Muslim Timur Tengah.'#® Sementara tahun
yang hampir bersamaan, para akademisi Barat juga telah
menggunakan pendekatan teori gerakan sosial dalam studi Islam
untuk mengkaji Islamisme dengan titik tekan utamanya terkait
langsung dengan aktivisme Islam dimotori Kurzman, Tilly,
Wiktorowicz dan kolega.**’ Dilihat dari kecenderungannya, kajian

“Keith Faulks, Political Sociology: A Critical Introduction (Edinburgh:

Edinburgh University Press, 1999), 87.

“John D. McCarthy and Mayer N Zald, Resource Mobilization and Social

Movements: A Partian Theory, American Journal of Sociology, 82, 1977, 1212-
1241.

“Sasef Bayat, Islamis and Social Movement Theory, Third World Quarterly,

Vol. 26, No. 6, 2005, 891-908.

“Charles Tilly, “Foreword,” dalam Quintan Wiktorowicz (ed.), lIslamic

Activism: A Social Movement Theory Approach (Bloomington & Indianapolis:
Indiana University Press, 2003), ix-xii.
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Islamisme yang menggunakan teori-teori sosial yang ada
cenderung mengerucut untuk memahami mengapa Islam politik
muncul, faktor-faktor kemunculan dan prosesnya. Bagaimana
transformasi, persebaran dan pengorganisasian gerakan-gerakan
Islam. Mengapa ada kecenderungan baru dalam gerakan Islam
politik radikal dan moderat membentuk aliansi dan jejaring
dengan pemerintah setempat. Hal ini bertolak dari McAdam,
McCarthy dan Zald yang memadukan tiga hal, yakni peluang
politik, mobilisasi sumberdaya, dan proses pembingkaian
kultural %

Para ahli mendefinisikan peluang politik sangat bervariasi
dan menggunakannya untuk memahami gejala-gejala gerakan
sosial dengan cara masing-masing.**® Goldstone, Tilly dan Tarrow
mendefinisikan konsep struktur peluang politik adalah adanya
kemungkinan bahwa aksi protes sosial akan menuntun kepada
kesuksesan mencapai hasil yang diinginkan. Teori peluang politik
efektif untuk menjelaskan proses, situasi dan kondisi apa yang
melatari kemunculan gerakan sosial bersamaan dengan perubahan
besar yang terjadi dalam struktur politik. Ini tepat digunakan
untuk menelisik lebih detail faktor-faktor yang ‘“menekan”
masyarakat untuk terlibat mengambil peluang-peluang dan
keuntungan-keuntungan dari gerakan sosial.**® Peluang poitik bisa
digunakan untuk memahami isi kognisi mereka yang ikut dan

“*Doug McAdam, John D. McCarthy, Mayer N. Zald, “Introduction:
Opportunities, Mobilizing Structures, and Framing Processes-toward a Synthetic,
Comparative Perspective on Social Movements,” dalam Doug McAdam, John D.
McCarthy, Mayer N. Zald (eds.), Comparative Perspectives on Social Movements:
Political Opportunities, Mobilizing Structures, Cultural Framings (Cambridge,
UK: Cambridge University Press, 1996), 1-22.

“Doug McAdam, “Conceptual Origins, Current Problems, Future
Directions,” dalam Doug McAdam, John D. McCarthy, Mayer N. Zald (eds.),
Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities,
Mobilizing Structures, Cultural Framings (Cambridge, UK: Cambridge University
Press, 1996), 30.

Jack A. Goldstone and Charles Tilly, “Thread (and Opportunities): Popular
Actiona and State Response in the Dynamic of Contentious Action” dalam Ronald
B. Aminzade, et. all (eds.), Silence and Voice in the Study of Contentious Politics
(New York: Cambridge University Press, 2001), 182-183.
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bagaimana mereka melihat peluang keterlibatannya di dalam
gerakan sosial.’®* Selama ini, para teoritisi Amerika yang
memakai peluang politik menempatkan asumsi teoritiknya dari
titik pangkal adanya politik perseteruan baik secara internal dan
eksternal tertentu menyebabkan aksi-aksi kolektif yang
menginginkan perubahan.’® Sementara oleh teoritisi Eropa
peluang politik dipakai untuk menganalisis pergerakan
kekecewaan buruh dan mahasiswa tahun 1960-an, ataupun
solidaritas sosial atas tirani politik tertentu terhadap buruh dan
akademisi.'>®

Satu hal yang harus diingat, kebangkitan Islamisme selalu
terkait dengan krisis politik, ekonomi, sosial ataupun budaya yang
terjadi di suatu negeri.’® Krisis domestik menyadarkan
kelompok-kelompok Islam untuk bergerak dengan kalkulasi
untung dan rugi. Sedangkan dalam disertasi ini peluang politik
bertitik tolak dari aliansi politik unit sosial berbeda di Salatiga.
Karena itu peluang politik dilihat sebagai kesempatan, kapan dan
dimana gerakan politik bergerak untuk kepentingan tertentu.
Bagaimanapun, peluang politik sangat vital bagi aktivisme Islam
meskipun tidak pernah tahu kapan kesempatan itu.™ Dengan
demikian, teori peluang politik akan bisa memahami gerakan
politik PKS dalam dinamika politik kontemporer lokal di
Indonesia.

Dalam teori gerakan sosial, mobilisasi ialah berbagai
aktivitas organisasi gerakan atau upaya-upaya aktor individu yang

ISidney G. Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious

Politics,(New York: Cambridge University Press, 1998), 160-165.
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Jon Clark, Marco Diani (eds.), Alain Touraine (London and New York: Routledge,
2006); Alain Touraine, et. all, Solidarity: The Analysis of a Social Movement:
Poland 1980-1981 (London: Cambridge University Press, 1983).

Noorhaidi Hasan, Islam Politik di Dunia Kontemporer Konsep, Genealogi,

dan Teori (Yogyakarta: SUKA Press UIN Yogyakarta, 2012), 126, 144.
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2004), 34-37.
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dikelola untuk mendapatkan lebih banyak kontrol atas barang-
barang, materi, ataupun orang sebagai alat fasilitas dan
kelengkapan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan.™®® Dengan
teori memobilisasi dapat diketahui bagaimana kendaraan-
kendaraan kolektif yang dipakai dalam gerakan sosial baik
informal dan formal, dimana orang dimobilisasi sehingga
bertindak secara kolektif. Mobilisasi sumberdaya fokus pada
taktik dan strategi.®” Sentral pertanyaannya ialah bagaimana
gerakan sosial dimobilisasi dan diorganisasi.’*® Dengan teori ini
bisa dipahami faktor-faktor munculnya mobilisasi, organisasi
gerakan, jejaring formal dan informal sebagai struktur gerakan
yang membentuk gerakan sosial dan tujuan pengunaannya.
McCarthy dan Zald menyebut teori mobilisasi sumberdaya
berkaitan langsung antara rasa frustrasi atau ketidakpuasan
kolektif masyarakat.™ Penekanannya ialah pada kemampuan
anggota gerakan untuk mengorganisasi  struktur  untuk
memperoleh jenis-jenis sumber daya, proses pengorganisasian
kepemimpinan, struktur administrasi, insentif untuk partisipasi,
perlengkapan mendapatkan sumberdaya dan dukungan untuk
memobilisasi masyarakat supaya terlibat dalam gerakan sosial
baik langsung atau tidak.'®® Teori ini banyak menekankan alasan-
alasan ekonomi dalam analisis karena ada asumsi bahwa

*Karl-Dieter Opp, Theories of Political Protest and Social Movements: A
Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis (London: Routledge, 2009),
139.

5Joe Foweraker, Theorizing Social Movements (London: Pluto Press, 1995),
3.

%8Greg Martin, Understanding Social Movements (London: Routledge, 2015),
35.

9John D. McCarthy and Meyer N. Zald, “Resource Mobilization and Social
Movements: A Partial Theory,” dalam Meyer N. Zald and John D. McCarthy (eds.),
Social Movements in an Organizational Society: Collected Essays, Fifth Printing
(New Brunswick: Transaction Publishers, 2009), 15.

160Doug McAdam, William Richard Scott, “Introduction,” dalam Gerald F.
Davis, et. all (eds.), Social Movements and Organization Theory (New York:
Cambridge University Press, 2005), 6.
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pertimbangan ekonomi penting sebagai alasan keterlibatan
seseorang atau kelompok dalam gerakan sosial.**

Para teoritisi cenderung menaruh perhatian kepada
dinamika internal gerakan dan organisasi gerakan sosial meskipun
mempertimbangkan dinamika eksternal perubahan sosial dimana
gerakan sosial itu bergerak. Namun bagi mereka, faktor eksternal
hanya upaya-upaya yang lebih besar untuk mensolidkan gerakan
demi penyesuaian strategi.’®® Sebaliknya, pembahasan ini fokus
kepada dinamika eksternal terkait dengan konteks dan kultur
masyarakat wilayah urban dimana gerakan berlangsung meskipun
masih tetap sama-sama mempertimbangkan proses sosial politik
dalam kemunculan dan aktivitas gerakan sosial, yang memang
diakui aspek keterkaitannya.'®® Mengapa strategi gerakan politik
dipilih dengan cara melibatkan masyarakat Kristen dan Tionghoa
sebagai jejaring perantara? Apa dampaknya bagi jejaring
eksternal tersebut dan untuk perkembangan kawasan Salatiga?

Dalam teori gerakan sosial, kultur dilihat sebagai dimensi-
dimensi simbolik atas seluruh struktur, institusi, dan praktek serta
kendala-kendala yangmemungkinkan terjadi di lapangan yang
menyediakan ataupun menghambat terjadinya aksi-aksi kolektif
dan peluang politik.®® Domain kultural adalah fiturutama dari
analisis teori ini.'*® Sedang proses pembingkaian kultural adalah
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upaya sistematis dan rasional ketika agen dan aktor hendak
menciptakan dan  menggelindingkan  propaganda.  Untuk
melaksankan keinginannya, agen dan aktor menggunakan
beragam simbol dan ungkapan-ungkapan tertentu secara retorik
kepada sasaran. Selain untuk menarik atensi dan simpati,
pembingkaian kutur juga dalam rangka menjadikan sasaran
sebagai pendukung mobilisasi agar mewujud dalam keikutsertaan
setidaknya tidak mengganggu proses dan tujuan akhir.'®
Komposisi dari kultur antara lain simbol-simbol, cerita-cerita,
ritual, nilai-nilai, gaya hidup dan cara pandang yang sudah
familiar kemudian dimanfaatkan oleh actor untuk mencapai
tujuan.’®” Dalam banyak cara dan situasi, aspek kultural turut
membingkai manifestasi gerakan sosial.*®® Dalam situasi dan oleh
pertimbangan khusus, kultur masyarakat merupakan faktor
penting yang selalu dipertimbangankan dalam mengoperasikan
gerakan sosial.*® Selain itu, cara ini dipakai untuk membingkai
budaya sebagai ekspresi protes massa di ruang publik,*”® namun
juga pada kesempatan lain kultur dengan sebgaja dibingkai untuk
keuntungan ekonomi bahkan politik tertentu.'’

Para agen dan aktor gerakan sosial pada saat bersamaan
juga sebagai pengusaha gerakan sosial yang seringkali
membingkai isu-isu perubahan di dalam situasi masyarakat
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tertentu sebagai upaya untuk mengumpulkan kekuatan politik.!"?
Mereka menggunakannya selain meningkatkan daya tahan
solidaritas, memicu kesadaran kelompok untuk bertindak bersama
juga mampu menyadarkan posisi pembeda siapa lawan dan
kawan.'” Dalam proses pembingkaian, agen sosial dan aktor
politik bekerja sebagai mesin. Mereka memproduksi dan
membingkai budaya sebagai alat, wadah dan area untuk
menterjemahkan setiap aksi dan peristiwa, menciptakan identitas
untuk membingkai tujuan gerakan dalam wujud program Kerja
agar tampak niscaya dilakukan agar timbul harapan dari orang-
orang di dalam gerakan dan sasaran yang hendak digaet.”*
Dengan teori pembingkaian akan bisa memahami
bagaimana interpretasi dan konstruksi sosial dari kultur lokal
masyarakat dimana gerakan itu berjalan dibnetuk dan
dimanfaatkan untuk memediasi antara kesempatan dan aksi.'”
Lewat teori ini, apa motif dan tujuan ekonomi dan keuntungan-
keuntungan lain dibalik pembingkaian kultur yang dilakukan akan
disingkapkan. Apa sebetulnya yang ingin diraih dari permainan
wacana yang dikonstruksi kaum Islamis dan sekutu aliansi secara
sistematis dan rasional untuk mewujudkan aksi-aksi kolektif lewat
permainan diksi dan bahasa partisipan akan diketahui.'”® Karena
itu, teori ini digunakan bukan dalam rangka memahami isi
retorika dan pesan-pesan agen dan aktor, tetapi apa maksud dan
tujuan keuntungan dari pembingkaian kultur yang dilakukan.
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Daphi, Peter Ullrich (eds.), Conceptualizing Culture in Social Movement Research
(Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2014),113-138.
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3. Studi Perkotaan dalam Kajian Islamisme

Pada umumnya, kota merupakan basis kaum Islamis. Kota juga
merupakan teritorial aktivisme Islam secara global. Tetapi
sayangnya, kota belum dilihat dari sisi kajian perkembangan
Islamisme kontemporer juga sebaliknya Islamisme belum dilihat
sisi perkembangan kota pengaruh dari kontesasi politik lokal.
Kajian yang ada selama ini sebatas sejarah masyarakat Islam
berkaitan perkembangan kota-kota dunia Islam,*’’ dan juga
perbedaan iklim, lansekap, populasi dan latar belakang
sejarahnya.'® Dari sini terlihat studi perkotaan masih jarang
dipergunakan dalam studi Islam. Karena itu perlu diketahui
sejarah perkembangannya secara ringkas.

Setelah perang dunia pertamaketika memasuki abad ke-20
keilmuan ini masuk ke Amerika tahun 1940-an. Kemudian mulai
dibakukan oleh mazhab Amerika yakni Universitas Chicago di
bawah kepemimpinan W.l. Thomas dan Albion Small.'”® Sejak
mulai dibentuk hingga Kini studi perkotaan kemudian mulai
berkembangan. Sesuai dengan keterangan dari Castell sebagai
pemimpin dalam kajian urban hingga abad ke-21, anakala
pertumbuhan kota-kota menjamur di dunia ketiga persoalan
mendasar yang paling parah ialah masalah jaringan ekonomi,
kesejahteraan sosial dan politik kekuasaan.'®® Namun, kajian studi
perkotaan cenderung bersifat ekletik, yang oleh Castell
mengedepankan kajian ideologis tentang reproduksi kolektif

Ira M Lapidus, A History of Islamic Societies, Second Edition (Cambridge

University Press, 2002).

"®Masashi Haneda, Toru Miura, Islamic Urban Studies (London and New
York: 2013).

penjelasan yang padat mengenai sejarah penggunaan dari konsep-konsep
kunci dalam urban studies versi mazhab Amerika Utara, yakni Aliran Chicago
dibahas oleh Mark Gottdiener, Leslie Budd. Lihat Mark Gottdiener, Leslie Budd,
Key Concepts in Urban Studies (London: SAGE Publication Ltd, 2005), 1-4.

"Manuel Castells, The Urban Question: A Marxist Approach
(Massachusetts: MIT Press, 1979).
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tenaga kerja dalam masyarakat kapitalis.*®* Oleh karena itu, saya
memilih studi perkotaan dengan paradigma ekonomi-politik
namun dalam setting masyarakat urban kelas menengah atas
dalam nuansa modernisasi kota yang tidak bisa lepas dari efek
dinamika politik lokal. Menurut Savitch dan Kantor digunakannya
paradigma ekonomi-politik didorong oleh konteks dan kultur
Eropa dan Amerika kemudian terjadi transformasi besar di dunia
industri,sehingga mempengaruhi model pemerintahan dan
perubahan sosial negara atau kota.’®® Brown mengatakan, salah
satu disiplin keilmuan studi perkotaan ialah ekonomi perkotaan.'®®
Itu dipakai untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi perkotaan
seperti alokasi sumberdaya, kekuasaan politik dan distribusi
penggunaan ruang kota.'®*

Dalam disertasi ini studi perkotaan akan dipakai untuk
melihat perkembangan Islamisme dan urbanisme dari studi Islam
lebih kuat sisi ekonomi-politik. Teori itu bisa dipakai untuk
membaca bagaimana jejaring tali-temali kekerabatan merupakan
sesuatu yang khas dalam aktivisme Islamis,*®® berkorelasi dengan
keuntungan ekonomi-politik. Karena menurut Supriyatna ahli tata
ruang Jakarta, perkembangan kota, tepatnya di sisi tata ruang
menjadi alat negosiasi pengusaha dan penguasa dalam rangka
mengendalikan fungsi dan peruntukan ruang demi kepentingan.
Kawasan strategis urban di Indonesia menjadi komoditas yang

¥\ arshall M. A. Feldman, Marshall M. A. Feldman, Manuel Castells' The
Urban Question A Review Essay, Review of Radical Political Economics, Vol. 10,
Issue 3, 1978, 136-144.

82Hank V. Savitch, Paul Kantor, Cities in the International Marketplace: The
Political Economy of Urban Development in North America and Western Europe
(New Jersey: Princeton University Press, 2002).

%Douglas Brown, Introduction to Urban Economics (London: Academic
Press, 1954), xi, 3.

'%Graham Squires, Urban and Environmental Economics: An Introduction
(London: Routledge, 2013), 170.

85414 Riaz, C. Christine Fair, “Political Culture in Contemporary Bangladesh:
Hisrories, Ruptures and Contradictions,” dalam Ali Riaz, C. Christine Fair (eds.),
Political Islam and Governance in Bangladesh(London: Routledge, 2011), 1-6;
Roy Jackson, Mawlana Mawdudi and Political Islam: Authority and the Islamic
State (London: Routledge, 2011), 81.
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ditawarkan pemerintah kepada pengusaha sehingga terjadi jual
beli bisnis dan politik.*® Ada empat teori yang digunakan disini,
yakni pertumbuhan ekonomi, kekuasaan masyarakat, lokalisasi
ekonomi, dan sistem kekerabatan berjejaring.

a. Pertumbuhan Ekonomi
Penggunaan konsep teoritis pertumbuhan ekonomi kota
dalam kajian Islamisme akan bisa memahami apa alasan kaum
Islamis di Indonesia menjadikan kawasan urban sebagai arena
bermain politik. Berbicara tentang hakekat dari interaksi sosial
masyarakat modern kota tidak terlepas dari keterkaitan
ekonomi-politik dalam pembentukan masyarakat politik.'®’
Dipandang dari kacamata pertumbuhan ekonomi di kawasan
urban, seperti dijelaskan pakar terkait, menimbulkan kontestasi
di dalam seluruh dimensi kehidupan kaum urban. Pada saat
yang sama, akibat dari kontestasi itu akan ada potensi untuk
menghambatnya pula. Bahkan, kontesasi itu ketika masih
berada dalam batas-batas positif justru mendorong
pertumbuhan ekonomi kawasan urban meskipun tidak
terencana, karena semua orang berlomba untuk mencapai
puncak masing-masing.*®
Sementara itu, Castells justru melihat perubahan
ekonomi akibat pertumbuhan perkotaan merupakan wujud
perubahan sosial masyarakat urban.'®® Masyarakat urban yang
terlibat dalam gerakan politik kota, di sisi lain, justru bisa
dilihat sebagai tanda kelemahan internal di berbagai sektor
khususnya finansial dan fragmentasi sumberdaya manusia

8yayat Supriyatna, KPK, Sekali Tepuk Banyak Nyawa, TVOne, Indonesia
Lawyer Club, Selapril 2016: 22.20 Wib.

""Andrew Linklater, The Transformation of Political Community: Ethical
Foundations of the Post-Westphalian Era (Columbia: Universitas of South
California Press, 1998), 2-3, 77-79.

"Allen J Scott, Cultural-Products Industries and Urban Economics
Development: Prospect for Growth and Market Contestation in Global Context,
Urban Affair Review, Vol. 39, No.4, March 2004, 461-491.

89Manuel Castells, The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of
Urban Social Movements (California: University of California Press, 1983), xvi.
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warga kota akibat dari dinamika kota yang sulit dikendalikan
dan diprediksi arahnya.’® Namun yang perlu diperhatikan
ialah justru pemanfaatan sumberdaya ekonomi kota ada di
tangan kelompok siapa, kekuasaan Kkapital dan politik
terdistribusi di tangan kelompok yang mana. Karena dalam
perkembangan kota dalam studi perkotaan penting diteliti lebih
jauh kemana alokasi dan distribusi kota dan pihak yang mana
yang cenderung diuntungkan karena hal-hal itu berdampak
secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kota.!*!
Penjelasan teori di atas berguna untuk menemukan alasan yang
lebih fundamental mengapa kota sangat vital perannya bagi
arena interaksi kaum Islamis dengan kelompok lain. Mengapa
PKS Kota Salatiga memobilisasi kaum urban lain terlibat
dalam kepentingan politik mereka. Dengan teori ini bisa
ditemukan faktor ekonomi kota penting keterlibatannya dalam
politik lokal.

b. Kekuasaan Masyarakat Urban

Pertumbuhan ekonomi perkotaan sangat erat Kkaitannya
dengan dominasi kekuasaan komunitas tertentu di suatu kota.
Teori ini mengandaikan kaum yang mana dominan di kota
maka ia akan memiliki kekuatan komunitas yang ikut serta
menentukan upaya-upaya modernisasi kawasan urban, baik
menentukan untuk kemajuan juga untuk kemandegkan karena
menyangkut Kkepentingan masing-masing elit di dalamnya.
Dalam teori perkembangan kota, seperti kata Hawley, ada
kekuasaan dalam komunitas masyarakat kecenderungannya
secara ekonomi dan politik.*®? Pengaruh kelompok ini sangat

“Esin Ozdemir, Ayda Eraydin, Fragmentation in Urban Movements: The

Role of Urban Planning Processes, ljurr: International Journal of Urban and
Regional Research, Vol. 41, Issue 5, September 2017, 727-748.

YKyushik Oh, Seunghyun Jeong, Assessing the Spatial Distribution of Urban
Parks Using GIS, Landscape and Urban Planning, Vol. 82, Issues 1-2, August
2007, 25-32.

“2Amos H.Hawley, Community Power and Urban Renewal
Success, American Journal of Sociology, Vol. 68, No. 4, Jan, 1963, 422-431.
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sentral dari perkembangan kota karena kekuatan ekonomi ada
pada mereka. Menurut Sanderson, aktivitas ekonomi di
masyarakat kota umumnya terdiri dari jejaring sosial yang
dimanfaatkan untuk mengorganisasi dan memonopoli
produksi, distribusi, pertukaran barang dan jasa demi
kesuksesan mereka. Produksi apapun tidak pernah lepas dari
pertimbangan ekonom-politik.'*®* Dalam hal ini produksi
adalah proses yang dimobilisasi dimana barang dan jasa
diciptakan oleh masyarakat untuk kepentingan jejaringnya.
Masyarakat kota umumnya saling berjejaring. Akibat
jejaring ini mereka merasa berhak memutuskan alokasi
kekuasaan, sosial, budaya dan ekonomi-politik di dalam satu
wilayah. Segaris dengan itu, Coleman menyatakan bahwa
produksi dan distribusi barang mempengaruhi tindakan dan
perilaku  kepentingan kelompok. Kekuasaan kelompok
masyarakat tertentu khususnya ekonomi-politik berpengaruh
terhadap upaya pemerintah untuk memajukan wilayahnya.'**
Dengan menyadari itu, maka masyarakat dari luarnya akan
mencoba dekati. Karena kedekatan dengan masyarakat pemilik
kekuasaan ekonomi-politik ialah suatu hak istimewa. Inilah
satu alasan yang kuat untuk melihat bahwa aliansi sebagai
taktik tidak bisa terlepas dari jaring-jaring kaum urban pencari
untung.'®® Ringkasnya, partisipasi kaum urban di Indonesia
dalam politik dalam disertasi ini nanti tidak bisa dibaca
seluruhnya sebagai kesadaran warga negara yang sadar hak-
hak politiknya. Namun bisa juga dibaca dalam rangka mencari
peruntungan di jalan politik.*® Teori ini digunakan untuk

%Stephen K. Sanderson, Macrososiology: An Introduction to Human
Societies (New York: HarperCollins, 1991),108.

““James S. Coleman, Fondations of Social Theory (Cambridge, Mass: The
Belknap Press of Harvard University Press, 1994), 829.

%Toni Champion, “Urbanization, Suburbanization, Counterurbanization and
Reurbanization,” dalam Ronan Paddison, Handbook o f Urban Studies (London:
SAGE Publications, Ltd, 2001), 143-161.

%Marcus Mietzner, Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-
Authoritarian Indonesia (Australia: Asian Studies Association of Australia, in
Association with NUS Press, NIAS Press, 2013).
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melihat “siapa mendapat apa” dari kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah dalam upaya-upayanya menata perkembangan kota
dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru. Bagaimana
cara kerja jejaring kekuasaan masyarakat urban untuk
menguasai produksi dan ruang-ruang kota yang hendak
dibangun sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan
perkembangan kawasan kota. Dengan teori ini bisa ditemukan
faktor penting jejaring masyarakat kota bukan hanya
keterlibatannya dalam politik lokal tetapi juga dalam
pertumbuhan ekonomi kota.

c. Lokalisasi Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi dalam suatu kawasan urban selalu
diupayakan terlokalisir di kawasan sentral kota dengan alasan
mendekatkan bisnis dengan pelanggan, maka sentral aktivitas
dan distribusi baik orang, barang, termasuk para pekerja
bertumpuk disana pula.’®” Teori lokalisasi ekonomi-politik
mengandaikan apabila di dalam setiap kawasan urban memiliki
siapa sesungguhnya pemilik dan pengendali kota yang
dihormati dan disegani. Menurut Castell, terjadinya lokalisasi
pertumbuhan ekonomi ada kaitannya dengan jejaring dari
kelompok sosial sekota. Kenyataan itu umum terjadi dalam
masyarakat kota untuk mempertahankan hidup, sembari terus
berupaya sendiri atau terkadang kolektif menaikkn level hidup,
status ekonomi, identitas di dalam komunitas yang penting
artinya bagi orang kota, termasuk gengsi diatara teman sebaya
dan kelompok yang lebih luas.**®
Untuk menemukan data empiris siapa saja kelompok itu,
saya menggunakan teori lokalisasi pertumbuhan ekonomi di
kawasan urban, yang biasa digunakan dalam urban studies

¥IG. H. Hanson, “Firms, Workers, and the Geographic Concentration of

Economic Activity”, dalam L.G. Clark, M.P. Feldman, M.S. Gertler (eds.), The
Oxford Handbook of Economic Geography (Oxford, USA: Oxford University
Press, 2000), 477-494.

Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the

Internet Age (Cambridge, UK: Polity Press, 2015), 1, 272.
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kata Malmberg dan Maskell'*® Dengan teori ini kita bisa
memahami, siapa sesungguhnya pemilik dan pengendali kota
dan bagaimana status kepemilikan tersebut bersifat korporatis
dengan jejaring usaha yang ada namun juga dengan penguasa
administrasi lokal.?®® Dengan teori ini, akan ditemukan apa
alasan-alasan realistis dari modernisasi Salatiga dan pembagian
kawasan ekonomi kota. Dimana lokasi pusat pertumbuhan
ekonomi. Siapa yang lebih banyak menikmati keuntungan dari
perkembanganya.

d. Sistem Kekerabatan Berjejaring

Masyarakat urban mempunyai ciri khas, meski tidak saling
kenal secara dekat, namun bersedia berjejaring selama
diperoleh  keuntungan-keuntungan tertentu. Masyarakat
Tionghoa,umumnya dikenal tinggal di kawasan perkotaan,
memiliki sistem kekrabatan. Mereka memerlukan sistem ini
untuk menguasai kawasan bisnis strategis di Indonesia. Sistem
kekrabatan menjadi faktor penyebab mengguritanya jejaring
kapitalisme Tionghoa di dunia.’®* Bagi masyarakat Tinghoa
kekerabatan memiliki arti mendalam. Kekerabatan merupakan
salah satu strategi agar bisnis dan penguasaan kota selalu
teralokasi ke dalam lingkaran keluarga kerabat dekat.

Dalam disertasi ini, teori sistem jejaring ini dipakai
untuk memahami peran jejaring kapital dan sumber daya lokal
yang dimanfaatkan kaum Islamis untuk membangun jejaring
infrastruktur politik mereka di dalam komunitas Kristen dan
Tionghoa, tetapi saat bersamaan keduanya memanfaatkannya
untuk kelancaran bisnis dan stabilitas barang milik jejaring

““Anders Malmberg, Peter Maskell, The Elusive Concept of Localization

Economies: Towards a Knowledge-Based Theory of Spatial Clustering,
Environment and Planning A Journal, Vol 34, Issue 3, March 1, 2002, 429-449.
20H. Demset, Ownership, Control and the Firm (Oxford, UK: Basil
Blackwell, 1988), 272.
“Max Boisot, John Child, From Fiefs to Clans and Network Capitalism:
Explaining China's Emerging Economic Order, Administrative Science Quarterly,
Vol. 41, No. 4, Dec., 1996, 600-628.
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bisnis meraka agar tetap relevan dengaan Kebijakan dan
Peraturan Daerah Pemerintah Kota. Artinya, kedua komunitas
itu memiliki mekanisme kekuasaan untuk mengendalikan
politik lokal di Indonesia lewat jejaring mereka.

4. Islamisme dan Urbanisme dalam Studi Islam

Akhirnya, untuk mempermudah memahami relasi Islamisme
dan urbanisme dalam studi Islam, saya membangun kerangka
piker seperti gambar berikut. Disertasi ini menempatkan
fenomena Islamisme berkaitan erat dengan urbanisme.
Kebangkitan Islamisme di dunia kontemporer merupakan reaksi
kaum Islamis terhadap kondisi yang mereka alami pada akhir
abad ke-20, sehingga Islam dibingkai menjadi gerakan politik
agar mereka bisa tampil di publik. Mereka umumnya
mewacanakan kedaulatan negara Islam sesuai ciri masing-masing.
Hal itu bisa terjadi karena pada saat bersamaan ada fenomena
pertumbuhan ekonomi di kota-kota dunia Islam yang mampu
menarik kaum muda Islam sehingga terjadi urbanisasi.?*? Ledakan
urbanisasi di sejumlah negeri mereka membutuhkan ruang yang
semakin luas. Dilihat dalam konteks ini, maka ada korelasi
kebangkitan Islamisme dan modernisasi kawasan urban di dunia
Islam. Karena itu, kerangka pikir teori seperti gambar berikut ini
bisa dipakai untuk memahami karakteristik dari fenomena
Islamisme yang terjadi di Barat dan di dunia Islam.

22Bjlal Ahmad, Urbanization and Urban Development in the Muslim World:
From the Islamic City Model to Megacities, GeoJournal, Vol. 37, No. 1, September
1995, 113-123.
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Gambar 1.1
Islamisme dan Urbanisme dalam Studi Islam
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Memang, studi tentang Islamisme di Islam di Timur
Tengah, Eropa®® dan Amerika,?®* sudah lama ada dan semakin
meningkat. Hanya saja, perlu dipahami bersama bahwa
karakteristik masyarakat, model negara terutama sistem politik
dimana fenomena itu terjadi tidak bisa dipersamakan. Fenomena
Islamisme berbeda di setiap kawasan kota di negara masing-
masing. Perbedaan itu berpengaruh kepada pedekatan dan hasil
para analisis dan peneliti yang bekerja. Di negara-negara maju
seperti Amerika dan Eropa cenderung menganggap Islamisme
sebagai fenomena kontemporer.”® Di negara-negara Barat,
terjadinya ketegangan agama dan politik disana cenderung
semakin melahirkan sekularisme seperti yang terjadi di Prancis
ataupun Turki.?® Meskipun, ada juga negara-negara berbasis
Kristen tertentu yang menolak sekularisme seperti Inggris ataupun
sebagian negara bagian di Amerika Serikat.?%” Lahirnya organisasi
gerakan sosial di Barat cenderung berorientasi kepentingan non
negara. Sedangkan Islamisme di Barat umumnya sangat terkait
perseteruan mengenai status kewarnegaraan kelompok-kelompok
Muslim di negara dimana mereka tinggal, sehingga mereka
berjuang di jalan politik demi memperoleh hak hidup politik
dalam sistem demokrasi negara. Akibatnya Islamisme dianggap
sebagai ancaman.

Sebaliknya di dunia Islam, akibat dari kemanunggalan
agama dan politik muncul ketegangan yang kemudian melahirkan
Islamisme. Namun, lahirnya gerakan sosial dan partai politik yang

%3 orenzo Vidino, Islamism and the West: Europe as a Battlefield,
Totalitarian Movements and PoliticalReligions, Vol. 10, Issue 2, Dec 2009, 165-
176.

%M. A. Mugqtedar Khan, Political Muslims in America: From Islamism to
Exceptionalism, Middle East Policy, Vol. xxi, No. 1, Spring 2015, 32-40.

*®Raphael Israeli, The Islamic Challenge in Europe (New Brunswick and
London: Transaction Publishers, 2008), 188.

“®Murat Akan, The Politics of Secularism: Religion, Diversity, and
Institutional Change in France and Turkey (New York: Columbia University Press,
2017).

2"Mark Juergensmeyer, The New Cold War? Religious Nationalism Confronts
the Secular State (Berkeley and Los Angeles, California: University of California
Press, 1993), 18-25.
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mengusung ideologi Islamisme disini cenderung berorientasi
untuk menguasi negara dan menjadikannya sebagai payung
hukum untuk menegakkan sistem Islam, sehingga tidak sedikit
yang melihatnya sebagai ancaman demokrasi persis seperti yang
dilihat di Barat. Dalam perkembangannya, lahirnya Islamisme di
dunia Islam dipromosikan untuk hadirnya keadilan politik dan
kesejahteraan ekonomi di masyarakat secara seimbang.Berbeda
dengan di Barat, di dunia Islam justru sekularismelah yang
dianggap sebagai ancaman bukan Islamisme. Sedangkan
fenomena Islamisme di dunia Islam, meskipun fenomena itu
memiliki ketersambungan dengan akar historis dan genealogis
dunia Muslim, ia disana merupakan patahan dari gerakan Islamis
yang erat kaitannya dengan persaingan-persaingan geo-politik dan
geo-strategik. Sejarah Islamisme muncul sebagai reaksi
masyarakat Islam terhadap kolonialisme di seluruh negeri Muslim
seperti Ikhwanul Muslimin Mesir,*®® kekalahan perang enam hari
Arab-Israel, ™ revolusi Islam Turki®® dan yang terakhir
dipengaruhi oleh Arab Spring.”** Namun, yang belum diketahui
dengan jelas ialah bagaimana kehadiran Islamisme dan peran
yang dimainkan oleh para penganutnya dalam politik lokal dan
apa dampaknya dalam perkembangan kota dimana mereka
tinggal. Disertasi ini akan menelusurinya dengan menggunakan
kerangka pikir tersebut.

F. Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan
penelitian jenis kualitatif. Saya menggunakan metode etnografi

“%Alaa Al-Din Arafat, The Rise of Islamism in Egypt (London: Palgrave
Macmillan, 2017), 165-236.

*®Dimitrios Machairas, The Strategic and Political Consequences of the June
1967 War, Cogent Social Sciences, Vol.3, Issue 1, 2017, 1-9.

2%Sena Karasipahi, Comparing Islamic Resurgence Movements in Turkey and
Iran, Middle East Journal, Vol. 63, No. 1, 2009, 87-107.

21Bulent Aras, Sina Ekim, Indonesia and the Arab Spring, Pomeas and Policy
Paper, No.6 May 2015, 1-11; Asef Bayat, The Arab Spring and its Surprises,
Forum 2013, Vol. 44, 2013, 587-601.
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sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis data. Etnografi
dalam disertasi ini dipakai bukan sebagai gaya bertutur ataupun
menulis analisis temuan lapangan. Itu hanya alat kerja riset untuk
menemukan benda-benda etnografis di kota Salatiga yang
menunjukkan bahwa kawasan tertentu telah diklaim dan dikuasai
oleh unit sosial tertentu. Misalnya institusi keagamaan seperti
Masjid, sekolah agama semacam TK, SD, SMP Islam terpadu,
pesantren, gereja, klenteng dan prasarana keagamaan lainnya.
Penanda batas-batas wilayah wilayah kota seperti gapura, pohon
perindang, marka jalan beserta warna merepresentasikan warna
partai politik tertentu. Institusi ekonomi seperti BMT dan unit-unit
bisnis filantrofis Islam. Benda-benda etnografi ini menjadi petunjuk
penting dalam memahami perkembangan Islamisme dan urbanisme.
Seperti dalam tradisi etnografi, pernak-pernik hidup masyarakat
memiliki makna khas dan keunikan dibalik realitas dan peristiwa
yang terjadi diantara mereka. Hal-hal inilah yang banyak dijelaskan
oleh para etnografer®? Dengan etnografi, saya mendalami apa
makna dibalik realitas modernisasi Salatiga. Bagaimana proses
pembangunan dan fungsi kawasan kota bagi unit-unit sosial yang
terlibat.Untuk menjaga objektivitas dan validitas data maka teknik
triangulasi digunakan dengan maksud untuk mengecek ulang apakah
informasi yang diterima objektif jika dibandingkan sumber lain agar
bisa ditemukan makna dari dalam. Karena penelitian ini di Jawa
tengah, ada peneliti yang mengingatkan masyarakat lokal disana
cenderung mengkonstruksi dan mereproduksi makna hidup dan
budaya kreatif, sehingga memiliki kearifan lokal tersendiri.?

212

Jim Thomas, Doing Critical Ethnography (California: SAGE Publications,
1993), 6.

““Misalnya masyarakat Islam Jawa desa Jatinom, Lihat, Irwan Abdullah,
Konstruksi dan Reproduksi kebudayaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006); Irwan
Abdullah, The Muslim Businessmen of Jatinom: Religious Reform and Economic
Modernization in a Central Javanese Town (Amsterdam: Universiteit van
Amsterdam, 1994), 139; Irwan Abdullah, lbnu Mujib, Muhammad Igbal Ahnaf
(eds.), Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global (Yogyakarta: Sekolah
Pascasarjana UGM, 2008), 444.
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Seluruh data penelitian lapangan yang dilakukan sejak Agustus
2012 hingga Mei 2018 ini dihimpun lewat dua cara. Pertama, studi
literatur dengan cara studi dokumentasi baik tertulis di dalam
dokumen dan online. Saya membaca dokumen primer bersifat resmi
yaitu terbitan DPP PKS hingga buku-buku ataupun literatur lain yang
menjadi referensi utama dalam sistem tarbiyah di tingkat halagah dan
liga. Kedua, riset lapangan dengan teknik wawancara tidak
terstruktur dan observasi. Saya mewawancarai hampir seluruh kader
PKS DPD Kota Salatiga dari angkatan pertama hingga terbaru.
Bahkan, seluruhnya kader yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota
Salatiga sejak 1999, 2004, 2009, dan 2014.

Untuk mengerti keadaan dan dinamika dalam Pemerintah Kota
Salatiga, saya juga mewawancarai Yuliyanto Walikota Salatiga
periode 2011-2016 dan 2017-2022, Fakrulroji Sekretaris Daerah
Kota Salatiga, Tokoh-tokoh umat beragama, dan Muh Haris Wakil
Walikota Salatiga periode 2011-2016 dan 2017-2022 dan Pengurus
DPP PKS, salah satu deklarator PKS tahun 1998, anggota Majelis
Syura PKS dan jabatan penting lainnya. Saya juga mewanwancarai
kader PKS DPD Kota Salatiga, misalnya Wanita PKS Salimah DPD
PKS Kota Salatiga, Kader-kader yang mendirikan dan mengelola
BMT di kota Salatiga. Saya juga mengikuti aktivisme Islam yang
dilakukan PKS seperti seminar ataupun pengajian yang
diselenggarakan termasuk berteman dan mengikuti aktivitas mereka
lewat media sosial Facebook dan WhatsApp. Banyak wawancara
dilakukan di rumah Murabbi ataupun Muttarabbi, para kader yang
masih aktif, mantan kader, caleg PKS dan juga simpatisan mereka.

Untuk mempertahankan objektivitas dan validitas data
sekaligus memperkaya perspektif data, penelitian ini melakukan
teknik triangulasi antara lain triangulasi sumber. Dengan itu, saya
mewawancarai sejumlah akademisi di UKSW Salatiga, IAIN
Salatiga. Peneliti dan tokoh LSM Kampung Percik, LSM Qaryah
Tayyibbah Kali Bening Salatiga, peneliti dari elSA Semarang. Data
politik Salatiga dari perspektif legislatif diperoleh dari anggota
DPRD Kota Salatiga. Dari Pemerintah Kota Salatiga diperoleh dari
birokrat Pemerintah Kota Salatiga terkait. Dinas Perindustrian dan
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Perdagangan, Koperasi, Pehubungan, Tata Ruang Kota, Kesbangpol,
Polres Kota Salatiga. Untuk memperkaya data sumber primer
Islamis, saya pergi ke penerbit Era Adicitra Intermadia di JL. Slamet
Riyadi Solo. Saya berdiskusi dengan Triuntoro manajer penerbit
tersebut milik dari Ustad Abdul Kharis kader PKS kini menjadi
anggota DPR RI dari Dapil Solo itu. Agar diperoleh materi-materi
halaqoh ataupun liqgo PKS. Triuntoro memperkenalkan “buku wajib
PKS.” Atas data primer inilah saya landaskan kerangka teoritis
gerakan-gerakan Islamis versi PKS di Indonesia.

Untuk memperkaya data mengenai perkembangan Kkota
Salatiga, dengan cara triangulasi sumber yang bersifat dokumentasi,
saya membaca sejumlah hasil-hasil penelitian lapangan yang
dilakukan di Salatiga. Antara lain dalam bentuk jurnal, skripsi,
prosising seminar dan buku-buku lainnya. Disamping itu, untuk
memperkaya data tentang dinamika politik lokal dan saya sengaja
berlangganan Harian Suara Merdeka sebagai koran terbesar di Jawa
Tengah di provinsi dimana lapangan penelitian ini berada sejak tahun
2013 hingga awal 2018. Di halaman 26 koran itubanyak berita
terkait. Saya juga mengikuti tulisan-tulisan dari reporter koran lokal
lainya disini seperti Radar Semarang, Harian Tujuh, cetak dan portal
online. Selain itu, saya juga mengunjungi kantor dan berbicara lama
dengan para komisioner KPU Kota Salatiga untuk memperoleh data
Pemilu Lokal tahun 1999, 2004, 2009, 20014 dan Pilkada 2011-2016
dan 2017-2022. Data ini penting untuk memperkaya informasi yang
tidak mungkin bisa didapatkan hanya lewat wawancara dan
observasi. Saya juga memperoleh data wawancara dengan
masyarakat Kristen dan Tionghoa Salatiga. Misalnya para pendeta
Kristen yang terlibat kontrak politik, Tim Kampanye, Donatur dan
jejaring parantara PKS.

Untuk memperpendek jarak dan waktu wawancara, saya
menghubungi sumber data lewat telepon, chatting di Facebook,
Whats App, dan SMS. Saya menggunakan wawancara nonterstruktur
atau terbuka dalam iklim wawancara mendalam. Misalnya
wawancara inbox masengger Facebook ketika mewawancarai
Assadullah Muntakhob. Saat itu, ia tinggal dan bekerja sebagai sopir
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Zaer Modern Tourism & Transfortation. CO Jeddah, Saudi Arabia.
Asad sangat penting karena ia adalah satu-satunya kader PKS yang
terpilih menjadi anggota DPRD Kota Salatiga dari PKS (bukan
perorangan karena sistem Pemilu saat itu) tahun 1999. Ketika
melakukan wawancara, saya juga menaruh perhatian kepada gestur
sumber data. Tujuannya agar bisa mempertimbangkan makna
tersembunyi yang sedang dibicarakan. Dalam situasi ini, intonasi
suara dan kemantapan ketika mengutarakan sesuatu termasuk
diperhatikan. Ini sebagai siasat karena tidak semua informasi diberi
gratis oleh sumber data, apalagi menyangkut “off the record”
kebijakan internal PKS. Secara teori etnografi, cara itu disebut
sebagai “watching closely”®* untuk memperhatikan orang yang
diwawancarai lebih dekat, misalnya gerakan fisik, gesture dan mimik
juga diperhatikan. Teknik ini membantu mendapatkan lebih banyak
data untuk mengkonfirmasi data dari internal PKS. Saya juga
memperhatikan gesture dan nada pernyataan-pernyataan serta situasi.
Harus diakui saya mengalami hambatan wawancara Kketika
menyangkut data internal PKS. Ada beberapa kader informan kunci
memberikan informasi resmi PKS misalnya dalam Falsafah
Perjuangan, AD/ART, dan Platform Kebijakan Pembangunan seperti
anjuran Hilmi Ketua Majelis Syuro PKS.?*®

Untuk melihat penguasaan dan batas-batas kepemilikan ruang
kota Salatiga, saya melakukan observasi ruang di kota Salatiga.
Misalnya, bentuk gapura jalan ataupun hiasan batu di sisi jalan
termasuk hewan peliharaan seperti anjing menjadi petunjuk kawasan
tersebut didominasi oleh kader dan jamaah PKS atau tidak. Seperti
diketahui anjing sangat diharamkan oleh kaum Islamis. Saya juga
melihat pola pewarnaan fasilitas publik dan jalan protokol, jalan
nasional, provinsi dan marka jalan termasuk penunjuk arah lalu lintas
seluruh kota, bahkan penempatan alat-alat peraga kampanye seperti
spanduk, poster dan brosur sebagai tanda dan cara mengklaim ruang
kota. Termasuk pula perbedaan bentuk masjid dan penamaannya.

2YChristena Nippert-Eng, Watching Closely: A Guide to Ethnographic
Observation (London: Unwin Hyman, 1984), 252.
®bid., Hilmi, Bekal, 34-35.
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Dalam studi  perkotaan dikenal “color codes,” untuk
mengekspresikan makna metaforis sesuatu. Kode ini bukan kode
warna biasa. Pilihan warna dan penempatan bermaksud ideologi,
figuratif dan assosiatif merepresentasikan kepetingan pemilik,
termasuk perilaku kultural dengan tujuan untuk mengklaim dan
menyampaikan pesan kepada orang lain yang mudah dilihat dari
benda-benda di ruang tertentu.”’® Benda-benda etnografis, seperti
yang dimaksud oleh “color codes” itu bisa memberitahukan siapa
penguasa setempat, bukan hanya sebagai ekspresi pandangan hidup
dan orientasi keberagamaan masyarakat lokal tertentu.”*’ Misalnya,
dimana basis konstituen dan jamaah PKS di kawasan pingggiran kota
Salatiga akan banyak ditemui nama masjid diawali dengan kata
Masjid Nurul Islam di Perumahan Griya Asri JI. Antasena V
Perumahan Warak Sidomukti tidak jauh dari Rumah Dwi Pujiono
Humas PKS DPD Kota Salatiga ataupun Masjid Nurul Iman di
kampung Warak Sidomukti basis konstituen PKS. Observasi seperti
ini berguna untuk mengembangkan pengamatan dan pemetaan
masyarakat politik PKS termasuk pemukiman masyarakat Kristen
dan Tionghoa Salatiga.

Untuk analisis data, saya menggunakan analisis dengan
paradigma taksonomi. Analisis taksonomi etnografi diartikan sebagai
strategi peneliti untuk mengklasifikasi bagaimana masyarakat
setempat hidup dalam budayanya dan menggunakannya dalam
aktivitas termasuk istilah-istilah bahasa yang digunakan dari
perspektif lokal sehingga jarak kultural tidak menjadi hambatan.?!®
Pada saat melakukan analisis data, pendapat dari peneliti lain turut
dipertimbangkan. Istilah analisis taksonomi hanya sebagai

*!%Charles A. Riley Il, Color Codes: Modern Theories of Color in Philosophy,
Painting andArchitecture, Literature, Music, and Psychology (London: University
Press of New England, 1995), 214.

2YContoh riset lapangan yang peka mengenai hal itu, Lihat, Irwan Abdullah,
Arti Simbolis Gunungan Kakung pada Upacara Garebeg: Suatu Kajian tentang
Pandangan Hidup Jawa (Yogyakarta: Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada,
1986).

*8Njira Reiss, Speech Act Taxonomy as a Tool for Ethnographic Description
(Amsterdam: John Benjamin Publishing, 1985), 26.
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pengklasifikasian peneliti terhadap konteks dan kultur kelompok
yang diteliti. Hasil taksonomi ialah pengkategorian data temuan yang
dibuat menjadi judul bab, sub bab dan poin-poin selanjutnya.
Misalnya BMT bagi kader PKS diyakini sebagai ladang dakwah.
Data ini dimasukkan ke dalam domain ekonomi-politik yakni
mobilisasi filontropi Islam untuk politik.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan terdiri dari lima bab. Bab | menjelaskan
pendahuluan. Disini ditampilkan landasan teoritis dengan cara
melakukan revisi toeri Islamisme dalam dunia kontemporer. Di
siniditonjolkan urbanitas gerakan politik Islamis yang belum banyak
dilakukan peneliti lain dan mendedahkan teori-teori gerakan sosial
agar lebih kontekstual dengan lokus penelitian di kawasan urban
Indonesia. Disini juga dijelaskan toeri studi perkotaan. Namun
karena terbilang baru dalam studi Islam, saya lebih banyak
menampakkan kelebihan pendekatannya. Penjelasan teori-teori ini
berguna sebagai modeling realitas, perilaku aktor yang akan
digunakan untuk menganalisis data dan informasi lapangan sehingga
kesimpulan akan terbangun berdasarkan konstruksi realitas. Disini
juga dijelaskan cara kerja lapangan. Dari bab ini diperoleh kerangka
teori studi Islam yang dipakai mengkaji perkembangan Islamisme
dan urbanisasi.

Bab 1l merupakan penjelasan pentingnya mengkaji kawasan
dalam gerakan sosial. Kawasan terjadinya gerakan politik kaum
urban ialah sesuatu yang penting namun masih dilalaikan dalam
kajian gerakan-gerakan Islamis. Bab ini mempunyai dua fungsi yakni
menunjukkan sejarah perkembangan dan pembagian kawasan kota
dengan Salatiga sebagai contoh juga hendak menunjukkan
bagaimana konteks dan kultur kaum urban mampu memaksa
gerakan-gerakan Islam agar bisa diterima masyarakat. Darisini
diperoleh pengetahuan bagaimana kompetisi kaum urban yang saling
merebut ruang kota di Indonesia untuk kepentingan kaumnya sendiri
sebagai prioritas utama bukan untuk perkembangan dan
pembangunan kota tersebut, meskipun ada dampaknya kesana.
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Bab Il membahas keterlibatan gerakan-gerakan Islam dilihat
sebagai bagian dari gerakan politik masyarakat urban yang terlibat
dalam kontestasi politik lokal di Indonesia. Ada bukti-bukti empiris
kemenangan elektoral PKS di Indonesia, sebagai kekuatan politik
barunyadi kawasan urban. Namun di bab ini juga akan ditunjukkan
bahwa kemenangan itumerupakan kontribusi dari jejaring luarnya.
Darisini diperoleh pengetahuan bagaimana demokrasi dan sistem
politik di Indonesia membuka peluang bagi gerakan-gerakan Islamis
untuk meraih tujuan. Tetapi karena mereka lemah maka gerakan-
gerakan Islamis terpaksa melibatkan modal asing namun pemodal
asin itu memiliki kepentingan berbeda.

Bab IV membahas masalah-masalah antar unit-unit sosial
masyarakat kota. Realitas itu mempengaruhi strategi masing-masing
menghadapi politik lokal dan perkembangan kota, misalnya dengan
cara membentuk aliansi bersama. Artinya, baik Islamis, Kristen dan
Tionghoa di kawasan urban tidak pernah bebas dari perseteruan
kepentingan. Situasi itulah sebagai faktor pertimbangan pelaksanaan
politik lokal di ruang urban. Di sisi lain, aliansi juga menunjukkan
bahwa kaum Islamis tengah mengalami dilema finansial dan sumber
daya manusia secara internal. Darisini didapatkan pengetahuan
bagaimana kaum Islamis memanfaatkan konteks dan kultur
masyarakat urban Indonesia untuk kepentingan. Dari sini juga
diperoleh pengetahuan tentang kontribusi kapital ekonomi dan
sumberdaya Kristen dan Tionghoa terhadap perkembangan
Islamisme dan kota. Aliansi tidak bisa dibaca semakin terbukanya
kaum Islamis terhadap yang lain.Tetapi, ini menunjukkan kelemahan
gerakan-gerakan Islamis, stagnannya proses kaderisasi dan tanda-
tanda kegagalan implementasi Islamisme. Bab V ialah simpulan atas
temuan-temuan penelitian, implikasi praktis dan rekomendasi
penelitian lanjutan, serta sumbangan teoritis disertasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Disertasi ini menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan penelitian di dalam rumusan masalah
berdasarkan temuan-temuan empiris. Pertama, PKS melakukan
aliansi dengan masyarakat Kristen dan Tionghoa meskipun keduanya
dianggap “musuh” secara ideologi. Aliansi bersama dilakukan dalam
banyak wujud. Antara lainkontrak politik, donatur biaya kampanye,
biaya aktivisme Islam seperti filantropis Islam khususnya BMT,
Caleg, Tim Kampanye Pileg dan Pilkada, pengacara sengketa
Pilkada, jejaring perantara politik, Paguyuban Sosial Masyarakat
Tionghoa menyatakan dukungan politik kepada PKS dan kandidat
yang diusung oleh PKS di Pilkada secara terbuka ke publik. Aliansi
dilakukan sebagai strategi untuk memenangkan kursi DPRD dan
jabatan Walikota maupunWakil Walikota Salatiga. Ditemukan
bahwa alasan-alasan yang lebih realistis dibalik aliansi tersebut
karena PKS mengalami masalah keuangan, sumber daya manusia
dan sempitnya margin masyarakat politiknya pada saat mengikuti
kontestasi politik lokal, yakni Pileg, Pilkada, maupun dalam
melaksanaan aktivisme Islamis secara lebih luas dan masif.

Ada sejumlah temuan yang memperlihatkan masalah-masalah
gerakan-gerakan Islamis di Indonesia. Sesungguhnya hal-hal itu telah
lama disadari oleh sejumlah kader inti PKS. Sebagai contoh, lewat
keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Hilmi, Hidayat,
Zulkieflimansyah, Supendi, Fahri, dan Sitaresmi dalam berbagai
kesempatan tampak jelas ada persoalan-persoalan ekonomi dan
sumberdaya internal yang mereka hadapi sejak awal kemunculannya
sebagai gerakan tarbiyah hingga menjadi partai politik seperti
sekarang ini. Demikian pula di aras lokal, masalah-masalah gerakan-
gerakan Islamis di kota Salatiga juga terjadi.

Karena mengahadapi masalah lemahnya finansial PKS di
Salatigamaka PKS memobilisasi filantropi Islam dari masyarakat
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ekonomi kelas menengah ke bawah lewat amal usaha BMT yang
dikelola kader PKS di Salatiga. Dana-dana anggota yang terkumpul
seharusnya untuk pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi
untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil
dengan sistem Syari’ah justru dipakai untuk membiayai kampanye
politik Caleg internal. PKS juga memobilisasi filantropi Islam dari
jejaring Islamis global, antara lain dari yayasan sosial Qatar
Foundation yang bermarkas di Doha, Qatar, organisasi kemanusiaan
dan kedermawanan Emirated Red Crescent yang bermarkas di Abu
Dhabi Uni Emirat Arab, dana sosiasi pemuda-pemudi Muslim dunia
Word Assembly of Muslims Youth bermarkas di Riyadh, Arab
Saudi. Karena sedang mengahadapi masalah lemahnya jejaring PKS
di Salatiga ke dalam organisasi masyarakat Islam setempat, PKS juga
membangun jejaring kerjasama dengan sesama gerakan-gerakan
Islamis lokal seperti Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) Perwakilan
Salatiga, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Cabang Salatiga,
bahkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Cabang Salatiga untuk
dimobilisasi dalam keperluan Pileg dan Pilkada.

Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari mobilisasi
jejaring Islamis Salatiga tersebut. Pertama, PKS memang ialah Islam
transnasional di Indonesia. Kedua, PKS juga merupakan bagian inti
dari jejaring Islamis untuk penyebaran Wahabi di Indonesia. Ketiga,
ketika PKS membuka diri terhadap peran-peran kapital ekonomi dan
kapital sumberdaya masyarakat Kristen, Tionghoa, jejaring Islamis
transnasional dan lokal tersebut memperlihatkan bahwa gerakan-
gerakan Islamis sangat terbuka terhadap keterlibatan klientelisme,
kapitalisme, dan bahkan terbuka dengan masyarakat yang memiliki
ideologi berseberangan. Namun perlu ditegaskan, keterbukaan itu
cenderung karena gerakan-gerakan Islamis berada di tengah kondisi
finansial dan sumberdaya manusia yang bermasalah ketika
berpartisipasi dalam sistem demokrasi di satu negara. Hal itu terjadi
belum karena pergeseran ideologi Islamisme ke Pos-islamisme.
Dengan kata lain, fakta di lapangan menunjukkan tidak ada sama
sekali korelasi antara aliansi bersama antara kaum Islamis, Kristen
dan Tionghoa dengan pergeseran ideologi gerakan-gerakan Islamis.
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Justru yang terjadi di lapangan, aliansi antar kelompok sosial dalam
politik lokal ialah merupakan fakta kemenangan modal dari kaum
kapitalis dalam proses demokratisasi Indonesia.

Fakta yang ditemukan ini memberikan pengetahuan baru
tentang perkembangan Islamisme di dunia kontemporer. Jika
gerakan-gerakan Islamis semakin terlibat dalam sistem demokrasi di
satu negara, demikian halnya dalam politik lokal, ataupun jika kaum
Islamis semakin agresif dalam menjalankan ataupun mempeluas daya
jangkau aktivisme Islamis maka semakin teridentifikasi kelemahan-
kelemahan ekonomi dan sumber daya manusia di lingkup
inetrnalnya.  Kelemahan-kelemahan  kaum  Islamis  ketika
berpartisipasi dalam sistem demokrasi menjadi pintu masuk bagi
peran-peran kapital ekonomi dan sumberdaya masyarakat lain,
misalnya Kristen dan Tionghoa, ke dalam gerakan-gerakan Islamis.

Kedua, maksud-maksud terjadinya aliansi bersama PKS,
Kristen dan Tionghoa cenderung sebagai strategi aliansi ekonomi-
politik untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup kader PKS
dan untuk menjaga keberlangsungan hidup partai sebagai prioritas
politik secara utama. Meskipun bisa juga dikatakan, aliansi tersebut
juga memiliki impak kepada kesejahteraan masyarakat Islam Salatiga
lain dalam porsi yang tidak terlalu besar. Maksud yang sama juga
terjadi di kalangan Kristen dan Tionghoa, mereka menggunakan
aliansi cenderung untuk mempertahankan status quo. Aliansi antara
PKS, Kristen dan Tionghoa di Salatiga ini memperlihatkan bahwa
gerakan-gerakan Islamis memanfaatkan aliansi sebagai strategi
politik jangka pendek di Indonesia. Ataupun bisa dikatakan, aliansi
hanya strategi modus vivandi. Modus Vivendi adalah persetujuan
sementara antara kedua belah pihak yang bersengketa. Persetujuan
ini dilakukan sampai adanya persetujuan baru yang pasti dan
permanen. Modus vivendi biasanya dibuat dengan cara yang
informal dan tidak membutuhkan ratifikasi.* Modus itu terlihat jelas

'Modus vivendi menjadi hal yang rasional untuk dilakukan oleh kedua belah
pihak yang bersengketa jika terjadi kondisi: situasi saat itu menunjukkan
adanya keseimbangan kekuasaan; tidak dapat dipastikan bahwa pada masa depan
tidak ada pihak yang mendominasi pihak lain; ketika situasi di salah satu pihak
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ketika mengingat kembali temuan tentang masalah-masalah Islamis,
Kristen dan Tionghoa yang diuraikan pada bab 3.

Dengan melihat skala prioritas politik PKS itu, maka disertasi
ini menyimpulkan bahwa aliansi merupakan strategi ekonomi-politik
untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup kader PKS dan untuk
menjaga keberlangsungan hidup partai dalam sifat modus vivandi
politik tersebut. Kesimpulan ini menunjukkan adanya praksis
penyimpangan dalam implementasi Islamisme (untuk menghindari
kata “kegagalan” Islamisme). Mengapa, karena prioritas dan modus
politik PKS itu tidak sama dengan falsafah dasar perjuangan dan
platform kebijakan pembangunan PKS. Disana dituliskan bahwa
PKS sebagai kelompok sosial dan partai politik menjadikan Islam
sebagai agidah dan asas ideologi merupakan bagian dari tugas
dakwah untuk kemaslahatan umat. PKS didirikan untuk
memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.? Prioritas
itu berbeda pula dengan penjelasan Hidayat. la menyatakan bahwa
kepemimpinan nasional dalam perspektif PKS adalah kepemimpinan
yang lebih memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, dakwah
Islam dan bangsa Indonesia.® Prioritas politik itu juga bersisian
dengan pernyataan resmi kelembagaan PKS. la menyatakan PKS
sebagai partai yang akan terus mengkritisi pemerintah guna
memberikan perhatian dan kepedulian penuh kepada masyarakat luas
terutama yang selama ini belum sejahtera dan tidak mendapatkan
keadilan.* Prioritas politik itu kontras pula dengan penjelasan dari
sejumlah kader PKS. Misalnya Giyanto dan Gunawan kader PKS

terlihat begitu ofensif ingin menyerang, pihak lain mencoba kemungkinan untuk
melawan dominasi tersebut dengan melakukan perjanjian sementara. Lihat, Victoria
Davion, Clark Wolf, The Idea of a Political Liberalism: Essays on Rawls Studies in
Social, Political, and Legal Philosophy (Maryland: Rowman & Littlefield
Publishers, Inc., 1999), 224.

’|bid.,Majelis Pertimbangan Pusat, Memperjuangkan, 32-33; Hilmi
Aminuddin, Menegakkan Kepemimpinan Dakwah (Jakarta: Bidang Arsip & Sejarah
Sekretariat Jenderal DPP PKS, 2012), 115.

*M. Hidayat Nur Hahid, Mengelola Masa Transisi Menuju Masyarakat
Madani (Bandung: Fikri Publishing, 2004), 171.

“Tim Syamil, Prestasi Emas: Partai Keadilan Sejahtera (Bandung: Syamil
Cipta Media, 2003), 51.
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dari Halmahera Maluku Utara menyatakan bahwa citra gerakan
dakwah Islamiyah yang diusung PKS dengan menerjunkan kader
pusat maupun daerah secara langsung di tengah masyarakat untuk
memimpin perjuangan kesejahteraan semua golongan masyarakat.’
Hepi Andi Bastoni kader PKS Bogor, mantan redaktur pelaksana
Majalah Sabili tahun 2000-2007 dan Humas Ikatan Dai Indonesia
(IKADI) Kota Bogor mengatakan, PKS hadir di Indonesia
dimaksudkan sebagai penjaga nurani rakyat dan pembela publik
sebagai responnya terhadap masalah-masalah sosial.® Lalu, Sumarno
kader PKS Kota Depok, kader-kader PKS sebagai Walikota dan
Wakil Walikota di Indonesia meskipun sangat ketat mengusung
simbol-simbol Islam tetapi bisa tampil sejuk dan berpihak kepada
kebaikan semua orang.’

Ada temuan-temuan lapangan yang memperlihatkan alasan-
alasan yang lebih realistis dibalik maksud-maksud aliansi kaum
Islamis, Kristen dan Tionghoa tersebut sebagai strategi aliansi
ekonomi-politik. Pertama, aliansi dilakukan karena kader internal
PKS tidak memiliki popularitas dan ketokohan yang kuat serta laku
untuk dipasarkan ke hadapan masayarakat Salatiga. Dengan kata
lain, PKS mengalami masalah sistem kaderisasi dan tarbiyah. Kader
internal yang diproduksi sistem itu belum mampu mereproduksi
tokoh urban sebagai panutan publik yang mudah diterima secara
masif dan oleh seluruh kalangan. Kedua, aliansi dilakukan cenderung
untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup kader PKS, menjaga
keberlangsungan hidup partai dan dalam upaya politik untuk
kesejahteraan masyarakat Islam Salatiga.

Disertasi ini bisa memperlihatkan fakta untuk yang pertama.
Misalnya untuk mengikuti Pileg DPRD Kota SalatigaPKS
mengajukan 13 Caleg nonkader dari 25 Caleg yang ada untuk maju
dalam Pileg tahun 2014. Temuan ini memperlihatkan bahwa 52%

*Arif Giyanto, Budi Gunawan, Bertaruh Citra Dakwah: Membedah Kritis
Friksi Muhammadiyah-PKS (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2007), 117.

®Hepi Andi Bastoni, Penjaga Nurani Dewan: Lebih dekat dengan 45 Anggota
DPR-RI Fraksi PKS (Bandung: Pustaka al-Bustan, 2006), 279.

"Sumarno, Drama Politik Pilkada Depok (Bandung: Harakatuna, 2006), 56.
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Caleg PKS datang dari sumberdaya manusia eksternal. Jauh sebelum
itu, PKS Salatiga pernah mengajukan dan mendukung tokoh
Tionghoa muda Salatiga yaitu Chang | Posebagai Caleg DPRD
Provinsi Jawa Tengah periode 2004-2009.PKS juga mendukungnya
kembali secagai Caleg DPD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-
2014, meskipun Chang | Po tidak pernah menang dalam dua
kompetisi itu. PKS Salatiga juga mengajukan tokoh wanita NU, juga
anak dan cucu dari tokoh NU Salatiga yakni Septa Maya Hadi
sebagai Caleg DPRD Kota Salatigapada Pileg periode 2009-2014
dan 2014-2019. PKS juga pernah mengajukan kader PDIP DPC Kota
Salatiga yakni Suhadi sebagai Caleg DPRD Kota Salatiga pada Pileg
periode 2009-2014. Saat ini, kedua Caleg non kader PKS itu sudah
menarik diri dari aktivisme politik dan seluruh kegiatan dakwah PKS
di Salatiga. Bukan hanya itu saja, Titik Anggraeni, S,Pd yang saat ini
sebagai Sekretaris Umum PKS DPD Kota Salatiga adalah kader
Muhammadiyah dari Malang. Bahkan, sejumlah elite PD
Muhammadiyah Kota Salatiga memberikan dukungan kepada Muh
Haris pada Pilkada periode 2017-2022 karena mereka membutuhkan
dukungan finansial untuk pengembangan amal usaha pendidikan
dasar, tinggi sebagai dakwah di Salatiga, sama halnya dengan elite
NU, ataupun MTA Perwakilan Salatiga, LDIl Cabang Salatiga, dan
HTI Cabang Salatiga.

Disertasi ini bisa memperlihatkan fakta untuk yang kedua.
Keadaan perekonomian kader, jamaah dan masyarakat politik PKS
berada di tingkat menengah ke bawah. Bahkan, masyarakat Islam
kota Salatiga pada umumnya, yang semestinya menjadi basis dan
target utama pemilih PKS, mengahadapi permasalahan-permasalahan
ekonomi kota yang menghimpit. Dengan menyadari situasi dan
kondisi di kalangan internal tersebut maka PKS melibatkan
masyarakat Kristen dan Tionghoa Salatiga untuk membantu biaya
aktivisme Islam, seperti dana awal pendirian dan pengembangan
BMT yang dikelola oleh kader inti PKS Salatiga. PKS menerima
peran-peran penting dari orang-orang Kristen dan Tionghoa sebagai
jejaring perantara dalam Pileg periode 2009-2014 dan 2014-2019
maupun Pilkada Kota Salatiga periode 2011-2016 dan 2017-2022.
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Mereka berperan penting sebagai tim kampanye resmi, tim sukses,
koordinator lapangan tidak resmi di seluruh Dapil Caleg PKS dalam
menghadapi Pileg, maupun sebagai donatur biaya kampanye Pilkada.

Rendahnya tingkat kesejahteraan hidup kader PKS Salatiga
dan masyarakat Islam pada umumnya ialah fakta. Ini bisa dilihat dari
data industri. Sebanyak 60% Pendapatan Asli Daerah (PAD) industri
Salatiga diperoleh dari kelompok industri menengah dan ke atas yang
pada umumnya dimiliki olehpengusaha dari masyarakat Tionghoa
dan Kristen. Sedangkan kelompok industri dan usaha kecil yang
umumnya milik masyarakat Islam hanya menyumbang 5%. Hal itu
karena 70% penguasaan niaga dan industri modern ada di tangan
Tionghoa dan Kristen. Fakta ini berkorelasi sebab akibat dari sejarah
kapitalisasi ruang kota Salatiga.

Bab 2 sebelumnya telah menyajikan fakta historis
perkembangan kota Salatiga. Proses sejarah kapitalisasi ruang kota
oleh seluruh entitas warga kota lebih banyak melemahkan ekonomi
masyarakat Islam. Realitas Kkapitalisasi ruang urban Salatiga,
disamping menyebabkan perubahan sosial maupun pertumbuhan
ekonomi yang lebih cepat, tetapi juga berdampak pada penyaringan
warga kota yang berhak mendiami satu kawasan di Salatiga sejak
zaman Kolonial, Jepang hingga hari ini.Inilah proses kapitalisasi
ruang Salatiga sejak zaman kolonial hingga sekarang. Bab 3 telah
menampilkan fakta bahwa di awal kemunculan gerakan-gerakan
Islamis di Salatiga. Di sana terlihat bahwa seluruh tokoh utama PKS,
kader PKS dan Caleg internal PKS ketika pertama sekali ikut dalam
Pileg tahun 1999 memang lahir dan tersebar di Salatiga, namun
terlokalisir di kawasan urban pinggiran yakni Kecamatan Tingkir,
dimana dahulu Belanda dan Jepang menempatkan masyarakat Islam
tinggal di sana.

Pada saat Belanda hadir di Salatiga, ialebih berpihak kepada
Kristen dan Tionghoa. Lewat kekuasaan politik negara, ia melakukan
politik segregasi dalam penataan ruang kota dan manajemen rasisme
sosial-politik di Salatiga. Akibatnya, kedua komunitas itu umumnya
tinggal di pusat-pusat kota, yakni di kecamatan Sidomukti dan
kecamatan Sidorejo. Sementara hal itu berdampak buruk bagi
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masyarakat Islam. Mereka menjadi tersingkir ke kawasan pinggir
kota di kecamatan Argomulyo dan Tingkir. Memang, pada masa
pendudukan Jepang di Salatiga, ia lebih berpihak kepada Islam.
Namun bala tentara Jepang hanya memobilisasi dan mengendalikan
masyarakat Islam Salatiga untuk membantu administrasi kantor-
kantor pemerintahan sementara, itupun hanya untuk tujuan perang
Jepang. Apalagi, Belanda pernah berkuasa kembali di Salatiga yang
kemudian kembali merugikan kehidupan masyarakat Islam.
Lagipula, penguasa Nippon itu tidak pernah memindahkan tempat
tinggal Muslim dari pinggir kota ke pusat-pusat strategis kota. la
tidak mendistribusikan masyarakat Islam untuk menduduki pusat-
pusat kota Salatiga ataupun memberikan keistimewaan tersendiri
bagi elite Islam yang lebih luas dan masif untuk memegang jabatan
strategis yang terkait dengan ekonomi.

Dilihat dari letak geografis dan estimasi nilai ekonomi lahan
kota, kawasan pinggir kota, yakni kecamatan Argomulyo dan Tingkir
memiliki estimasi nilai aset dan kapital keruangan yang rendah nilai
jualnya. Kawasan urban pinggiran yang banyak ditinggali
masyarakat politik PKS nilai keekonomiannya jauh lebih rendah jika
dibandingkan dengan kawasan pemukiman dan perniagaan yang
dihuni oleh masyarakat Kristen dan Tionghoa. Antara lain di pusat
bisnis sepanjang jalan Sudirman, Sidomukti dan pusat pemerintah
sepanjang jalan Sukowati, Sidomukti demikian juga Sidorejo yang
masih berbatasan langsung dengan kedua kawasan bisnis dan
pemerintahan Salatiga. Seluruh kawasan strategis ini pada umumnya
ditempati oleh masyarakat Kristen dan Tionghoa sejak zaman
Belanda dan Jepang, bahkan hingga sekarang. Mengingat estimasi
nilai aset dan kapital keruangan yang rendah nilai jualnya itu, maka
PKS memilih strategi aliansi ekonomi-politik dengan Kristen dan
Tionghoa. Tujuannya ialah untuk memanfaatkan mereka sebagai
jejaring perantara agar terbuka peluang dan akses ke dalam lingkaran
kapitalisme Kristen dan Tionghoa. Selain itu, agar kader PKS bisa
ikut untuk mengakses sumber-sumber ekonomi di pusat kota, Dan
yang tidak kalah penting ialah strategi aliansi ekonomi-politik
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menjadi instrumen untuk terus menerus bisa menginfus pengaruh
Islamisme ke jantung urban Salatiga.

Fakta yang ditemukan itu memberikan pengetahuan baru
tentang perkembangan Islamisme dan urbanisme di dunia
kontemporer. Jika terjadi masalah-masalah ekonomi yang kritis, dan
minimnya sumber daya manusia gerakan-gerakan Islamis ketika
terlibat sistem demokrasi dalam satu negara, khususnya dalam
mengikuti kontestasi politik lokal maka Islamisme akan terbuka
dengan ideologi atau sistem apapun termasuk kapitalisme. Jika kaum
Islamisbisa memilik kekuasaan legislatif dan eksekutif, yang mana
dengan kekuasaaan itu mereka memimpin pemerintahan dan
berupaya untuk mengembangkan kota dan mensejahterakan
jamaahnya dimana mereka memimpin, namun mereka lemah secara
ekonomi dan sumberdaya, maka mereka akan menggunakan strategi
aliansi ekonomi-politik dengan kelompok masyarakat manapun
untuk membantu mereka, bahkan meskipun masyarakat itu adalah
musuh secara ideologis.

Ketiga, situasi dan kondisi sosial di kawasan urban Salatiga
yang terjadi sejak tahun 1999 hingga 2018, disertasi ini
memaknainya sebagai konteks dan kultur masyarakat urban Salatiga
Jawa Tengah,sangat menentukan stategi aliansi ekonomi-politik
antara PKS, Kristen dan Tionghoa Salatiga. Dalam kurun waktu itu,
ketiga unit-unit sosial masyarakat urban Salatiga ini mengalami
masalah-masalah, disertasi ini menyebutnya masalah urban Islamis,
Kristen dan “Cina” Salatiga, yang belum terselesaikan secara tuntas.
Sejumlah masalah urban Salatiga itu ada dalam hal relasi sosial,
ketimpangan ekonomi-politik, kebebasan ekspresi beragama dan
berbudaya sebagai manifestasi pergumulan hidup masyarakat urban
sudah terjadi sejak zaman Belanda, Jepang hingga kini. Politik
segregasi penataan ruang urban dan manajemen rasisme politik
ciptaan kolonialis Belanda dan Jepang itu dampaknya masih terasa
hingga sekarang. Masalah-masalah urban itu semakin mengemuka
dalam dinamika politik lokal. Ditemukan bahwa faktor utama yang
menyebabkan masalah urban Salatiga itu, satu sisi ialah karena ruang
kota Salatiga sangat terbatas. Salatiga ialah kota kecil di Jawa
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Tengah. Sisi lain, itu terjadi karena dampak dari ledakan urbanisasi
yang kian cepat dan belum tertangani oleh Pemerintah Kota,
sehingga kawasan kota menjadi ruang kapitalisme bukanlah atau
tipis sekali korelasinya dengan substansi politik lokal.

Masalah urban Salatiga, jika dilihat dari momentum kehadiran
politik lokal maka entitas warga kota yang ada tidak lagi memaknai
kawasan urban sebagai wilayah administrasi dan pemukiman saja.
Tetapi, seluruh entitas warga kota cenderung memposisikan kawasan
urban sebagai momentum untuk saling berebut keuntungan kapital
ekonomi-politik. Setiap hari, terlebih lagi di setiap momentum politik
lokal, pada umumnya warga kota Salatiga berupaya untuk saling
mengkapitaliasi ruang kota demi kepentingan kelompok masing-
masing walaupun belum sampai kepada aksi kekerasan dan konflik
berdarah. Meskipun demikian, karena ketiganya menyadari dan
sama-sama mengalami masalah urban justru terlihat juga sisi-sisi
positifnya. Ini memaksa setiap masyarakat urban Salatiga, ketika
mencoba untuk mengkapitalisasi ruang kota, membentuk ulang
strategi masing-masing, salah satunya dengan cara aliansi.

Hadirnya musim pesta politik lokal seperti Pileg dan Pilkada
menjadi kanal perseteruan antar entitas warga kota Salatiga. Politik
lokal, oleh entitas warga kota Salatiga yang ada, menjadi turnamen
politik sekaligus sebagai arena permainan untuk saling berebut
pengaruh dan dukungan serta legitimasi negara. Mereka menciptakan
game bersama untuk memuluskan kepentingan masing-masing.
Politik lokal diperlukan oleh masyarakat dalam rangka menguasai
ruang kota dan sumber-sumber ekonomi di dalamnya. Fenomena
aliansi politik lokal tersebut, dalam derajat tertentu, memang
memperlihatkan keterbukaan dan inklusivitas relasional antara kaum
Islamis, Kristen dan Tionghoa. Tetapi, itu cenderung dalam rangka
memuluskan strategi aliansi ekonomi-politik temporer saja, karena
ada tujuan untuk saling membagi fungsi lahan kota untuk
kepentingan yang tidak tertulis.

Fakta yang ditemukan ini memberikan pengetahuan baru
tentang perkembangan Islamisme dan urbanisme di dunia
kontemporer. Jika tersedia peluang politik yang diciptakan oleh
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sistem demokrasi dan politik lokal di satu negara maka masalah-
masalah urban setempat yang dialami oleh kaum Islamis, Kristen dan
Tionghoa akan menjadi kanal perseteruan kepentingan ekonomi-
politik legal yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Sebaliknya,
jika negara mampu menciptakan sistem demokrasi dan politik lokal
legal untuk menjamin dan melindungi kepentingan ekonomi-politik
kaum Islamis, Kristen dan Tionghoa maka akan selalu ada pengaruh
posistif terhadap perkembangan kota dan modernisasi kawasan
urban.

Keempat, berdasarkan temuan-temuan maka perkembangan
Islamisme kontemporer masih cenderung bergantung kepada
keterbukaan dan inklusivitas relasionalnya dengan kelompok-
kelompok masyarakat mapan dan kuat secara ekonomi maupun
sumberdaya manusia. Meskipun kelompok-kelompok itu adalah
“musuh” ideologis. Sebaliknya, kelanggengan ataupun kemapanan
kapitalisme selain bergantung kepada relasi kuasa dengan negara,
juga bergantung kepada relasi ekonomi-politik  dengan
perkembangan gerakan-gerakan Islamis. Bagaimanapun,
kemenangan elektoral yang dicapai PKS mendudukan kadernya di
jabatan struktural negara, baik itu sebagai anggota DPRD maupun
sebagai Wakil Walikota Salatiga, memberikan mereka tugas, hak dan
kewenangan politik dijamin dan dilindungi oleh aturan negara. Itu
mereka gunakan untuk mengembangkan Islamisme dan membagi-
bagi ataupun menata perkembangan kota dengan pendekatan politik,
birokratis dan teknis. Artinya, ada relasi saling bergantung antara
Islamisme dan urbanisme.

Disertasi ini melihat fakta kesaling-tergantungan Islamisme
dan urbanisme dari dua sisi, yakni kontestasi politik lokal dan situasi
perkembangan kota. Jika Bubalo, Fealy, Mason menemukan
demokrasi berhasil menormalisasi Islamisme.® Fealy menemukan

®Normalisasi menurut Bubalo, Fealy, Mason sebuah proses yang melalui jalan
Islamis menjadi anggota yang menyatu dengan system politik, membangun
kepemimpinan dan struktur partai yang lebih transparan dan memperluas basis
keanggotaan mereka. Dengan kata lain, konteks politik membentuk respon Islamis,
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demokrasi mampu menjinakkan Islamisme.” Permata menemukan
partisipasi demokrasi mampu mengintitusionalisasi PKS. Fiman
menemukan PKS mampu mengonsolidasi kelembagaan partai dan
mempertahankan soliditas, seperti yang telah disebutkan di bagian
awal disertasi ini. Untuk memperluas temuan mereka, saya
menemukan konteks dan kultur masyarakat urban memiliki
mekanisme sendiri untuk menghadang implementasi Islamisme
secara ketat dan militan. Aliansi ekonomi-politik kaum Islamis
bersama dengan Kristen dan Tionghoa justru menyebabkan
Islamisme semakin sulit diimplementasikan secara militan.Aliansi
juga menjadi perangkap bagi agresifitas Islamisme di lingkungan
masyarakat urban. Karena aliansi dalam derajat tertentu amemiliki
konsekuensi ekonomi-politik yang justru saling mengunci dominasi
masing-masing. Akan tetapi, tugas, hak dan kewenangan politik
gerakan-gerakan Islamis yang dijamin dan dilindungi oleh aturan
Negara bagaimanapun tetap bisa dilihat memiliki kontribusi untuk
pertumbuhan ekonomi kota. Walaupun,kaum Islamis tidak pernah
bisa membersihkan parksis klientelisme untuk memenangkan suara
elektoral dalam politik lokal. Bahkan, kaum Islamis justru memiliki
andil untuk melestarikan sistem kapitalisme dalam upaya
melaksanakan aktivisme Islamis dan ketika berupaya untuk
memodernisasi kota sebagai bagian dari tugas, hak dan kewenangan
politik. Jadi, kapitalisme justru mendapatkan lahan subur untuk
mempertahankan status quodi dalam Islamisme. Islamisme
memerlukan bantuan kapitalisme untuk bertahan hidup dan
memperluas jangkauan aktivisme Islamis di kawasan urban.
Akhirnya, disertasi ini menyimpulkan bahwa kecenderungan
yang terjadi di dalam relasi antara politik lokal dan proses
perkembangan kota ada di dalam fenomena mobilisasi kaum urban

bagaimana cara dan kondisi yang membuat partisipasi dalam politik demokratis
menormalisasi Islamis. 1bid., Bubalo, Fealy, Mason, Zealous, 17.

9Greg Fealy, “Can Indonesian Democracy Tame Radical Islamism?,” dalam
Arnaud de Borchgrave, Thomas Sanderson and David Gordon (eds.), Conflict,
Community and Criminality in Southeast Asia and Australia: Assessment from the
Field (Washington DC: Center for Strategic and International Relations, 2009), 15-
19.
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untuk gerakan politik masih dalam rangka untuk mengejar
keuntungan-keuntungan kapital. Untuk melegalisasi tujuan tersebut,
dan di dorong oleh masalah-masalah urban yang dihadapi, maka
dirasionalisasilah aliansi bersama, seperti yang diperlihatkan PKS,
Kristen dan Tionghoa Salatiga. Namun perlu dipertegas,aliansi
ekonomi-politik hanya bersifat turnamen politik semata. Karena studi
Salatiga memperlihatkan bahwa dari perhelatan Pileg ke Pileg
lainnya, ataupun dari Pilkada ke Pilkada kerjasama antar unit-unit
sosial masyarakat urban Salatiga selalu berubah-ubah. Dengan kata
lain, gerakan politik masyarakat urban dalam politik belum dapat
dikatakan dalam rangka partisipasi masyarakat untuk konsolidasi
demokrasi Indonesia, tetapi justru terlihat sebagai kebangkitan dan
kemenangan kaum bermodal. Oleh sebab itu, disertasi ini
menemukan relasi Islamisme dan urbanisme. Relasi itu tampak kasat
mata ketika gerakan-gerakan Islamis terlibat dalam sistem demokrasi
di Indonesia lewat politik lokal, yakni Pileg dan Pilkada. Hasil dari
keterlibatan itu, Islamisme meraih kemenangan elektoral.
Kemenangan itu memberikan kaum Islamis kekuasaan Legislatif dan
Ekseskutif yang legal yaitu ketika kader-kadernya terpilih menjadi
DPRD dan Wakil Walikota. Kekuasaan itulah yang memberikan
payung hukum negara bagi kaum Islamis ikut menentukan proses
dan arah pembagian kawasan urban yang menguntungkan mereka.
Bagaimanapun, kehadiran Islamisme tidak bisa dipungkiri
berdampak pada perkembangan kota meskipun tetap dalam proses.

B. Saran: Implikasi Praktis dan Rekomendasi Penelitian

Lanjutan

Disertasi ini memiliki beberapa saran. Pertama, penting untuk
dipahami secara akurat bahwa fenomena Islamisme di dunia
kontemporer cenderung sama seperti fenomena kontemporer yang
lain. Ini, selain perlu dipahami dari sisi ideologis, namun penting
juga dipahami dari sisi kawasan dimana lapisan sosial kaum Islamis
penganut Islamisme itu cenderung berasal agar bisa diketahui alasan-
alasan yang lebih  realistis bagaimana Islamisme itu
diimplementasikan. Mengingat masih sangat minimnya kajian studi
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Islam yang menggunakan teori gerakan sosial untuk memahami
Islamisme maka kajian terhadap kawasan penting ditindak lanjutidari
sisi ekonomi-politik agar kehadiran Islamisme di dalam masyarakat
urban bisa dipahami lebih baik, khususnya mengenai kontribusinya
terhadap perkembangan kota. Dengan mengetahui ini, maka
Islamisme kontemporer, misalnya PKS di Indonesia, tidak perlu
dijadikan phobia. Penelitian ini menemukan, ternyata kaum Islamis
justru masih sangat lemah dalam bidang implementasi ideologi
secara ketat. Karena itu, kaum Islamis cenderung akan terbuka
dengan kelompok lain, mau bekerjasama dengan musuh ideologis
sekalipun, dan bahkan terbuka terhadap peran-peran ekonomi-politik
masyarakat Kristen dan Tionghoa Salatiga.

Sebagai implikasi empiris, disertasi ini menyarankan agar
kelompok-kelompok Islam transnasional di Indonesia dan seluruh
jejaringnya, PKS, ataupun Pemerintah Kota Salatiga perlu kiranya
lebih transparan. Transparansi perlu dianut PKS dalam tingkat
strategi, hakikat ideologi dan tujuan demi untuk kemenangan
elektoral PKS yang lebih baik ke depan. Secara khusus, transparansi
sangat perlu diutamakan Pemerintah Kota Salatiga, karena masuknya
bantuan dari pihak donor apalagi lintas negara tentu saja tidak
mungkin tidak atas persetujuan negara, maksudnya Aparatur Sipil
Negara yang membidangi masalah investasi dan hibah, terutama pula
dalam hal penyaluran dan penerimaan dana-dana filantropis ke
masyarakat luas bukan hanya condong ke dalam orientasi politis
secara instan. Transparansi akan bisa meningkatkan tingkat
akuntabilitas publik terhadap kinerja Pemerintah Kota dalam
melayani semua entitas warga kota. Mengapa, karena hasil penelitian
menunjukkan proses Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LAKIP SKPD) oleh
Inspektorat Salatiga dengan metode criteria refrenced test, yang
dilakukan oleh V.S. Wulandari tahun 2014, dari segi aktivitas dan
kriteria yang digunakan belum ditindak lanjuti oleh Inspektorat. Hal
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ini dikarenakan pada tahap perancangan dan penilaian belum
terlaksana secara keseluruhan.*

Transparansi Islam transnasional di Indonesia harus dianut
untuk membantunya agar tidak terjerat dalam pragmatisme finansial,
seperti temuan disertasi Munandar seorang jamaah tarbiyah di
Masjid Arif Rahman Hakim Ul Jakarta awal 1990. Itu merupakan
kelemahan PKS dalam hal kualitas organisasi, karena sebagian besar
kader belum mandiri dan berdaya secara ekonomi sehingga mustahil
membangun PKS yang mandiri secara ekonomi.'’ Apalagi, riset
disertasi dari Sitaresmi menemukan bahwa kondisi sosial dan
ekonomi yang belum kondusif serta budaya politik yang masih
bersifat klientalisme ataupun budaya politik Islam yang heterogen
diakui berpengaruh negatif bagi kemenangan Pemilu PKS.*
Transparansi perlu dilakukan agar persepsi publik selama ini tentang
gerakan-gerakan Islamis yang cenderung militan, ekslusif dan
intoleranbisa pudar. Dengan demikian, simbiosa mutualisme antara
Islamisme dan urbanisme akan lebih bisa dirasakan oleh semua
lapisan masyarakat urban. Simbiosa mutualisma akan membuka
peluang lebih lebar bagi gerakan-gerakan Islamis untuk
memperjuangkan aspirasi semua orang dari semua kalangan untuk
meraih cita-cita masyarakat sejahtera yang diperjuangkan ketika
memutuskan menjadi partai politik. Untuk menyegarkan ingatan
kembali bahwa cita-cita perjuangan politik PKS ialah untuk
memperjuangan masyarakat Madani yang telah dijadikan falsafah
dasar perjuangan dan platform kebijakan pembangunan di Indonesia.

Kedua, dalam derajat tertentu apa yang terjadi mengenai
masalah Islamis, Kristen dan Cina dalam konteks politik lokal justru
menjadi ladang subur terjadinya aliansi ganjil dari masyarakat yang
berbeda dalam segala hal. Dengan demikian, berkembangnya Islam
transnasional di kota-kota di Indonesia, dalam konteks politik lokal,

“Vika Santi Wulandari, Proses Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Inspektorat: Studi Kasus di Pemerintah Kota
Salatiga, Kertas Kerja, Program Studi Akuntansi FEB-UKSW, 2014.

"Ibid., Munandar, Antara Jamaah, Disertasi, 446.

Ibid.,Sitaresmi, Strategi, 224.
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tidak perlu dikhawatirkan. Kelompok ini justru harus diberikan ruang
dan aturan yang legal agar semakin terlibat dalam sistem demokrasi
Indonesia. Studi Salatiga memperlihatkan bahwa Islamisme
berkembang justru bersamaan dengan fenomena urbanisme disana
dan juga karena keikutsertaannya di dalam sistem demokrasi politik
lokal yang sah yakni Pileg dan Pilkada. Terbukanya akses secara
seimbang terhadap sistem demokrasi politik lokal dan ruang urban
akan memberikan kesempatan bagi Islamisme untuk bergerak
bersama gerakan politik masyarakat urban setempat. Itulah cara PKS
untuk menaikkan tingkat kesejahteraan kader dan masyarakat
politiknya maupun cara menaikkan suara elektoralnya, sehingga ia
bisa diterima positif oleh masyarakat urban.

Sebagai implikasi empiris, disertasi ini menyarakan agar PKS
perlu kiranya mengakselerasi pembentukan organisasi masyarakat
secara formal yang sedang digagas oleh para kader inti di Salatiga.
Wacana itu diketahui dari hasil wawancara dengan beberapa kader
PKS DPD Kota Salatiga. Mereka mulai mewacanakan pembentukan
suatu organisasi masyarakat dalam wadah formal. Namun hingga
saat ini, para kader inti sedang mencari-cari format organisasi
masyarakat Islam yang lebih tepat. Pembentukan organisasi
masyarakat itu akan sesuai dengan rekomendasi riset disertasi dari
Sitaresmi.  Untuk  mengingat kembali, Sitaresmi  pernah
merekomendasikan organisasi cell PKS harus berubah menjadi
model branch, demikian pula peralihan dari hanya memperoleh
dukungan dari jenis basis massa yang tersegmentasi yakni kelas
menengah perkotaan yang terdidik dan religius menuju dukungan
basis massa yang beragam.'® Alasan saya mengenai pembentukan
organisasi masyarakat secara formal itu ialah sesuai dengan temuan
lapangan di Salatiga. Masyarakat urban akan selalu bersedia terlibat
di dalam turnamen politik lokal ini karena akan ada keuntungan
ekonomi-politik yang bisa diakumulasi lewat jalur formal yang legal.
Dalam ketersediaan masyarakat urban itu, mereka membutuhkan
wadah sosial untuk menyalurkan aspirasinya. Oleh karena itu,

Blbid., Sitaresmi, Strategi, 224.
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disertasi ini menyarankan agar gerakan-gerakan politik Islamis,
seperti yang diusung PKS bersama dengan jejaring transnasional dan
lokal sama halnya dengan anggota aliansi, dilakukan dalam batas-
batas kewajaran dan menganut transparansi karena hal itu akan
membantu upaya-upaya modernisasi kawasan urban dimana kaum
Islamis, masyarakat Islam umum lainnya, Kristen dan Tionghoa itu
tinggal.

Disertasi ini merekomendasikan agar ada penelitian lebih
lanjut mengenai wacana perubahan dan pembentukan organisasi
masyarakat yang sedang digagas oleh PKS Salatiga itu. Wacana ini
akan sangat menarik ditidaklanjuti. Dari sana nanti akan bisa
didapatkan pengetahuan mengenai perilaku birokrasi dan sosial nyata
dari Islamisme secara baru yang lebih terukur. Apakah ada siklus
pertumbuhan dan perkembangan ataupun bahkan mungkin saja siklus
“pembusukan” dari gerakan-gerakan Islam ketika terinstitusionalisasi
secara formal. Dengan adanya wacana ittu, maka dengan demikian,
saya menyadari ada kelemahan dari kajian dalam disertasi ini.
Disertasi ini belum bisa memprediksi lebih akurat seperti apa masa
depan PKS dalam lansekap politik nasional dan lokal maupun
lansekap sosialnya kemudian. Saya tidak bisa memprediksi
kelanjutan dari aliansi bersama antara kaum Islamis, Kristen dan
Tionghoa setelah ekonomi mereka sudah mencapai titik sejahtera dan
stabil. Demikian halnya, saya juga menyadari kelemahan lain dari
disertasi ini ialah belum bisa dipakai sebagai kerangka kerja analisis
ketika PKS benar-benar memiliki organisasi masyarakat formal.
Namun demikian, kelemahan-kelemahan disertasi ini bisa dijadikan
ataupun direkomendasikan sebagai riset lanjutan oleh peneliti yang
lain.

C. Kontribusi Teori

Disertasi ini, berdasarkan temuan-temuan lapangan, memberikan
kontribusi teoritik,setidaknya sebagai kerangka kerja analisis, dalam
beberapa hal. Pertama, teori kawasan urban dan gerakan politik
masyarakat urban Indonesia. Ini bisa berkontribusi dalam
pengembangan teori gerakan sosial ataupun studi perkotaan.
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Meskipun telah banyak studi gerakan sosial yang menjadikan Islam
sebagai objek kajian, khususnya fenomena Islam transnasional yang
bergolak Timur Tengah seperti dilakukan oleh Schwedler,
Wictorowicz, Kurzman, yang dijadikan sebagai rujukan utama oleh
sarjana terkait. Namun jika diteliti lebih seksama, mereka tidak
banyak memperhatikan tentang vitalnya kontribusi kawasan dan
masyarakat urban khususnya kawasan kota dan gerakan politik
masyarakat urban di Indonesia sebagai penentu perkembangan
ataupun “pembusukan” Islamisme. Kerangka kerja analisis itu bisa
dipakai untuk itu.

Saya menemukan data empirik untuk itu. Lapisan sosial dari
aktor, agen gerakan-gerakan Islamis Salatiga umumnya ada di
lapisan masyarakat urban sama halnya dengan daerah
operasionalnya. PKS banyak memobilisasi masyarakat Kristen dan
Tionghoa sebagai jejaring politiknya dari lingkup masyarakat
menengah atas kota. Jadi, PKS hampir selalu beroperasi di dalam
dinamika gerakan politik masyarakat urban. Gerakan-gerakan Islamis
cenderung lebih diuntungkan dari semakin kuatnya kecenderungan
masyarakat menengah kota di Indonesia berpartisipasi dalam politik.
Hanya saja, karakteristik dan keunikannya terlihat jelas. PKS
cenderung akan terbuka terhadap non kader atau non Islam dalam
politik lokal ketika jumlah kader PKS local minim serta populasi
masyarakat Islam sebagai jamaah partai ataupun pendukungnya
sedikit. Ini bisa dilihat di Salatiga, dan juga Bali, Nusa Tenggara
Timur, Kalimantan Timur, Maluku dan Papua. Berbeda dengan
keterlibatan PKS dalam politik lokal Jawa Barat ataupun saat PKS
sukses “memutihkan” Jakarta 2004, 2009, ataupundrama Pilkada
Jakarta 2017 dalam kasus surat Almaidah 51 Ahok dan gelombang
Aksi Bela Islam yang mengikuti drama itu. Di kedua provinsi ini
kehadiran PKS cukup fenomenal. Namun, karena jumlah kader PKS
disana banyak, masyarakat Islam baik sebagai jamaah partai ataupun
yang mendukungnya juga banyak, ia lebih tertutup dengan
masyarakat Kristen dan Tionghoa.

Studi Salatiga juga telah menunjukkan bahwa kemenangan
suara elektoral PKS dalam politik lokal tidak dicapai sendiri tetapi
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justru karena “investasi” dari masyarakat Kristen dan Tionghoa serta
masyarakat NU. Lahir dan hadirnya gerakan-gerakan Islam di kota
Salatiga justru di lingkaran aset milik kaum Nahdliyin. PKS Salatiga
bisa lahir dan semakin berkembangan justru karena mengkapitalisasi
aset dan sumberdaya kaum Nadliyin. Studi ini juga menemukan
peran kapital ekonomi ataupun sumberdaya ‘“asing” ke dalam
Islamisme dan urbanisme. Realitas Salatiga ini menempatkan
Islamisme di Indonesia dalam ironi kemenangan politik elektoral.
Oleh karena itu, temuan ini hendak mengatakan pentingnya teori
kawasan urban dan gerakan politik masyarakat urban untuk
memahami karakteristis dan keunikan Islamisme dan urbanisme di
dunia kontemporer.

Kedua, turnamen politik lokal di Indonesia. Ini bisa
berkontribusi dalam pengembangan teori gerakan politik urban dan
teori politik lokal di Indonesia. Harus diakui, banyak pakar politik
lokal di Indonesia pasca-Suharto khususnya pada masa desentralisasi
sistem pemerintahan Indonesia, seperti Nordholt, Klinken, Aspinall,
Fealy dan Mietzner sebagai contoh, yang meneliti dinamika politik
lokal. Mereka merupakan para sarjana ilmu politik banyak
mencurahkan perhatian kepada partisipasi masyarakat Indonesia
dalam pelaksanaan sistem politik Indonesia di daerah-daerah. Hanya
saja, mereka masih meyakini bahwa yang terjadi di dalamnya ialah
rivalitas dan konflik yang muncul di antara berbagai kekuatan politik
yang saling bertarung dalam hal penyelenggaraan politik lokal.
Mereka menghasilkan teori konstestasi politik lokal di Indonesia
karena Pemilu cenderung dilihat dan diyakini sebagai arena
pertarungan. Disertasi ini menemukan bahwa yang terjadi dalam
praksis penyelenggaraan politik lokal di masyarakat urbandi
Indonesia cenderung sebagai turnamen politik.** Sifat turnamen itu

“Jika dirujuk kepada sejarah, teori turnamen adalah teori ekonomi
kepegawaian yang digunakan untuk menggambarkan situasi tertentu di mana
perbedaan upah tidak didasarkan pada produktivitas marjinal tetapi sebaliknya pada
perbedaan relatif antara individu. Teori ini ditemukan oleh ekonom Edward Lazear
dan Sherwin Rosen tahun 1980. Namun sejak itu, teori berkembangan hingga
dipakai disiplin akademik lain. Lihat, Edward P. Lazear, Sherwin Rosen, Rank-
Order Tournaments as Optimum Labor Contracts, Journal of Political Economy, 89
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terjadi impak dari perilaku dan gaya hidup kaum urban yang
cenderung bersifat temporer dan pragmatis. Sudah banyak riset
tentang Indonesia yang mendukung teori itu. Misalnya, Joanne
menemukan bahwa dalam proses pertumbuhan kelompok menengah
masyarakat urban di Indonesia yang tengah terjadi, pilihan dan
orientasi politik masyarakat urban rentan berubah-ubah.Orientasi dan
ekspresi hidup kaum urban condong ke hal-hal ekonomis sesaat dan
konsumtif secara cepat semata.*

Sifat turnamen di dalam proses penyelenggaraan politik lokal
itu bisa dilihat dari pola dan siklusnya. Sejak terjadinya liberalisasi
politik di Indonesia tahun 1998 dan ketika sistem desentralisasi
pemerintahan lokal berlaku sudah banyak hasil analisis yang
memperhatikan dinamika politik lokal. Hasilnya, misalnya Fossati
menegaskan memang semakin tampak pemberdayaan pemerintah
lokal dan subtansi kekuasaan secara administartif, namun konsolidasi
demokrasi lokal masih bermasalah dan masyarakat belum puas
terhadap kinerja pemerintah lokal.*® Malah, Verena menyimpulkan
riset yang dilakukannya, tidak ada korelasi yang kuat antara
kontestasi dalam demokrasi dengan kehidupan sosial masyarakat di
Indonesia kususnya sejak reformasi.'” Pola dan siklus turnamen itu
misalnya terlihat dari koalisi partai dalam sistem parlementer,
kampanye, rekrutmen kandidat, pembuatan aturan, pelaksanaan

(5), 1981, 841-864; Edward Lazear, Personnel Economics (London: The MIT
Press, 1995), 1-12.

Joanne Sharpe, Asia And Facific: Meet Indonesia's middle Class, The
Interpreter, Lowy Institute Sidney, 19 February 2014.

'%Ja meneliti evaluasi pemerintah daerah, pengalaman kampanye dan perilaku
memilih. Temuan mengungkapkan kesamaan dan perbedaan dalam politik lokal di
tiga kota. Pemilih di Medan, Samarinda dan Surabaya agak serupa dalam evaluasi
mereka terhadap kekuatan dan kelemahan kinerja pemerintah daerah, dalam
pengalaman mereka dalam kampanye pemilu, dalam hal bagaimana mereka
memperhitungkan pilihan suara dan mengevaluasi kandidat. Namun, mereka juga
berbeda dalam kepuasan dan kepercayaan mereka terhadap institusi lokal, dan
dalam tingkat kepentingan politik, partisipasi, dan pengetahuan mereka. Lihat,
Diego Fossati, The State of Local Politics in Indonesia: Survey Evidence from
Three Cities (Singapore: ISEAS- Yusof Ishak Institute, 2016).

"erena Beittinger-Lee, (Un) Civil Society and Political Change in
Indonesia: A Contested Arena (London and New York: Routledge, 2010), 208-217.
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aturan dan lain-lain. Semua ini masih cenderung menjadi rutinitas
lima tahunan di dalam pesta demokrasi lokal selain sifatnya lebih
cenderung sesaat dan cepat berubah. Partai politik yang tergabung
dalam koalisi sangat mudah berubah arah. Koalisi partai apapun
namanya sering dibangun karena pertimbangan jangka pendek,
mengesampingkan basis ideolog, bahkan terkesan mengingkari suara
perwakilan konstituen. Politik lokalbelum secara keseluruhan sampai
kepadakontestasi secara murni dalam pengertian kompetisi dalam
ilmu politik yang diasumsikan sebagai sistem pelembagaan
demokrasi dan partai politik dalam rangka konsolidasi demokrasi
lokal, penguatan ataupun pelembagaan organisasi, manusia dan
instrumen di dalam partai politik maupun sistem pemerintahan
daerah. Tetapi, pada realisasinya bernuansa game politik saja. Inilah
yang saya sebut sebagai turnamen politik.

Saya menemukan data empiric untuk itu. Terkait dengan
politik lokal di Salatiga, sesungguhnya yang cenderung mengenai
perseteruan kepentingan ekonomi-politik jangka pendek dan
berulang kembali serta memiliki pola dan bersiklus. Yang terjadi di
sana bukan tentang siapa, kelompok mana, dan apa agama yang
menjadi Kepala Daerah. Ada beberapa contoh dari temuan-temuan
disertasi ini untuk menegaskan hal itu. Pertama, pada Pilkada Kota
Salatiga periode 2011-2016 pasangan Yaris (Yulianto dan Muh
Haris) diusung oleh koalisi partai PKS, PIS, PPP dan Demokrat.
Sedangkan pasangan Dihati didukung oleh koalisi partai PDIP, PAN,
PDS dan Golkar.®® Tetapi koalisi tersebut mengalami pecah kongsi
pada Pilkada Kota Salatiga periode 2017-2022. PAN dan Golkar
mengalihkan dukungan politiknya karena kemudian bergabung
dengan koalisi Hati Beriman untuk mencalonkan pasangan Yaris
bersama dengan partai Demokrat, PKS dan Nasdem serta didukung
oleh Perindo. Sementara pasangan Rudal (Agus Rudiyanto dan
Dance Ishak Palit) hanya diusung oleh dua partai koalisi, yaitu PDIP

8Sedangkan koalisi partai Hanura, Gerindra, PKPB, dan PKB mengusung
pasangan Basis (H Bambang Supriyanto SH MM dan Ir Hj Adriana Susi Yudhawati
MPd), dan koalisi partai PKPI dan PPRN mengusung pasangan Poros (H. Bambang
Sutopo, SE dan Rosa Darwanti, SH, M.Si).
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dan PKB. Fakta Pilkada Salatiga ini menunjukkan adanya realitas
dari turnamen politik di dalam praktik penyelenggaraan politik lokal
yang cenderung berorientasi untuk kepentingan ekonomi-politik
bersifat turnamen sesaat. Dari pecah kongsi dalam Pilkada ke Pilkada
itu terlihat jelas ketiadaan kesamaan ideologis partai, tetapi koalis
dilakukan hanya demi kepentingan menang Pilkada sesaat. Saya
tertarik untuk memperhatikan bagaimana PAN Salatiga. la pada
umumnya dikenal publik sebagai partai nasional religious berhaluan
Islam dan juga pada umumnya basis konstituennya berasal dari
masyarakat Islam Muhammadiyah, tetapi berkoalisi dengan partai
PDIP Salatiga yang mana pada umumnya dikenal publik sebagai
partai representasi masyarakat Kristen di kota ini.

Temuan lapangan memperlihatkan apa yang sesungguhnya
terjadi di lapangan. Aliansi bersama antara kaum Islamis, Kristen dan
Tionghoa dalam politik lokal, yakni Pileg tahun 1999, 2004, 2009,
2014, dan Pilkada periode 2011-2016 dan 2017-2022di Salatiga
sesungguhnya lebih banyak mengenai kapitalisasi ruang kotadan
orientasi mendapatkan keuntungan-keuntungan materi yang bersifat
temporer. Pendeta PPHTGD Salatiga yang melakukan kontrak
politik dengan pasangan Yaris pada Pilkada 2011-2016 tidak lagi
melakukannya pada Pilkada periode 2017-2022. Hasil yang
didapatkan dari kontrak politik yang ada terlihat cenderung soal
kepentingan ekonomi-politik sesaat, misalnya untuk biaya
pembangunan gedung gereja ataupun ongkos piknik pendeta ke Bali.
Paguyuban PSMTI masyarakat Tionghoa Salatiga yang menjadi
sponsor utama kampanye Yaris dan sejumlah anggotanya menjadi
tim kampanye pada Pilkada perode 2017-2022 juga tidak jauh
berbeda kepentingan ekonomi-politik sesaat. Bahkan sebelumnya
pada Pilada periode 2011-2016 masyarakat Tionghoa ini mendukung
pasangan Bambang Sutopodan Rosa Darwanti (Poros). Ini
menunjukkan perilaku politik masyarakat Tionghoa mencoba
beradaptasi dengan arus dan arah politik yang dibangun atas
rasionalitas bisnis dan politik, karena Rosa Darwanti ialah istri dari
John Manoppo Walikota Salatiga sebelumnya. Kader-kader NU dan
Muhammadiyah yang terlibat aktif dalam kampanye Pilkada untuk
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memenangkan Yaris cenderung karena kepentingan finansial untuk
mengembangkan organisasi dan lembaga pendidikan karena ada
kebutuhan mendesak saat itu. Jadi, politik lokal hanyalah menjadi
kanal resmi dan arena perebutan kepentingan ekonomi-politik yang
dilegislasi oleh undang-undang Pemilu dan Pilkada. Bahkan, seperti
diketahui publik bahwa peraturan perundang-undangan yang
meregulasi pelaksanaan sistem politik nasional dan lokal di
Indonesia pun turut berubah-ubah karena diproduksi oleh kinerja
parlemen yang cenderung berorientasi kepada kepentingan ekonomi-
politik sesaat sesaui dengan siklus lima tahunan.

Ketiga, teori kapitalisasi ruang. Ini berkontribusi dalam
pengembangan studi perkotaan. Pertumbuhan ekonomi dan
perkembangan kota-kota di Asia Tenggara, khususnya Indonesia,
banyak menarik perhatian ahli perkotaan seperti Colombijn,
Basundoro dan kolega, Nas dan kolega, Shogo dan kolega, Evers dan
Korff sebagai contoh. Dari hasil kajian mereka, para sarjana studi
perkotaan banyak mendapat pemahaman teoritis. Tetapi sampai
sejauh ini, teori-teori yang ada belum menjelaskan tentang
bagaimana mobilisasi gerakan politik masyarakat urban dalam politik
lokal yang berimpak besar kepada perkembangan kota di Indonesia.
Padahal, teoritisi di bidang ini, misalnya Karen, Susan, Peter,
mengatakan, kajian perkotaan masih membutuhkan riset lanjutan
yang bisa menghadirkan, konsep dan pemahaman proses gerakan
politik masyarakat urban, masalah umum Kkota, bentuk-bentuk
kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota khususnya mengenai
alokasi fungsi ruang kota.™

Tidak sama dengan paraahli perkotaan di atas, temuan disertasi
ini memperlihatkan signifikannya peran dan proses politik baik di
dalam struktur penyelenggara negara dari sisi Legislatif dan
Eksekutif maupun di kalangan masyarakat yang kuat dan stabil
secara ekonomi-politik ikut mempengaruhi perkembangan kota.

“Karen Mossberger, Susan E. Clarke, Peter John, “Studying Politics in an
Urban World: Research Traditions and New Directions” dalam Karen Mossberger,
Susan E. Clarke, Peter John (eds.), The Oxford Handbook of Urban olitics (New
York: Oxford University Press, 2012), 3-10.
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Aliansi bersama kaum Islamis, Kristen dan Tionghoa di Indonesia
dalam politik lokal juga menentukan bagaimana pelaksanaan dari
penataan dan kapitalisasi ruang kota. Selain itu, disertasi ini juga
menemukan ke arah mana kebijakan alokasi fungsi ruang kota oleh
negara. Sebagian kebijakan itu muncul untuk mempertahankan
kawasan strategis bisnis di suatu kota yang telah dimonopoli oleh
kaum kapitalis. Sebagian lagi, ada rasionalitas kebijakan negara
cenderung karena kepentingan untuk mempolitisasi masyarakat
terpinggirkan. Alokasi pembangunan wilayah kota sebagai ruang
pertumbuhan kawasan ekonomi baru di pinggir kota, tetapi lebih
cenderung untuk keuntungan ekonomi-politik dari para pemilik
modal yang umumnya tinggal dan menguasai kawasan strategi bisnis
di pusat-pusat kota Indonesia.
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Pilkada Salatiga periode 2017-2022, Minggu, 27 Mei 2019:
17.15 Wib.

Agus Warsito, ST, Pernah Menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa
Tengah 2004-2009; 2009-2019 dari PKS, Jumat, 22 Desember
2017,
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Ahmad Bahruddin, Pendiri Paguyuban Tani “Qaryah Toyibbah, JI.
Raden Mas Sa’id’, No. 12 Kalibening, Tokoh Muda NU
Tingkir Salatiga, Jumat 3 Februari 2017.

Alex Yustinus Parito, Caleg PKPI Kota Salatiga Dapil Argomulyo,
2014-2019, Salatiga, Sabtu, 1 Agustus 2015.

Ananda, Staff Kantor Pemasaran Cluster Gardenia Regency
Residence Pertokoan Makutarama Kompleks Buah JI. A. Yani
No. 2 Salatiga, Sabtu, 11 Februari 2017.

Andi, Jemaat Gereja Kristen Jawa Salib Putih Pepantahan Warak,
Warga Kota Salatiga, Tinggal di Warak Rt 07 Rw 06 Salatiga,
2 Agustus 2015.

Ani, Kepala Bidana Dinas Perindustrian, Kantor Perindustrian,
Perdaganaan, Koperasi, dan UMKMJI. Pemotongan No. 73,
Kantor Dinas Perindustrian Kota Salatiga, Selasa, 15
November 2016.

Asadullah Muntakhob, Kader PKS Kota Salatiga Angkatan Pertama,
Murabbi PKS Wilayah Kecamatan Tingkir, Anggota DPRD
Kota Salatiga dari PKS Masa Bhakti 1999-2004, Sabtu, 6 Mei
2017,

Bahok, Pengusaha Toko Besi dan Bangunan “Kembar Jaya” Jl.
Parikesit No. 10 Warak, Dukuh Sidomukti, Salatiga, Sabtu, 6
Mei 2017.

Bambang Setyawan, Seorang Jurnalis Independen dan Pemerhati
Kota Salatiga, Sabtu, 1 April 2017.

Bardi Gigi, Mantan Koordinator PKS Kecamatan Sidomukti
Salatiga, Rabu 21 Desember 2016.

Bayu Megantara Pengusaha Soemardjan Florist Jl. Wolter
Monginsidi No. 8, Pemilik Kafe “Ice Cream Gelato,” Salatiga,
12 Oktober 2017

BennyRidwan,Dosen dan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan
Humanoria IAIN Salatiga, Salatiga, 7 Juli 2015.

Bowo, Tionghoa Pengusaha Kuliner “Waroeng Alam Segar” Area
Salib Putih, Argomulyo, Salatiga, Senin 17 April 2017.
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Budiawan, Dosen Sejarah di UGM Yogyakarta, Sahabat atau Kakak
Senior dari Muh Haris Wakil Walikota Salatiga 2011-2016-
2017-2022 ketika sama-sama kuliah di Fakultas Sejarah UGM
Yogyakarta, Rabu, 11 Januari 2017.

Budi Nafo, Warga Kota Salatiga Kristen tinggal di Pancuran
Salatiga, Penjual Roti Bakar Bandung Depan Pasar Raya Il JI.
Sudirman Salatiga, Selasa 13 Desember 2016.

Budi Santosa, Kader PKS Kota Salatiga, Pendiri KIKS BMT ANDA
JI. Merak No. 90 Cabean Sidomukti Salatiga, Anggota DPRD
Kota Salatiga dari PKS Masa Bhakti 2009-2014 dan 2014-
2019, Salatiga, Senin, 15 Janurai 2017.

Chandra Iskandar, Tionghoa Pengusaha Hand Phone dan Assesoris
ditoko “Central Compucell” JI. Kesambi No. B2 Ruko
Merdeka Plaza Salatiga, Anggota PSMTI Salatiga, Rabu, 25
Januari 2017.

Daniel H. Iswanto, Pendeta Gereja GKJTU JI. Letien Sukowati
No.74, Kalicacing, Sidomukti, Kota Salatiga, Pernah
menjadi Ketua Badan  Kerjasama Antar Gereja Salatiga,
Salatiga, Rabu 5 November 2014.

Daniel Kameo, Professor dan Guru Besar Illmu Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekononomi UKSW Salatiga, Jumat, 14
November 2014.

Daryadi, Pegawai Neqeri Sipil Pemerintah Kota Salatioa Kantor
Dinas  Perindustrian, Perdaganaan, Koperasi, dan UMKMJLI.
Pemotongan No. 73, Kantor Perdagangan Kota Salatiga,
Jumat, 24 November 2016.

Diana, Tionghoa Pengusaha Barang Listrik dan Elektronik “Jaya
Abadi” JI. Hasanuddin 32 Mangunsari, Rabu, 6 Desember
2017.

Dian Khohirin, Pegawai Dinas Koperasi Kota Salatiga, Pulutan
Sidorejo di Gedung Bekas SD Negeri | Pulutan Sidorejo
Salatiga, Selasa, 15 Desember 2017.

Didik Haryanto, Tim Kampanye Yaris Bidang Seni dan Budaya
Pasangan Yaris Pilkada 2017-2022. Selasa, 14 Februari 2017.
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Djoko Surowo, Caleg DPRD Kota Salatiga 2014-2019 non Kader
PKS, Pengusaha “Yege” Resto Jl. Diponegoro No. 42
Sidorejo, Salatiga, Selasa, 13 Oktober 2015.

Dwi Prasetyo, Ahli Advokasi Hukum dan Politik Kampung Percik
Salatiga, Mantan Ketua Pengawas Pemilu Kota Salatiga,
Senin, 9 Januari 2019.

Dwi Pujiyanto, Humas DPD PKS Kota Salatiga, Sabtu, 15 Februari
2014; Sabtu, 11 Februari 2017.

Ebenheser Lalenoh, Pendeta GKJ Sidomukti JI. Brigjen Sidoarto No.
12, Salatiga, Selasa, 21 Juli 2015.

Eddy Supangkat, Penulis Sejarah Salatiga, Pecinta Cagar Budaya
Salatiga, Selasa 17 Januari 2017.

Edo, Pegawai Kantor Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang - Salatiga
Bidang Perumahan dan Pemukiman Penduduk Kota Salatiga
JI. A. Yani No. 14 Kalicacing, Sidomukti,Salatiga Jumat, 27
Januari 2017.

Ema Nur Setiawati, Ketua Fatayat PC NU Kota Salatiga, Manajer
BMT Rama Dana Sidorejo Salatiga, Kamis 14 Desember 2017.

Emy Wuryani, Dosen llmu Sejarah di Fakultas Keguruan dan limu
Pendidikan UKSW Salatiga, 17 Januari 2017.

Endah, Kasir Bengkel AHAS Kartika Motor 11 JI. Jendral Sudirman
No.185 Salatiga, Sabtu 11 Februari 2017.

Faisol Faruq, Pengelola Pondok Pesantren Putra Asta’in di Dayaan
Rt 03 Rw 04 Tingkir Lor, Tingkir, Salatiga, Jumat, 3 Februari
2017,

Fakrulroji, Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Kamis, 21 September
2017.

Farkhani S.H., S.HI., M.H., Dosen Fakultas Sayari’ah Program Studi
Hukum Tata Negara Islam IAIN Salatiga, Senin, 12 September
2016.

Fathur Rahman, SE, MM, Mantan Ketua DPD PKS Kota Salatiga
Masa Bhakti 2003-2008; 2009-2014, Anggota DPRD Kota
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Salatiga dari PKS Masa Bhakti, 2004-2009; 2009-2014; 2014-
2019, Senin, 9 Januari 2017.

Fauzi Untung Suwarno dan istri adalah Haji dan Hajjah, Ketua
Koordinator Lingkungan RW Tim Pemengan Yaris Kecamatan
Argumulyo Salatiga, Pemilik dan Ketua Takmir Masjid Al-
Ihsan Ringinawe Jl. Argomekso No. 9B Ringinawe,
Argomulyo Salatiga, Selasa, 8 November 2016.

Filatus, Pendeta gereja YPI, Pengurus PPHTGD Kota Salatiga, 23
Juli 2015.

Filemon Handoko, Warga Kota Salatiga, Staff gereja IFGF GISI
Salatiga JI. Aliwijayan 3, RT 02 RW 03 Pengilon, Mangunsari,
Sidorejo Salatiga, Minggu 26 Juni 2013.

Galih, Kader KAMMI Komisariat IAIN Salatioga, Ustad di SMP
Islam Terpadu Nidaul Hikmah JI. Araosari Rava 03/02
Randuacir, Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Selasa 22
November 2016.

Gave Munthe, Pengusaha Kuliner “Teak Tree Eatery and Living”
Restoran Jl. Soekarno Hatta No.113, Cebongan, TingKir,
Salatiga, Minggu, 17 Desember 2017.

Georgeus Chrisna, Koordinator Bedah Rumah Pasangan Yaris
Pilkada 2017-2022 Rumah Warga Bendosari, Argomulyo,
Salatiga, Jumat 28 Oktober 2016.

Gilang, Tionghoa Pengusaha Kuliner Warung Linda Snack JI. Merak
No. 49 Klaseman, Sidomukti Salatiga, Rabu, 20 September
2017.

Greg Fealy, Associate Professor and Senior Fellow, Indonesian
Politics, Department of Political and Social Change, Bell
School of Asia-Pacific Affairs ANU College of Asia and the
Pacific, Wawancara Inbox Facebook, 28 September 2015.

Guntur Cahyono, Dosen Tarbiyah IAIN Salaiga, Penasehat Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah di JI. Kauman No. 32, 50712
Telp. 0298-313552, Jetis Sidorejo Salatiga, Senin, 29 Oktober
2016.
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Hadiyanto Budi S, Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi,
Kebudayaan, dan Pariwisata Salatiga, Selasa, 20 Desember
2017,

H. Jahroni, Hj Yairoh, Anggota Ikatan Persatuan Haji Indonesia Kota
Salatiga, Pengurus Yayasan Al-Mutagien, dan Pemilik BMT
Rama dana, Pemilik Toko Mas Safira Jl. Sudirman No,
Salatiga, Rabu, 2 November 2016.

Hans Bong, seorang Tionghoa pengusaha aksesoris mobil “Auto
Mobil Assesoris” JI. Diponegoro No. 120 Siderejo Salatiga,
Sabtu, 26 Mei 2018.

Han Tjie Fong, Masyarakat Tionghoa Kota Salatiga, Umat Klenteng
Hok Tek Bio, Pemilik Toko Jam Orient JI. Sudirman No. 87
Salatiga, Selasa, 24 Januari 2017.

Harry Danubrata, Pengurus Radio BASS FM Ngemplak RT 3/9
Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Salatiga, Jumat, 18 November
2016.

Haryoko, Ketua Tim Sukses Pasangan Yaris Pilkada 2011-2016;
Penasehat Tim Kampanye  Yaris  2017-2022,  Saksi
Penandatangan Kontrak Politik Pasangan Yaris dengan
Persekutuan Pelayanan Hamba Tuhan Garis Depan (PPHTGD)
Salatiga, Jumat, 4 November 2016.

Hendar Pemilik Warung yang Ikut Audiensi dengan Walikota Salatia
di Rumah Dinas JI. Diponegoro No. 1 Salatiga, Anagota
Paguyuban Pedagangan Pasar Tiban JLS Salatiga, Minggu, 11
Desember 2016.

Hendyas Tamara P, Anggota Satpol PP Salatiga, Petugas jaga di Pos
Penjagaan Rumah Dinas Walikota Salatiga, JI. Diponegoro No.
1 Salatiga, Kamis, 29 Juni 2017.

Heri, Seorang Tionghoa Manajer Perusahaan Tekstil di Kalmatex di
Karangjati Ungaran Tinggal di Salatiga, Senin 25 Juni 2017.

Hj. Roidah, Istri pak Agus tokoh Sentral LDII Kota Salatiga, Tinggal
JI. Gelatik No 2, Klaseman, Sidomukti, Kamis, 13 November
2014.
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Hock Windah, Dosen Sejarah UKSW Salatiga, “Orang Dekat’nya
Pak Wahid Salatiga, 26 Desember 2017.

Ibu Ritonga, Penjual Pulsa di Rumahnya sendiri JI. Suropati No.10,
Togaten Salatiga, Tetangga dari Kantor DPD PKS Kota
Salatiga di JI. Suropati No. 16 Togaten, Mangunsari,
Sidomukti, Salatiga Sabtu, 24 Juni 2017.

Ida Nurul Farida, S.Ag, M.Pd, Istri dari Wakil Walikota Salatiga,
Muh Haris, Ketua PD Salimah Salatiga, Tengaran, Selasa, 20
Desember 2016.

llyya Muhsin, Dosen bergelar Doktor, Sekretaris Dekan Fakultas
Syariah 1AIN Salatiga Kampus Il Kembang Arum, Kader NU
Kota Salatiga, Kamis, 15 Desember 2016.

Imam Rosidi, Pengusaha Loper Koran berkantor di “Ababil
Agency,” JI. Kauman No.10 Kauman Sidorejo Salatiga, Pernah
menjabat Ketua DPC PAN, Kota Salatiga, Senin, 19 Desember
2016.

Iptu Agus M Santoso, Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Jawa Tengah Resor Salatiga, Kepala Satuan Lalu
Lintas Kanit Regident Kota Salatiga, Jumat, 27 Januari 2017.

Iriana Soejoso atau Tjioe Nio, Tionghoa Dokter Umum Salatiga. la
adalah anak pertama dari H. Abdulkarim Oei Pendiri PITI,
Tionghoa Pertama Menjadi Muhammadiyah di Indonesia,
Sahabat Bung Karno dan Buya Hamka, Kakak Kandung dari
Ali Karim Oei Budayawan Tionghoa Anggota Majelis Budaya
PKS.

Irvan, Ketua HMI Mahasiswa IAIN Salatiga berkantor di Kantor
Komisariat Kembang Arum Nakula Sadewa Sidomukti
Salatiga, Rabu 27 Agustus 2014.

Izak Y.M. Lattu, Dekan dan Kepala Program Studi Fakultas Teologi
UKSW Salatiga, Selasa 23 Februari 2016:09.04 wib.

Jadi Amali, Kepala Sub Bidang Tata Ruang Bidang Sarpras dan Taru
Bappeda Kota Salatiga, Selasa, 17 Januari 2017.

Jatmiko, Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia, Anggota PPHTDG
Salatiga, Minggu, 8 September 2013.
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Jemmy Setiawan, Veronika, Tionghoa Pengusaha di Ruko “Janette”
JI. Sudirman Salatiga, Senin, 24 April 2017.

Joko, Warga Salatiga, Agen Bus Kota Trayek Kota Salatiga-
Magelang, Mas No, Warga Kabupaten Semarang, Sopir Bus
Kota Trayek Kota Salatiga-Magelang di Pos Angkutan Bus
Trayek Kota Salatiga-Magelang Pos Pasar Sapi, Sabtu 15 April
2017.

Kustadi Danuri, Pernah Anggota DPRD Kota Salatiga, 2004-2009;
2009-2014, Pernah Ketua DPC Partai PAN Kota Salatiga,
Minggu 24 September 2017.

Latif Nahari, saat itu sebagai Ketua Bapilu PKS Kota Salatiga,
Anggota DPRD Kota Salatiga periode 2014-2019, Ketua DPD
PKS Kota Salatiga, Kamis, 6 Februari 2014.

Lin lin, Kasir di Gudang Toko Bangunan “Bangunan Jaya”Jl.
Hasanuddin No. 213, Sabtu, 26 Mei 2018.

Mahachin, Muslim Muhammadiyah Salatiga, Pemilik Warung “Soto
Bening Bu Ani” Alun-alun Salatiga, Pengusaha Jasa
Konstruksi Kota Salatiga, Sabtu 3 Mei 2013.

Mahmudah, Anggota DPRD Kota Salatiga, 2009-2014; 2014-2019
dari Partai PPP Kota Salatiga, Rabu, 29 Juli 2015.

Malikhah, Kader PKS, Anggota DPRD Kota Salatiga dari PKS
2009-2014; Caleg PKS DPRD Kota Salatiga 2014, Jumat, 3
Februari 2017.

Maman, Penjual Mainan Anak-anak, Ketua RW IV Jangkungan,
Mangunsari Sidomukti, Salatiga, Sabtu, 8 September 2012.

Manajer Indomaret Muwardi di JI. Dr. Muwardi, Nanggulan,
Tingkir, Salatiga, Jumat, 28 April 2017.

Maryono, Anggota TNI Aktif Kompleks Pandawa Sidomukti Kota
Salatiga, Penjual Roti Bakar Bandung Depan Ruko Wahid
Photo Studio Salatiga, Kamis, 18 Mei 2017.

Matias Witono, Pendeta GPdl, Anggota, Koordinator Wilayah
Kecamatan Sidomukti BKGS Kota Salatiga, Anggota
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PPHTGD Kota Salatiga Perumahan Warak Rt 01 Rw 06
Dukuh Sidomukti, Salatiga, 21 Juli 2015.

Mayor Adrian, Anaaota TNI aktif dari Detasemen Zeni
Bangunan (Denzibang) 3/1V Salatiga Kodam 1V Diponegoro
khusus menangani proyek-proyek pembangunan, Salatiga,
Jumat, 16 Desember 2016.

Milhous Teddy Sulistio, Ketua DPRD Salatiga periode 2004-2009-
2009-2014; 2014-2019; Ketua DPC PDIP Kota Salatiga,
Tinggal di JI. Merak No. 67 Klaseman, Sidomukti Salatiga,
Minggu 28 Desember 2014.

Mohammad Akbar, Seorana Peneliti LSM Kampuna Percik Salatiaa,
Dosen Tidak Tetap di Fakultas Usluhuddin IAIN Salatiga,
Dosen Tidak Tetap di Teologi di UKSW Salatiga, Senin, 4 dan
5 Desember 2017.

Muh Haris, Kader DPP Pusat PKS, Anggota Majelis Syuro PKS,
Deklarator PKS, Wakil Walikota Salatiga Masa Bhakti 2011-
2016 dan 2017-2022, Rabu, 11 Januari 2017.

Muh Haris, Politisi Partai PKB Kota Salatiga, pernah Anggota
DPRD Kota Salatiga 2004-2009; 2009-2014, Sabtu, 16 Juli
2016.

Mujab, Koorditaor Pengembangan Masvarakat Jawa Tengah dari
Paauvuban SPPOT berkantor di JI. Raden Mas Sa'id’, No. 12
Kalibening, Tingkir, Kota Salatiga, Selasa, 4 Februari 2014.

Mulyani, Kepala Dinas Bidang Koperasi Kota Salatiga, WWawancara
di Kantor Dinas Koperasi Kota Salatiga, Pulutan Sidorejo di
Gedung Bekas SD Negeri | Pulutan Sidorejo Salatiga, Selasa,
15 Desember 2017.

Mulyani, Tionghoa Pengusaha Arang dan Minyak Tanah di Jl.
Semeru No. 32 Salatiga, Selasa, 30 Agustus 2016.

M. Zulfa (Alm, 26 Juli 2017), Manta Ketua PP Muhammadiyah Kota
Salatiga, Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga,
Tokoh dan Anggota ForumKerukunan Umat Beragama Kota
Salatiga, Rabu, 11 Januari 2017.
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Nanik, Tionghoa Pengusaha Assesoris “Adam and Eva” Semarang
dan Salatiga, JI. Kartini No 58 Salatiga, Rabu, 16 Oktober
2017.

Nono Rohana, S.Ag, Anggota DPRD Kota Salatiga dari PKS Masa
Bhakti 2014-2019, Murobbi PKS untuk Wilayah Kecamatan
Tingkir Salatiga, Sabtu 29 Maret 2014.

Noor Rofiq, Ketua FKUB Kota Salatiga, 21 Desember 2017.

Nova, Staff Kantor Pemasaran Star Regency JI. Langensuko Salatiga,
Senin, 30 Januari 2017.

Nurgianto, Kepala Seksi Pengendalian dan Perizinan RTRW Kota
Salatiga, Kamis, 1 Desember 2016.

Nurul Muhtajib, Karyawan Indomaret Pasar Jetis JI. Imam Bonjol,
Sidorejo, Sabtu, 3 Juni 2017.

Oh Han Tjie Fong, Pemilik “Toko Jam Orient,” JI. Sudirman No. 87
Salatiga, Selasa, 24 Januari 2017.

Oh Sei Yin Prasojo, Tionghoa Keluarga Wahid, Pengusaha Kuliner,
Sejumlah Swalayan dan Toko Besar di Kawasan Bisnis Jl.
Sudirman, Salatiga, Rabu, 27 September 2017.

Otik, Tionghoa Pengusaha Toko Besi dan Bahan Bangunan “Bina
Jaya” di Jl. Jend. Sudirman No. 14 Kalicacing Sidomukti,
Sabtu, 25 Februari 2017.

Ondi, Sekretaris Klenteng Hok Tek Bio JI. Sukowati No. 13 Salatiga,
Selasa, 24 Januari 207.

Pasimin dan Kartini, Pemilik Masjid Al-Muttagien, Warak Rt 01 Rw
02, Dukuh, Sidomukti Salatiga, Penerima Bantuan Red
Emirate Cressent, Senin, 2 Januari 2017.

Paulus Suyatno, S.Th., M.Pd.K, Seorang Pendeta GPdl, Guru Agama
Kristen Honorer di SD Negeri 1 Salatiga, Anggota dan
Koordinator Wilayah Kecamatan Tingkir Badan Kerjasama
Antar Gereja Salatiga, Rabu 22 Juli 2015 dan Salatiga, Selasa
12 April 2016.
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Peter, Anggota Satpol PP Kota Salatiga, Bagian Penindakan, Senin,
5 Desember 2016.

Petrus Hutapea, Pendeta Gereja GPdI Ngawen, Argumulyo, Salatiga,
Sabtu 4 Juli 2015.

Petrus Wiiayanto Dipuro, Peneliti di Center For Micro And Small
Enterprises Dvnamics-CEMSED, Pusat Studi Dinamika Usaha
Mikro dan Kecil Fakultas Ekonomi UKSW Salatiga, JI.
Diponegoro 52-60 Salatiga, Rabu, 18 Januari 2017.

Piri, Warga Kabupaten Semarang, Pengusaha Jasa Konstruksi, Sabtu,
9 Mei 2015.

Pradjarta Dirjosanjoto, Tokoh FKUB, Salah satu Pendiri Kampoeng
Percik Turusan, Salatiga, Rabu, 18 Januari 2017.

Prasetyawan Kusworo, M.Th, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja
Salatiga (BKGS), Pendeta GKJ Argomulyo Salatiga Selatan JI.
Argoyuwono No. 39, Ringinawe, Ledok, Argomulyo Salatiga,
Selasa, 17 Januari 2019.

Pujaningrum, Istri dari Fatur Rahman SE, MM, Ketua PD Salimah
DPD PKS Kota Salatiga, JI. Nakula Sadewa Il No. 18A Rt 07
Rw 03 Kembang Arum, Dukuh, Sidomukti, Salatiga, Kamis,
11 November 2017.

Pujiono, Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan
Penanaman Modal JI. Pemuda No 2, Salatiga, Sabtu, 12
November 2016.

Pujiyono, Kader PKS Wilayah Suruh Kabupaten Semarana, Jawa
Tengah, Kepala Sekretariat Tata Usaha SMPIT lzzatul
Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa 29
November 2016.

Purwanto, Sekretaris Badan Kerjasama Antar Gereja Salatiga Jl.
Parikesit No. 126, Warak, Salatiga, Rabu, 18 Januari 2017.

Putnawati, Ketua Divisi Keuangan, Logistisk, Perencanaan dan
Badan Penyelenggara KPU Kota Salatiga 2016, serta Ketua
KPU Kota Salatiga Saat ini, Kamis, 13 Oktober 2016.
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Rina, Pengasuh Panti Asuhan “Bejana Kasih” Rt 03 Rw. 15 JI.
Hasanuddin Ngawen, Mangunsari Salatiga, Rabu 29
November 2017.

Risma, Wiraswasta Pembuat Mainan Edukasi Tinggal di JI. Purbaya,
Kelurahan Dukuh, Sidomukti Salatiga, Minggu, 7 Mei  2017.

Rochim, Warga Pungkursari Salatiga, Sopir Bus Daytrans Salatiga-
Yogyakarta, Kamis, 31 Agustus 2017.

Roy Budhianto Handoko, Tionghoa Pengusaha PT. Bumi Merbabu
Permai JI. Diponegoro No. 35 A, Sidorejo, Pemilik Le
Beringin Hotel Salatiga, Selasa, 21 Februari 2017.

R. Soeparno, Ketua Permadani (Persaudaraan Masyarakat Budaya
Nasional Indonesia), Ketua Pepadi (Persatuan Pedalangan
Indonesia) Salatiga, Salatiga, Selasa, 14 Februari 2017.

Rusdiana, S.Ag, Kader PKS Kecamatan Tingkir Kota Salatiga,
Manajer BMT Al Islah JI. Patimura No.15B Rt 01 Rw 05
Sidorejo, Jumat, 18 November 2016.

Saiful, Manajer Hotel Laras Asri Resort and Spa JI. Jend. Sudirman
No. 335, Ledok, Argomulyo, Salatiga, Jumat, 9 Juni 2017.

Sakti, Staff KearsipanPerpustakaan Daerah Kota Salatiga, Kamis, 19
Januari  2017.

Salih Rahwana, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Penelitian
Skripsi tentang Perkembangan Kawasan Kota Salatiga,
Salatiga, Rabu 25 Januari 2017.

Salim, Pengusaha Jasa Konstruksi, Kota Salatiga, Jumat, 7 April
2017,

Sapto, Tionghoa Pengusaha Roti “Lumayan” J1. Pemuda No. 15 Kota
Salatiga, Senin, 14 November 2016

Satibi,l Kyai Haji, Ketua Takmir Masjid Al-Attig Komplek Kauman
Salatiga, Senin, 18 April 2016.

Septa Maya Hidayati, Caleg DPRD Kota Salatiga dari PKS non
Kader, NU Kota Salatiga, 2014-2019, Anggota DPRD Kota
Salatiga dari PKS hasil PAW Masa Bhakti 2011-2014
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Perumahan Cabean Rt 5 Rw 14 Cabean Mangunsari,
Sidomukti, Salatiga, Rabu, 23 November 2016.

Setyo Handoyo, seorang Peneliti Senior Bidang Politik Kampung
Percik Turusan, Sidorejo Salatiga, Rabu, 20 November 2013.

Siddig, Pemilik Warung Makan “Kepala Kakap Mbak Yuyun” Jl.
Lingkar Selatan, Km.2 Tetep, Randuacir, Argomulyo, Salatiga,
Rabu, 20 Desember 2017.

Siong, Tionghoa Pengusaha Sembako di Salatiga, Jumat, 10 Oktober
2017,

Siska, Tionghoa Pemilik Warung Soto Kemuning, JI. Kemuning No.
32 Kalicacing, Salatiga, Kamis, 25 Agustus 2016.

Slamet Raharjo, Ahli Cagar Buadaya Jawa Tengah dan Yogyakarta,
Sejarawan Kota Salatiga, Rabu 11 Januari 2017.

Slamet Riyadi, Caleg PKS Dapil Sidomukti untuk DPRD Kota
Salatiga 2014-2019, namun tidak terpilih, Kamis, 21 Desember
2017,

Soegito, Tionghoa Pengusaha Kopi di Ruko JI. Muwardi No. 310,
Nanggulan, Tingkir Salatiga, Jumat, 18 Desember 2015.

Soen Khian, Tionghoa Pengusaha Kuliner Istana Martabak JI.
Margosari No. 14 Sidorejo Salatiga, 8 Februari 2017.

Sonwasi Ridwan, Kyai Haji, Ketua Rois Syuriah NU Kota Salatiga,
Selasa, 1 November 2016.

Sudarwati, Pegawai Dinas Koperasi Kota Salatiga, Pulutan Sidorejo
di Gedung Bekas SD Negeri | Pulutan Sidorejo, Salatiga,
Selasa, 15 Desember 2017.
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